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ABSTRAK 

Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan 
perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang Non~or 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan Undang-Undang IVomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pernyataan 
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

Dalarn ha1 ini perlu diketahui mengenai sistem pemeriksaan atas LKPD yang 
dipergunakan oleh BPK RI, ltriteria yang dipergunakan dalam menentukan adanya pelanggaran 
hukum dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPRD. Hasil penelitian menunjukkan 
masih adanya perbedaan penggunaan peraturan serta perbedaan pemahaman persepsi atas aturan 
yang dipakai dalam penentuan kriteria hasil pemeriksaan oleh Auditor BPK dalam melakukan 
pemeriksaan atas LKPD. 

Hasil Pemeriksaan tentang LKPD ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan serta dipergunakan oleh DPRD untuk menjadi pertimbangan dalam mengesahkan 
Peraturan Daerah atas Realisasi APBD tahun sebelumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam pembentukan pemerintahan negara, menilnbulkan hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam 

suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Negara seperti yang diatur dalam Bab 

VlII UUD 1945: 

"Hal Keuangan, mengatur tentang ketentuan pajak, mata uang dan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan 

negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan 

bertanggungjawab". 

Setiap pengelolaan keuangan haruslah di lakukan sesuai aturan yang 

benar, dan untuk menjamin ha1 tersebut diperlukan mekanisme pemeriksaan 

yang disebut financial audit. Pemeriksaan keuangan itu sendiri sebenarnya 

merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan 

terhadap ltinerja pemerintahan secara umum. Kontrol atail pengawasan 

terhadap kinerja pemerintahan haruslah dilakukan secara simultan dan 

menyeluruh sejak dari tahap perencanaan sampai ke tahap evaluasi dan 

penilaian, mulai dari tahap rule making sampai ke tahap rztle enforcing. 

Auditing atau pemeriksaan itu sendiri tidak selalu bertujuan mencari 

kesalahan, melainkan juga untuk lneluruskan yang bengkok dan memberikan 

arah dan bimbingan agar pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-filngsi 
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kelembagaan dapat tetap berada di dala~n kol-idor aturan yang berlaku. 

Artinya, pemeriksaan dapat berfungsi preventif dan dapat pula berfungsi 

korektif dan Icuratif. 

Paket Peraturan Perundang-undangan keuangan negara yang 

mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe~neriksaan atas Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara, telah ~nenetapkan landasan dalam 

pengelolaan keuangan negara baik dari aspek perencanaan, pengelolaan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dalam rangka pemeriksaan keuangan 

negara, pertama, kita perlu mengerti dengan tepat, apa yang dimaksud dengan 

pemeriksaan, dan kedua apa pula yang dimaksud dengan keuangan negara. 

Pemeriksaan adalah terjemahan dari perkataan auditing yang melnang lazim 

dalam sistem adlninistrasi dan manajemen keuangan modern. Di zaman 

modern, tidak ada pengelolaan keuangan yang dapat dibebaskan dari 

keharusan auditing sebagai jaminan bahwa pengelolaan keuangan itu lnelnang 

sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku (rule of games). Keharusan 

auditing ini tidak hanya berlaku di dunia keuangan publik tetapi juga di 

lingkungan dunia usaha dan bahkan di lapangan keperdataan pada umumnya.' 

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mengacu pada Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur 

fungsi dan kewenangan daerah serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

' Jimly Asshidiqic, Sengke~a Ke~r~enatigan Anlar. lenibagn Negara, Konstitusi Press, 
Jakarta, 2005 
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tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

mengatur alokasi dana yang diperlukan daerah untuk rnenyelenggarakan 

kewenangan. Tujuan utama pengelolaan keuangan pernerintah daerah adalah 

meliputi: (1) Tanggung jawab; (2) Me~nenuhi kewajiban keuangan; (3) 

Kejujuran; (4) Hasil guna dan dayaguna; dan (5) Pengendalian. 

Pertanggungjawaban (Accountability): Pernerintah daerah harus 

mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang 

yang berkepentingan yang sah. Lernbaga ata~r orang i t u  terrnas~ik pemerintah 

pusat; dewan perwakilan rakyat daerah; kepala daerah (orang yang 

membawahi semua satuan tata usaha); dan ~nasyarakat umum. Adapun unsur- 

unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan, setiap transaksi keuangan 

harus berpangkal pada wewenang huku~n tertentu; dan pengawasan, tatacara 

yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah 

penghamburan dan penyelewengan, dan mernastikan semua pendapatan yang 

sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya. 

Marnpu memenuhi kewajiban Keuangan: Keuangan daerah harus ditata 

sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka 

pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang). Kejujuran, 

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan 

unt u k berbuat curang d i perkeci I. HasiI Gtrna (Effectiveness) clan daya guna 

(Eflciency) kegiatan Daerah, Tata cara mengurus keuangan daerah harus 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan 



dilaksanakan untuk mencapai tujuan pe~nerintah daerah dengan biaya 

serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. 

Pengendalian: Petugas keuangan pe~nerintah daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan petugas pengawas hari~s melakukan pengendalian agar 

semua tujuan tersebut di atas tercapai; lnereka harus mengusahakan agar 

selalu mendapat informasi yang diperlukan untitk memantau pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan 

pengeluaran dengan rencana dan ~asa r an .~  

Dengan demikian pemerintah daerah dalam melaksanaan pengelolaan 

keuangan di daerah harus sesuai tujuan tersebut di atas dan memenuhi unsur- 

unsur dari siste~n keuangan pemerintah daerah. U n s ~ ~ r  tersebut antara lain 

Unsur berkala dan unsur hukum serta Unsur-unsur luar dan dalam. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

(1)  Unsur Berkala dun Unsur Hukunl 

(a) Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari 

kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun, yakni, menyusiln program 

dan anggaran; pengeluaran dan penerimaan anggaran; urusan uang 

keluar dan uang masuk; mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. 

(b) Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantauan 

kegiatan berkala, yakni: undang-undang dan peraturan keuangan; 

transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam. 

(2) Unsur-unsur Luar dun Dalani 

Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Kerrangan Pemel.in/ah Daernh 
di Indonesia,UI-Press, Jakarta, 1989, hlm.279 

Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Ibid., hlni.280 
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(a) Unsur luar ~neliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah 

daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi (BPKP atau 

Inspektur Jenderal Departemen Dala~n Negeri, sedangkan pengawasan 

terhadap Kabupatenlkota oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah 

Propinsi), berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman; ratifikasi 

mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan Icebutuhan dan 

pemeriksaan keuangan dari luar. 

(b) Unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan 

dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedo~nan para pejabat 

keuangan pe~nerintah daerah. Unsur-unsur itu yang terpenting ialah 

prosedur berkala seperti tersebut di atas, beserta peraturan-peraturan 

keuangan yang dirumuskan sendiri dan pe~neriksaan Iceuangan dari 

dalam. 

Menurut ketentuan Pasal I butir 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara, maka tanggungjawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kata-kata negara dan 

pemerintahan dalam pasal tersebut di muka terrnasuk di dalarnnya adalah 

menyangkut pemerintahan daerah otonom, sehingga pelaksanaan APBD 

merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus pula di~naknai sebagai bagian 



pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari Pemerintah Daerah 

untuk melaksanakan lteuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Eksistensi pengatilran yang rnenyangkut bidang akuntansi 

(pertanggungjawaban) dan transparansi sehubungan dengan tanggungjawab 

pemerintahan daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalarn rangka pengelolaan 

keuangan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib 

menya~npaikan pertanggungjawaban dala~n bentuk Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari : 

I . Laporan Realisasi Anggaran, 

2. Neraca, 

3. Laporan Arus Kas, dan 

4. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan dan perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada masyarakat 

melalui DPRD. Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK 

yang merupakan lernbaga negara yang independen dan profesional dalam 

rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran infor~nasi 

yang disajikan dala~n laporan keuangan Pemerintah Daerah. 



Dalam pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah tidak bisa dilepaskan dari produk hukum yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah produk hukurn yang dikeluarkan oleh 

pemerintah senantiasa berubah-ubah disesuaikan dengan perubahan Undang- 

Undang tentang Pelnerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 22 Tahi~n 

1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Setelah disalikannya 

Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pe~nerintahan Daerah yang 

merupakan revisi dari Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999, maka PP 

Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah, yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalaln ~nelakukan tugas perneriksaan pertanggungjawaban keuangan 

daerah, auditor dari BPK Rl tidak bisa lepas dari perubahan pengaturan 

tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan peraturan tersebut oleh 

pelaksana pengelolaan keuangan daerah d i entitas-entitas yang diperi ksa oleh 

auditor BPK. 

BPK R1 Perwakilan Yogyakarta dalam melaksanal<an tugasnya 

mempunyai lingkup tugas untuk Pemeriksaan Keuangan di wilayah Propinsi 

DIY yaitu : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul 

sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 Entitas yang 

meliputi Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) kabupatenlkota di 



Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Pasal 16 ayat ( I )  Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe~neriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa : 

" Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

memuat opini". Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutttan bahwa 

Opini merupakan pernyataan profesional pe~neriksa ~nengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate di.~closures), 

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) 

efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini 

yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa 

pengecualian1WTP (unqzlalified opinion), (ii) opini wajar dengan 

pengecual ianl WDP (quail-ed opinion), (iii) opini tidak wajar 

(adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini 

(disclainzer of opinion)". 

Dari klasifikasi atas opini yang diberikan oleh perneriksa tersebut, 

maka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2005, 2006 dan 2007 

diketahui LHP atas pemeriksaan LKPD Tahun 2006 yang diberikan opini oleh 

BPK pada tahun 2007 untuk wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang 

telah diberikan opini sesuai dengan Undang-undang IVornor 15 T a h ~ ~ n  2004. 



Laporan Keuangan Pelnerintah Daerah (LKPD) setelah diperiksa oleh 

BPK Icemudian diserahlcan kepada DPRD i~n t i~k  rnenjadi bahan pertilnbangan 

bagi DPRD untuk lnengesahkan Perhitungan APBD tahun yang bersangkutan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan demikian rumusan masalah yang akan dikernukakan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagailnana sisteln pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006? 

2. Kriteria apa yang dipergunakan sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya 

pelanggaran hukum dalaln Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK? 

3. Bagaimana Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK beserta tindalc lanjut 

atas Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan kepada DPRD di wilayah 

Propinsi DIY? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

I .  Untuk mengetahui Sistem pemeriksaan atas LKPD oleh BPK 

2. Untuk mengetahui kriteria yang dipergunakan sebagai dasar penentuan 

ada atau tidaknya pelanggaran hukurn dala~n Hasil Perneriksaan atas 

LKPD oleh BPK. 

3. Untuk mengetahui tentang hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK beserta 

tindak lanjutnya setelah hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan 

kepada DPRD di wilayah Propinsi DIY. 



D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut ; 

1. Memberikan kontribusi akade~nik terhadap pengeinbangan illnu hukum, 

khususnya Hukurn Tata Negara terutama tentang perkembangan peraturan 

tentang pengelolaan ke~iangan daerah setelah era otonomi daerah 

2. Menjadikan kajian yang informatif kepada Ithalayak luas atas ilnplikasi 

hukum yang timbul dari adanya hasil pemeriksaan BPK atas 

pertanggungjawaban keuangan daerah. 

E. KERANGKA TEORITIS 

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep "rechtstaat" dan "the 

rule of law", juga berkaitan dengan konsep "nomocracy" yang berasal dari 

perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Nomos berarti norma, sedangkan cratos 

adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam 

penyelenggaraan ltekuasaan adalah norma atau hukum. OIeh karena itu, istilah 

nomokrasi itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum 

sebagai kekuasaan tertinggi. Dimana konsep negara huku~n di Eropa 

Continental dikembangkan dengan istilah Jerman, yait~l "recht.staat" 

sedangkan di dalam tradisi Anglo Saxon Amerika dikenal dengan sebutan 

"The rule of law".4 ~ristoteles mengaitkan pengertian negara hukuln dengan 

arti daripada negara dalaln peruinusannya yang masih terikat kepada "polis". 

Jimly Asshiddiqie, Konsril?rsi dun Kons~i~tisionalist~~e Indonesia, Ke jasalna Mahkaniah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukurn Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2004, hlni.  122 
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Dimana beliau berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari 

polis yang mempunyai negara kecil, seperti kota dan berpendudulc sedikit, 

tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah sangat luas 

dan berpendudulc banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan 

dengan musyawarah, dirnana seluruh warga negaranya ikut serta dalam 

penyelenggaraan negara.' 

Lebih jauh Aristoteles mengemukakan bahwa suatu negara yang baik 

adalah negara yang diperintah dengan konstitusi, dimana ada tiga unsur 

penting dari pemerintahan yang berkonstitusi adalah sebagai berikut : 

I .  Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; 

2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan- 

ketentuan uinurn, bukan hukuin yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi 

3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekananS6 

Negara merupakan organisasi kekuatan yang tidak bisa terlepas dari 

masalah ketertiban, yang dengan sendirinya memerlukan adanya pengawasan. 

Negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya lnenganut paham Negara 

Hu kum (Rechtsstaat) dan Negara Kesejah teraaan (We yare state) yang 

mendambakan suatu masyarakat yang tertib, adil dan makmur, sedangkan di 

sisi lain kegiatan pernbangunan nasional yang sedang dilaksanakan, ha1 ini 

Moh. Kusnardi dan Harrnaily Ibrahirn, tluk~rw~ Taro Negarn Indo17esia, Pusat Studi 
Hukurn Tata Negara Fakultas Hukurn Universitas lndonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1987, 
hlrn.152. 

Ibid. 
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jelas akan menghadapi banyak tantangan dengan permasalahan yang sangat 

kornpleks sifatnya, yang dapat membuka peluang terjadinya ketidaktertiban 

dalam semua bidang kehidupan, maka pengawasan sangat diperlukan.' 

Organisasi kekuasaan tersebut hanya dapat berhasil dengan baik 

mencapai tujuannya bilarnana selurirh aspek tnanajemen dala~n organisasi 

tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan semua unsur pendukung 

organisasi tersebut rnelaksanakan tugasnya masing-masing dengan tertib 

sesuai rencana yang telah ditentukan, dan selalu memegang tegirh disiplin 

berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan rnengindahkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan dan prosedur kerja 

yang telah direncanakan dan digariskan oleh pimpinan organisasi. 

Pengawasan dalam suatu organisasi sebagai ha1 yang sangat penting 

artinya apabila dalarn kehidupan organisasi terjadi ketidaktel-tiban, yang 

disebabkan oleh banyak faktor, baik yang datang dari lingkungan dalam 

organisasi sendiri dan belum berfungsinya sistein pengendalian rnanajelnen 

dalam organisasi, maupun yang datang dari luar lingkungan organisasi yakni 

perumusan ketenti~an perundang-undangan yang bermakna ganda dapat 

membuka peluang suasana tidak tertib dan lain sebagainya. 

Kemudian untuk mengatasi ketidaktertiban dalam organisasi Negara 

dan pe~nbangunan nasional adalah peningkatan disiplin nasional yang 

' lbid. 



dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemesintah yang bersih 

dan berwibawa.' 

Pelaksanaaan otonomi daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat ( I )  Undang- 

Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: "Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi 

atas Kabupaten dan Kota, itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang". Baik secara konseptual Inailpun hukum, pasal-pasal 

baru pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai 

paradigma baru dan arah politik Pemerintahan Daerah yang baru pula. Hal-ha1 

tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikW9 

I) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pe~nesintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (20)). Dalaln 

Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintahan otonolni (termasuk tugas 

pembantuan). Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam 

Pemerintahan Daerah. Gubernur, bupati, walikota semata-mata sebagai 

penyelenggara otonomi di daerah. 

2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal IS ayat (50)). Daerah 

berhak mengatur dan mengurus segala Llrusan atau fungsi pemerintahan 

yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan 

Pusat. 

Viktor M. Situ~norang dan M. Tahir, Aspek H I I ~ I I ~ I I  Petlga~vasa~~ Melekal dalan~ 
Lingklrngan Aparal Penle~.intah, Rineka Ci pta, Jakarta, 1998, hlrn.2 

Ni'matul Huda, 01o1101ni Daerah (Filosofi, Sejarnh Pe~.kenlbat~gan dun P~.oblen~a~ika), 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005. hIm.20 
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3) Prinsip Kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (I)) Prinsip ini 

mengandung maltna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidalt harus 

seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan 

khusus dan keragaman setiap daerah 

4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)) 

5) Prinsip mengakui dan menghorlnati Pernerintahan Daerah yang bersifat 

khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat(1)) Ketentuan ini mendukung 

keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat k h ~ ~ s u s  atall istimewa 

(baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa). 

6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum 

(Pasal 18 ayat(3)) 

7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan 

adil (Pasal 18A ayat (2)) 

Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut telah dikeluarkan Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 5 

menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk ~nengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. 

Pemberian otonorni daerah seluas-luasnya berarti pemberian 

kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya daerah secara otonom. Daerah tersebut 

mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 



kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, agalna serta kewenangan bidang lain." Dengan 

ltata lain, tidalt semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh 

Pemerintah (pusat), melainltan wajib menjalankan prinsip pembagian 

kewenangan pada Daerah-daerah tersebut ditemp~~h melalui inekanisme 

penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap baa' elan urusan- 

urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya." 

Pelaksanaan pembagian kewenangan pada daerah-daerah tersebut 

dikenal melalui penyerahan danlatau pelimpahan set-ta penambahan urusan 

Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Dael-ah tingkat atasnya ltepada daerah 

menjadi daerah otonom. 

Menurut Bagir Manan, ' *  terdapat satuan-satuan pemerintahan lebih 

rendah, yang juga melakukan wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau dibiarkan 

atau yang diakui sebagai urusan daerah yang bersangkutan. Salah satu cara 

mengatasi persoalan atas hubungan kewenangan Petnerintah dan daerah- 

daerah tersebut adalah mengadakan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan 

terhadap kewenangan untuk mengatur urusan pelnerintahan oleh Daerah- 

daerah pemerintahan. Pengawasan itu sangat penting, karena pengawasan 

merupakan salah satu usaha untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan 

l o  Kewenangan bidang lain (tertentu) dirnaksud diatur dalarn Peraturan Pelnerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan. 

I I Pen.ielasan Angka 3 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah . 

'*  Bagir Manan, Hltbungan Anfara Pusal dun Daerah Menurlrf UUD 1945, Sinar 
Harapan, Jakarta, 1994, hlrn.3. 
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dan keserasian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah-daerah 

dengan pemerintahan, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam suatu ikatan negara 

kesatuan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya, 

haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan 

Pusat atau Negara dengan tindakan Daerah, agar dengan demikian kesatuan 

negara dapat tetap terpeli hara. 

Prof. Oppenheim mengatakan, "kebebasan bagian-bagian negara sama 

sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan Negara. Di dalam 

pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian 

antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan 

pelaksanaan tugas negara oleh penguasa negara itu".I3 

Menurut George R. Terry menyatakan sebagai berikut : Control is to 

determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if 
1914 needed to ensure re.sults in keeping with the plan. Terjelnahan bebas : 

Pengawasan adalah unt~lk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan 

evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan, 

untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. 

Memperhatikan dari pengertian tersebut narnpak bahwa pengawasan 

dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah 

dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana, delnikian 

13 lrawan Soejito, Penganlasan Terhadap Pera/lrran Daerah dun Kepir~irsan Kepala 
Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.9. 

14 Inu Kencana Syafei, Manajetnen Pemerin/ahan, PT. Perca, Jakarta, 1998, liln1.60. 
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tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang 

sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan 

tersebut menghasi lkan sesuatu. 

Sedangkan Henry Fayol menyebutkan : "Control con.~ist in verivying 

wheter everything occur in conlformity with the plan adopted, the instruction 

issued and principles established. It has for object to point ozrt weaknesses 

and errors order to rectivy then prevent rec~rrance".'~ 

Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah 

diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. la bertujuan untuk 

menunjukkan (menemukan) keleinahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan 

dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali. 

Tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan 

dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan 

tersebut dapat diperbaiki. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan 

hakekatnya suatu diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan 

terulang kern bali. 

Rumusan pengertian tentang pengawasan yang cuki~p ~nenarik 

di berikan oleh Suya~nto sebagai beri kut :" Pengal~)a.san adalah segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dun nlenilai kenyataan yang .sebenarnya 

Muchsan, Sislern Penga,rlasan Terhadap Per.buarar~ Aparal Pemcrinlahan dun 
Peradilan Tala Usaha Ncgara di Indonesia, Liberty, Y ogyakarta, 2000, hlm.37 
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mengenai pelahanaan tugas atau kegiatan, apakah .sesuai dengan senlestinya 

atau tidak ".I6 

Pengawasan merupalcan bagian penting dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalarn sebuah negara 

altan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi peinegang kekuasaan 

(authority power). Dalam kondisi demikian, aspirasi lnasyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalain ha1 ini masyarakat dapat 

melakukan proses penyelesaian sengketa h i ~ k u ~ n  tata pemerintahan yang 

diselesaikan melalui proses pengadilan. 

Apabila bicara pengawasan maka tindakan (action) selanjutnya adalah 

kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa yang ada pada 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pengertian 

pemeriksaan adalah merupakan salah satu bentuk atau kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pengawasan. Pemeriksaan dikenal dalaln bahasa lnggris 

adalah Auditing yang menurut kamus Eric L. Kohler adalah "lnspeksi yang 

dilakukan oleh pihak ketiga atas pembukuan termasuk analisa, pengujian 

(test) konfirmasi dun pembuktian lainnya".I7 Pelneriksaan merupakan 

tindakan membandingkan keadaan sebenarnya di lapangan (das sein) dengan 

keadaan seharusnya inenurut ketentuan perundang-undangan (das sollen). 

Oleh karena itu kiranya dapat dipahalni bahwa norma pemeriksaan hanya 

berlaku bagi kegiatan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan itu dan tidak 

l6 Sujarnto, Beberapa Penger-lian di Bidarlg Pei~go~vasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1986, hlm. 17. 

17 Sujamto, Ibid, hlm. 17. 
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berlaku bagi kegiatan-kegiatan lain dalam rangka fungsi pengawasan, yang 

tidak berupa pemeriksaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dijumpai tiga lnekanisme 

pengawasan penyelenggaraan Negara sebagai rambu preventif lnaupun 

represif ketatanegaraan. Pertama, pengawasan penyelenggaraan negara 

dengan mekanisme pembentukan Undang-Undang, rakyat ~nelalui wakilnya di 

DPR mengawasi dalam arti ikut menentukan apa yang akan diatur 

penyelenggara negara dengan Undang-undang (preventif), Kedzra, 

pengawasan penyelenggaraan negara dengan mekanisme penentuan Anggaran 

pendapatan dan belanja Negara. Rakyat melalui wakilnya mengadakan 

pengawasan terhadap ha1 ikhwal keuangan negara dengan ikut menentukan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disamping pengawasan yang 

terumus secara jelas dalam undang-Undang Dasar 1945, dapat pula 

dikemukakan; ketiga, adalah pengawasan fungsional dan yuridis 

(ketatanegaraan) lazimnya mengkhus~~skan diri dari fungsi eksekutif 

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang lVornor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

negara, ~nenyatakan : " Pemeriksaan adalah proses identij7ka.r.i masalah, 

analisis dun evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektiJ; dun 

profesional berdasarkan standar pemerik~aan, ur7ttrk nzenilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan inforrnasi mengenai pengelolaan dun 

tanggungiawab kezlangan negara." Untuk itu seluruh kegiatan dalaln rangka 

lnelaksanakan fungsi pengawasan, diperlukan satu norrna yang lebih umum, 



yang menunjukkan bahwa istilah ini pada ulnumnya rnenunjultkan bahwa 

jenis-jenis pernerintahan dalaln ha1 mana pertanggungjawaban terhadap 

ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau 

dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap 

kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam ~najelis 

legislatic atau melalui pernbatalan terhadap suatu undang-undang penting 

yang dipatuhi mereka. 

Dalam istilah hukum Belanda dikenal dua istilah yaitu aansprakelijk 

dan verantwoodelijk. Aansprakelijk berarti "Verbonden, veranhvoordelijk, in 

rechte gehouden voor enige scht~ld of voor de gevolgen van enig feif of enige 

handeling (terikat, bertanggungjawab, bertanggungjawab menurut hukum atas 

kesalahan atau akibat suatu perbuatan), sedangkan verantwoorci'elijk berarti 

"verplicht tot het ajleggen van veranhvoording en tot hef dragen van event 

toerekenbare schade (desgevordered), in rechle of in besftrursverband" 

(kewajiban untuk mernikul tanggung jawab dan kewajiban untuk menanggung 

kerugian yang muncul (jika diperlukan), baik dalam hukum lnaupun dalam 

hubungan pemerintahan). l 9  

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pelnerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati 

dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum, adanya kewenangan itulah 

yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Pemberian wewenang 

tertentu untuk melakukan tindakan hukurn tertentu, meni~nbulkan 

''   id wan HR,  Hlrklrnz Adtninislrasi Negat.a, Ull  Press, Yogyakarta,2003, hlni.250. 
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pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang tersebut. A.D. Belinfante 

mengatakan (tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa 

memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan 

pengawasan).20 Menurut Suwoto, dalam siste~n pelnbagian kekuasaan berlaku 

prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena 

itu setiap pemberian kekuasaan, harus sudah dipikirkan beban tanggi~ng jawab 

bagi setiap penerima kekuasaan. Kesediaaan untuk melaksanakan 

tanggungjawab harus secara inklusif sudah diteri~na pada waktu meneri~na 

kek~asaan.*~Suwoto lnenyebutkan bahwa, pengerlian fanggzlng jawab 

rnengandz~ng dua aspek, yaitu aspek infernal dun aspek eksternal. 

Pertanggungjawaban yang beraspek internal, hanya diwujudkan dalaln bentuk 

laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal, 

adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalaln 

melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. 

Pemeriksaan keuangan adalah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari fi~ngsi pengawasan kinerja pelnerintahan secara umurn. 

Kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pe~nerintahan harils dilakukan 

secara simultan dan lnenyeluruh sejak dari tahap perencanaan sampai ke tahap 

evaluasi dan penilaian, mulai dari tahap rule making sampai ke tahap rule 

enforcing. Auditing atau pe~neriksaan itu sendiri tidak selalu bertujuan 

mencari kesalahan, melainkan juga untuk meluruskan yang bengkok dan 

20 A.D. Belinfante, et.el., Beginselen van Nederlandse S~aa~srech~ ,  Alphen aan den Rijn, 
1983, hlm.21 

2' Suwoto, Kekuasaan dun Tanggung Jmr~ab Presiden Republik Indonesia, Disertasi 
Program Pasca Satjana Universitas Airlangga, Surabaya. 1990, hlni.75 
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memberikan arah dan bimbingan agar pelaksanaan tugas-tugas dan fi~ngsi 

kelembagaan dapat tetap berada di dalam koridor aturan yang berlaku. 

Artinya, pemeriksaan dapat berfungsi preventif dan dapat pula berfungsi 

korektif dan k ~ r a t i f . ~ ~  

Mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, dapat 

ditegaskan bahwa dalam konsepsi asli ULID 1945, sebagaimana disahkan pada 

tanggal 18 Agustus 1945, memang dibedakan secara jelas antara pengertian 

keuangan negara dan keuangan daerah. Uang negara menurut pengertian asli 

UUD 1945 adalah "uang nzilik negara yang btrkan t~~i l ik  pribadi siapa-.viapa 

yang terkait dengan anggaran pendapatan dnn belanja negara sebngninzana 

ditentukan dalam UUD 1945". Sebaliknya yang diinaksud dengan uang 

daerah adalah "uang luilik negara yang bzrkan nlilik pribadi siapa-siapa yang 

ferkait dengan anggaran pendapafan dan belanja dnerah .rebngainlana 

ditentukan dalam peratztran perundang-undangan". 

Selanjutnya, Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 juga menyatakan, "Unfuk 

nlerneriksa tanggungiawab tentang keuangan negara diadakan .nlafu Badan 

Pemeriksa Keuangan, yang perattrrannya clile fapkan dengan Undang-zlndang. 

Hasil pemeriksaan itu diberifahukan kepadn DPR". Selanjutnya, dalam 

Penjelasan Pasal 23 ayat (5) ditegaskan pula bahwa "Cara pen~erinfah 

mempergunakan uang belanja yang sudah diseft,jui oleh DPR hartrs sepadan 

dengan keputusan fersebuf. Untuk nlemeriksa fanggungjawab penterintah iftl 

perlu ada szratu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 

22 Jimly Asshidiqie, Op.Cir., hlm.11 I .  
23 



pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada penierintah tidak dapat 

melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya, badan itu bz~kanlah pula 

badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab ittl kekuasaan dan kewajiban 

badan itu ditetapkan dengan undang-undang." Dari penjelasan di atas, Badan 

Pemeriksa Keuangan ~nempunyai kedudukan tidak di atas pemerintah, 

melainkan di luar pemerintah dan bersifat otonom atau independen. 

Setelah UUD 1945 diubah, khususnya pada perubahan Ketiga tahun 

2001, ketentuan-ketentuan UUD mengenai keilangan negara dan pengelolaan 

keuangan negara serta struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa 

Keuangan beru bah secara sangat mendasar, j ika sebel umnya ilang negara 

terbatas kepada pengertian uang negara dalam konteks Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), maka sekarang keuangan negara it11 meluas 

pengertiannya sehingga mencakup uang milik negara yang terdapat dalaln 

atau dikuasai oleh subyek hukum badan perdata atau perorangan siapa saja, 

asalkan merupakan uang atau aset yang merupakan rnilik negara, tetap 

termasuk dalam pengertian uang negara.23 

Di samping itu pengertian uang dan keuangan negara itu menurut Pasal 

23 UUD 1945 yang baru juga tidak hanya terbatas kepada pengertian anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga dalam konteks anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, hasil pemeriksaaan 

keuangan negara oleh BPK menurut Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, 

"...diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesi~ai dengan kewenangannya". 

Bahkan ditegaskan pula dalam Pasal23E ayat (3)," Hasil pemeriksaan tersebut 



ditindaklanjuti oleh le~nbaga perwakilan danlatau badan sesuai dengan 

undang-undang". 

Fungsi BPK sebenarnya pada pokoknya terdiri atas 3 (tiga) bidang, 

yaitu fungsi operatif; fungsi justisi, dan fi~ngsi a d v i . ~ o i y . ~ ~  Bentuk pelaksanaan 

ketiga fungsi itu adalah 

(i) Fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas 

penguasaan, pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara; 

(ii) Fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan 

tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan 

bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau 

melalaikan kewajiban yang menilnbulkan kerugian keuangan dan 

kekayaan negara; dan 

(iii) Fungsi advi.soiy yaitu memberikan pertirnbangan kepada pemerintah 

mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini menggi~nakan jenis penelitian gabungan 

antara studi empiris yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait yang bertalian dengan permasalahan yang diteliti, yaitu aspek-aspek 

hukum dalam pelneriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Selanjutnya dengan jenis doktrinal digunakan juga hanya sebagai 

24 Ibid, hlm. 120 



sekunder, seperti kamus dan ensiltlopedi yang berkaitan dengan 

tema thesis ini. 

c. Tempat dan lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta yang ~nenjadi lingkup wilayah pemeriksaan Kantor 

Perwakilan BPK RI di Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat 

menghimpun Iteadaan dan fenomena di lapangan. Karena masalah 

yang diangkat dalaln ha1 ini adalah aspek hukutn dari pelneriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka penelitian 

ini dilakukan di kantor Perwakilan BPK RI di Yogyakarta, beberapa 

Pemerintah Daerah Kabupatenlkota di Propinsi DIY dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

- Kesesuaian dengan substansi penelitian; 

- Dapat memberikan masukan berupa orang, program, struktur, 

interaksi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan deskripsi yang 

mendalam; 

d. Pengurnpulan Data 

Dalaln ilpaya untuk mendapatkan validitas data, sehingga akan 

diperoleh data yang alturat sebagai bahan Itajian maka cara 

pengumpulan data dalaln penelitian ini adalah meliputi : 

- Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang dipandang dapat menunjang sebagai 

sumber data. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstrulttur. 



- Studi pustalta, dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

pendukung dari obyek penel itian yang diperoleh melalui literatur- 

literatur peraturan perundang-undangan, makalah, buku-buku yang 

berhubungan dengan karya tulis ini dan sebagainya dari berbagai 

dokumen. 

e. Analisis Data 

Dalaln penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif 

yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data 

hasil analisis tersebut kelnudian akan digunakan untuk menarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola 

pikir yang mendasarkan fakta-fakta atau hal-ha1 yang bersifat ~llnum 

lalu disimpulkan ke hal-ha1 yang bersifat khusus. Data yang diperoleh 

diolah dan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh kelnudian disusun 

secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat- 

kalimat sehingga sampai pada kesinipl~ Ian dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh. 

f. Subyek Penelitian : 

Yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah Kepala 

Perwakilan BPK RI di Yogyakarta selaku Pemeriksa yang lnelakukan 

pelneriksaan atas LKPD di wilayah Provinsi DIY beserta Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) se l ak~~  penyusun 

LKPD di tingkat Peinerintahan Daerah. 



BAB I1 
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, OTONONZI 

DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

A. NEGARA HUKUM 

Pengertian negara hukum masih terus berkelnbang sa~npai seltarang. 

Pertama kali dikemukakan tentang cita negara huku~n dalam Abad XVII di 

Inggris dan merupakan latar belakang Revolusi Tahun 1688, ha1 ini 

merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh 

karena itu unsur-unsur negara hukum ~nempunyai hubungan yang erat dengan 

sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bang~a.*~ 

Konsep negara hukum untuk pertama sekali dikem~~kakan oleh Plato, 

seseorang yang menurut Von Schmid adalah "pemikir besar tentang negara 

dan hukum" lahir di Athena pada tahun 429 SM dan ~neninggal dunia pada 

tahun 347 SM. Pada saat usia Plato sudah lanjut dan sudah banyak 

pengalaman, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan 

perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum dengan berpendapat bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum ha1 ini 

dituangkan dalam ltarya ilmiahnya yang berjudul "Nonioi". 27 

Cita Plato i n i  kemudian dilanjutkan oleh muridnya berna~na Aristoteles 

yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM dalam karya ilmiahnya yang 

relevan dengan masalah negara yang berjudul Politics. Menurut Aristoteles, 

suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

26 Azhary, Negara Hz~kl/tn Indonesia-Analisis Yzwidis Norlnalif /enlung Unslr-tmnsurnya, 
UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. I 

27 Ibid, hlm. 70. 
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berkedaulatan hukum. la mengatakan: "Aturan yang konstitusional dalam 

negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kernbali apakah lebih 

baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selalna suatu pelnerintahan 

menurut hukum, oleh sebab itu supre~nasi hultum diterima oleh Aristoteles 

sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-~nata sebagai keperluan 

yang tak s e ~ a ~ a k n ~ a " ~ ~  

Dikemukaltan juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan 

umum; kedzla, pemerintahan dilaksanakan menurut hultuln yang berdasar 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukuln yang dibuat secara sewenang- 

wenang yang menyalnpingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan 

berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, 

bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan 

despotis. Pemikiran ini jelas sekali merupakan kelanjutan dari cita pemikiran 

Plato yang merupakan cita negara hukuln yang dikenal sekarang. Ketiga unsur 

yang dikemukakan Aristoteles ini  dapat ditemukan di semua negara hukum.  

Dalam bukunya Politica, Aristoteles mengatakan: 

"Konstitusi lnerupakan penyilsunan jabatan dalaln suatu negara, dan 

menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa 

akhir dari setiap masyarakat, konstitusi lnerupakan aturan-aturan, dan 

penguasa harus mengatur negara inenurut aturan-aturan tersebut". 

28 Ibid, Hlm. 170. 



Niccolo Machiavel l i  (1  469-1 627), seorang pemi kir Renaissance dari 

Italia dengan bukunya yang terkenal, I1 Principe (Sang Pangeran), 

mengajarkan bahwa tujuan negara yang selalu hendak dituju ialah tercapainya 

tata tertib dan ketentraman, dan itu hanya dapat dicapai oleh pemerintahan 

seorang raja yang absolut. Tujuan negara itu dapat dicapai dengan 

mengerahkan segala kemampuan terutama militer yang berarti dengan 

kekerasan, tipuan, atau cara yang jahat sekalipun. Bagi Machiavelli, hukum 

dan kekuasaan itu identik. Barangsiapa mempunyai kekuasaan, ia mempunyai 

hukum; dan barangsiapa tidak mempunyai kekuasaan, ia juga tidak 

mempunyai hukum. Pemikiran Machiavelli telah ~nenghalalkan segala cara 

untuk mendapatkan k e ~ < u a s a a n . ~ ~ ~ e s k i ~ u n  cita negara hukum telah lahir 

sekian abad yang lalu, hingga saat ini tidaklah vnudah untuk mew~~judkannya 

dalam kehidupan bernegara. 

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara 

hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang 

dijalankan dengan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi 

rakyat merupakan esensi dasarnya. Dengan kata lain, negara harus ditopang 

dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan 

kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukuin tanpa demokrasi akan 

29 Lili Rasjidi, dan Arif Sidharta, Filsafat Hlrkl~rn Mazl?ab dun Rqfleksinya, Rosda Karya, 
Bandung, 1994, hlm.180. 



kehilangan makna. Deinokrasi merupakan cara paling arnan untuk 

mempertahankan kontrol atas negara h u k u ~ n . ~ ~  

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah "negara hukum" (rechtstaat) 

dilawankan dengan istilah "negara kekuasaan" (nzacht.staat). lstilah "negara 

hukum" dirumuskan sebagai berikut : 3 r  

a. Negara hukuln (rechtstaat): negara bert~ijuan ~rntuk rnenyelenggarakan 

ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum 

yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukuin 

supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum. 

b. Sedangkan negara Kekuasaan (niachtstaat): negara yang bertujuan untuk 

memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, 

antara lain mengajarkan, bahwa negara itu tidak lain adalah "Eine 

Organisation der HerrschaJ einer Minoritar zlber eine Majotaritat 

(organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut 

pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada 

golongan kuat. 

Definisi yang paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan 

yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan 

penekanan akan pentingnya peinberian jaminan atas hak-hak perorangan dan 

pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap 

pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lernbaga lain manapun. Dalam ha1 

'O Muhammad Tahir Azhary, Negara H11kun1 S I I ~ I ~ I  S111di ~en~arig Prinsip-prinsip17ya 
Di l iha~ dari Segi H11kun1 Islam, I~~?plen~en~asinya pada Periode Negara lLladinali dun r\.lusa Kini, 
Bulan Bintang, Jakarta? 1991, hlm.66. 

31 Negara Hukum, E17siklopedia Indonesia (N-2). N.V, W .  Van tloeve, hl1n.983-984 
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ini, lembaga peradilan menjadi sebuah tataran yang independen dalam arti 

terbebas dari pengaruh kekuasaan lain ter~ltama oleh e k ~ e k u t i f . ~ ~  

Supomo, dalam bultunya Undang-undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia, rnengartikan istilah negara hukuln sebagai berikut: " ... bahwa 

Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan 

tunduk pada hukum, peraturan-peraturan huki~m berlaku pula bagi segala 

badan dan alat-alat perlengkapan negara" sel-ta "Negara hukuln Inenjamin 

adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya melnberi perlindungan 

hukum pada masyarakat: antara hukuln dan keltuasaan ada hubungan timbal 

bal ik".33 

Sedangkan Joeniarto, dalam bukunya Negara Hukum, merumuskannya 

sebagai berikut : Asas negara hukum atau asas [he rtrle of la~rl, berarti dalam 

penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan 

pada hukum, bukan didasarkan kekuasaan ata~r  kemauan penguasanya belaka, 

dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan 

melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak 

asasi anggota masyarakatnya dari tindakan ~ e w e n a n g w e n a n ~ . ~ ~  

Perkembangan tipe negara hukum lnembawa konsekuensi terhadap 

peranan hukum adlninistrasi negara. Selnakin sedikit campur tangan negara 

dalam kehidupan lnasyarakat akan selnakili lteci l pula peranan hukuln 

administrasi negara didalamnya. Sebaliknya dengan selnakin intensifnya 

- - 

32 Daniel S. Lev, Hlrkunt dalt Poli~ik di Indonesia; Kesinmnb~rngan dull Perz~bahan, 
LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 392 

33 Ellydas Chaidir, Negar.a Hlrkum, Demokr~nsi dun Konslalnsi Kelnln17egaraan 
Indonesia, Kreasi Total Media, Y ogyakarta, 2007. hlm.7 

34 Joeniarto, Negara Hukvnt, YBP Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968. lilrn.53. 
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campur tangan negara akan semakin besar pula peranan huk~lln adrninistrasi 

negara.35 

Beberapa tipe negara hukum dapat dijelaskan sebagai berilt~lt : 

a. Negara PolisilPolizei Staat 

Negara polisi ialah negara yang menyelenggarakan kealnanan dan 

kemakmuran atau perekonomian. Pada tipe ini negara bertugas lnenjaga 

tata tertib saja atau dengan kata lain negara jaga malarn. Pelnerintahan 

bersifat monarchie absolut. Ciri dari tipe negara ini:36 

1 ) Penyelenggaraan negara positif (bestuur); 

2) Penyelenggaran negara negatif (menolak bahaya yang mengancam 

negaralkeamanan atau menjaga kealnanan dan negara hukum, 

demokrasi dan Judicial Review tata tertib) 

Negara polisi terkenal dengan slogannya "So1lu.s ytrblica stlprenle 

lex" (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan). Dan yang 

menentukan mana yang umum dan mana yang bukan adalah raja. Rajalah 

yang lnenentukan apa itu kepentingan umum, "L %tat c'est nloi" (negara 

adalah aku (raja)). Jadi bukan ditentukan oleh yang berkepentingan 

sendiri, yaitu orang banyak atau rakyat. Kebebasan, lnengeluarkan 

pendapat, apalagi mengkritik raja menjadi tabu bagi rakyat ~erancis.~'  

Berdasarkan pengarnatan lnengenai praktek kenegaraan dan 

pem ikiran kenegaraan bai k di Eropa ~naupun Inggris, dapatlah d iltatakan 

35 Ni'matul Huda, Negara Hzrkurn, Den~okr.asi do,, Jlrdicial Revievl, LIII Press, 
Yogyakarta, 2005, hIm.2 

36 Frans Magnis Suseno, Mencari sosok Demokrasi, Sebrrah Telaah Filosofis, Gramedia, 
Jakarta, 1997, hlm.58 

37 Azhary, Op.Ci1.. hlm.34-35 
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bahwa kekuasaan absolut raja-raja sernirariya bersandar pada tipe negara 

polisi. Seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara berada di tangan 

raja, atau setidak-tidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga 

bawahannya atas perintah raja. Dan apabila penyelenggaraan kehidupan 

bernegara, yaitu penyelenggaraan ketertiban dan kearnanan, serta 

penyelenggaraan kemakmuran, dilaksanakan oleh negara, rnaka tentulah 

akan menimbulkan keresahan, karena rakyat merasa dirugikan. Keresahan 

timbul karena ralcyat tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan kehidupan 

bernegara sesuai dengan keinginan rakyat.38 

Oleh karena rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja, dan segala 

sesuatunya ditentukan oleh raja, maka waktu itu belurn dilcenal Hukum 

Administrasi Negara. Yang ada hanya suatu cabang ilrnu pengetahuan 

tentang bagaimana caranya raja harus memerintah agar rakyat lnenjadi 

makmur, yang disebut "bestuurskunde" atair "bestuur.sleer". Seperti 

diketahui bahwa Huknm Administrasi Negara atau besrzrursrecht itu lahir 

setelah kedudukan raja dan rakyat itu s a ~ n a . ~ ~  

Pada tipe negara polisi ini, kalaupun rnungkin ada hukum 

administrasi, barangkali masih terlalu sempit. Artinya sama dengan suatu 

negara yang berbentuk rnonarki absolut, dimana Hukurn Adlninistrasi 

Negara hanya berbentuk instruksi-instruksi (instruktiefirecht) yang harus 

diindahkan oleh aparat negara dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus 

merupakan aturan tentang bagairnana alat perlengkapan negara 

js lbid., hlm.37 
j9 Moh.Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Penganlal. Hlrkrrnt Tala Negava lndonesia, Pusat 

Studi HTN Ul dan Sinar Bakti, Jakarta,l980, hlm.1 14- 1 15. 
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melaksanaltan fungsinya. Oleh ltarena itu, dalam negara berbentulc 

monarki absolut ini lapangan pekerjaan administrasi negara hanyalah 

terbatas pada mempertahar~kan peraturan-peraturan serta keputusan- 

keputusan yang dibuat oleh raja.40 Jadi, kalau dikaitkan dengan arti hukum 

administrasi dalam pengertian yang sebenarnya, tentu saja dalam Polizei 

staat semasa absolute monarchie dan beperkte nionarchie belum ada 

persoalan mengenai ~dn~inistratief ~echl.4' 

b. Negara Hukum Liberal 

Praktek negara polisi telah ~nenilnbulkan efek negatif yaitu 

tindakan sewenang-wenang, dan tidak hanya lnengabaikan kepentingan 

masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan wewenangnya untuk 

kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. 

Praktek keltuasaan sewenang-wenang dapat dilihat pada 

pemerintahan Louis XIV dari Perancis, yang berakibat pada munculnya 

Revolusi Perancis pada tahun 1789. Sejarah negara hukum di Perancis 

dapat dianggap dimulai sejak revolusi 4 Juli 1789 itu. Kalau pada rnasa 

sebelumnya yang berperan dalam kegiatan kenegaraati bersama raja hanya 

kaum bangsawan dan para pendeta saja, tnalta sejak saat itu, kailrn Borjtlis 

mulai memegang peranan dalam kegiatan kehidupan bernegara. Semakin 

lama peran kaum borjuis ini sernakin besar, terutama ketika raja 

memerlukan dana yang semakin besar untuk lnembiayai peperangan. Raja 

40 Muchsan, Peligan/ar Mrklrni Adnri~iis/l.asi h/egar.a Indonesia, Liberty. Yogyakarta, 
1982, hlm.52. 

4 '  Amrah Muslimin, Beberapa Asas-asas dun Peligerlia~i-pe~ige~./ian Tenlang 
Ad~l l in is lrasi  darr Huklrln i ld~ninisl tasi ,  Alumni,  Bandung, 1980, hlm. I I .  
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rnetnerlukan bantuan dana yang cukup besar dari kaum borjuis. Akibatnya, 

peranan kaum borjztis dalam mengatur negara pun tnenjadi sernakin besar. 

Kehadiran golongan borjuis yang turut berperan dalaln petnerintahan telah 

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lahirnya negara hukutn di  

Perancis maupun di Jerman. Oleh ltarena itu, konsep negara hukurn hasil 

pemikiran kaum borjz~is liberal ini pun dinamakan Negara Hukum 

~i beral .42 

Konsep negara hwkuln oleh Itntnanuel Kant ditulis dala~n karya 

ilmiahnya yang berjudul Methopysiche Ansfangsgrzcnde der Rechtslehre. 

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pihak yang bereaksi terhadap 

negara polizei edalah orang-orang kaya yang pandai, yang disebut sebagai 

kautn borjuis liberal. 

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus 

pasif. Artinya, rakyat harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. 

Penguasa dalarn bertindak sesuai dengan hukum. Di sini, kautn liberal 

menghendaki agar antara penguasa dan yang dikirasai ada suatu 

persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang rnenguasai 

penguasa. 

Menurut Kant, kau~n borjzcis menginginkan agar halt-hak dan 

kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu, rnereka tidalt ingin 

dirugikan. Yang tnereka ingirtkan adalah penyelenggaraan perekonotnian 

atau kemakmuran yang diserahkan kepada mereka. Negara tidak boleh 

42 Ibid. 



turut calnpur dala~n penyelenggaraan perelconomian tersebut. Jadi hanya 

Wohlfart Polizei, sedangkan Secherheit Polizei yaitu penjaga tata tertib 

dan keamanan tetap diselenggarakan oleh negara. Jadi fungsi negara dalam 

negara Huku~n Liberal ini hanyalah men-jaga tata tertib dan keamanan, 

oleh karenanya negara hukumnya disebut sebagai negara Huku~n Jaga 

Malam (Nachfivaker ~ t a a t ) . ~ ~  

Penyelenggaraan perekonolnian dalarn negara hukilm liberal 

berasaskan persaingan bebas, laise faire, laise gasser, siapa yang kuat dia 

yang menang. Kepentingan masyarakat tidak usah diperhatikan, yang 

penting mereka (kaum liberal) mendapatkan keilntiingan sebesar-besarnya. 

Dengan demikian, penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan penuh 

kepada swasta, tanpa pemerintah atau negara turu t  campur, tidak 

mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak, yang makrnur hanyalah 

konglomerat kaum liberal semata. Menurut Utrecht, negara hukum 

semacam ini  disebut negara hukum klasik (klassicke r e ~ h t s t a a t ) . ~ ~  

Lapangan pekerjaan administrasi negara dalam negara hukum 

semacam ini, hanyalah mem buat dan lnelnpertahankan hukum. Jadi dalam 

negara huku~n yang sempit ini, Huku~n Adlninistrasi Negara lnulai 

muncul, meskipun masih terbatas. Oleh sebab itulah, unsur-unsur yang 

terdapat dalarn negara hukum yang selnpit ini memuat adanya peradilan 

administrasi sebagai unsur Iceempat. 

43 Ibid, hlm.45 
44 Muchsan, Op.Cit, hIm.52. 



Terhadap ltonsep negara hultum liberal ini Franz Magnis 

memberikan kritik sebagai berikut : "Dilihat dari prinsip subsidiaritas, 

penolakan liberalisme klasik terhadap tanggung jawab sosial negara adalah 

sewenang-wenang. Liberalisme tidak dapat menge~nukakan alasan 

rnengapa tugas negara untuk rnenunjang kehidupan lnasyarakat dibatasi 

pada bidang keamanan dan dinyatakan tidak berlaku bagi bidang 

kesejahteraan. Harapan bahwa kesejahteraan umum dijalnin dengan lebih 

baik melalui usaha egois masing-masing individu tidak pernah 

meyakinkan dan oleh sejarah telah dibuktikan salah sebagailnana kelihatan 

dalam kenyataan bahwa dalam sistem ekono~ni liberal murni seluruh kelas 

buruh industri jatuh ke dalam suatu tingkat kemelaratan yang amat 

memilukan. Penolakan terhadap tanggung jawab sosial negara atas nama 

kebebasan hanya lnelayani kepentingan borjusi liberal sendiri." 

Tujuan cita negara hukum tidak tercapai dengan konsep Negara 

Hukum Liberal. Konsep ini kemudian diperbaiki oleh Sarjana dari Jerman, 

yaitu Frederich Julius Stahl. 

c. Negara Hukum Formal 

Negara hukuln formal adalah negara hukum yang inendapat 

pengesahan dari rakyat. Segala tindakan pengilasa yang memerlukan 

bentuk hukuln tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum 

formal ini disebut pula dengan negara de~nokratis yang berlandaskan 

negara hukum. 



Dengan pengaruh paham liberal dari Roi~ssea~~,  FJ. Stalil menyusun 

negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut :45 

1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi. 

2) Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politica (pemisahan 

kekuasaan). 

3) Pemerintahan didasarkan pada undang-~~ndang. 

4) Adanya peradilan administrasi. 

Dari empat unsur utama negara hukum formal tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa menurut Stahl, negara hukurn bertujuan untuk 

melindungi hak-hat< asasi warga negaranya dengan cara me~iibatasi dan 

mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. 

Hanya mengedepankan aspek formal semata, sehingga hak asasi dan 

kebebasan individu terlindungi secara formal, dan hasilnya hanya 

membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik ~ a j a . ~ ~  ~ o n s e ~  Stahl 

ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukurn liberal. 

Karya ilm iahnya berjudul Philosophie des Rechts. 

Berbeda dengan konsep lmmanuel Kant adalah konsep dari Robert 

von Mohl. Dalam karya i lmiahnya Polizei Wissenscha#slehrc, dikatakan 

bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum. Kant 

dianggap hanya memperhatikan segi formal hukumnya semata, tanpa 

memperhatikan segi formal hukumnya sernata, tanpa me~nperhatikan siapa 

yang membuat hukum itu. Bukankah negara totaliter juga negara yang 

45 Padmo Wahjono, Penibanglman HZI~IIIII di Indonesia, lndhill Co., Jakarta, 1989, hlm. 
30 

46 lbid.,hlm.47 
40 



diatur oleh hukum, yang dibuat sang diktator atau tiran? Apakah negara 

totaliter atau tiran akan digolongkan dalarn negara hukum? Konsep Kant 

akan menirnbulkan dua kemungkinan penampilati yang berlawanan, yaitu 

sebagai negara hukum yang rnembatasi kesewenang-wenangan kekuasaan 

saja, sedang yang lainnya adalah sebaliknya, yaitu mengi~rangi atau 

mernbatasi kebebasan hak-hak masyal-akat, asal saja d i lakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum, yaitu hukum yang dibuat oleh sang penguasa itu 

sendiri. Karena itu, kalau kita mempergunal<an kriteria yang dipergunakan 

oleh Kant, maka negara diktator ataupun negara totaliter akan dapat 

digolongkan dalam negara h u k ~ m . ~ '  

d. Negara Huku~n Materiil 

Negara hukum materiil sebenarnya rnerupakan perkembangan 

lebih lanjut dari negara hukum formal. Apabila pada negara hukuln formal 

tindakan dari penguasa Iiarus berdasarkan undang-undang atau harus 

berlaku asas legalitas, rnaka dalarn negara hukum materiil tindakan dari 

penguasa dapat rnenyirnpang dari undang-undang atau berlaku asas 

~ ~ ~ o r t u n i t a s . ~ ~ ~ a l  tersebut bisa d ilakukan penguasa ~ ~ n t u k  kepentingan 

yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat. 

Tipe negara hukum ini  sering disebut negara hukurn dalatn arti 

yang luas, disebut pula Negara Hukum Modern. Perkembangan 

masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau hanya diatur 

secara formal dengan asas legalitas. Dampaknya, negara hukurn formal 

47 Ibid, hlrn.47-48 
48 Abu Daud Busroh, llt17lr A1egara, Cetakan Pertama, Uurni Aksara, .lakarta, 1990, hlm. 54 

4 1 



mendapat kritik cutcup pedas di negeri Belanda, seliingga Scheltema 

beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari 

pemerintah dalarn berbagai ketentuan. Hal ini dimungkinlcan dengan 

adanya delegasi dari kekuasaan pernbentuk undang-undang Itepada 

pemerintah dalam rnembuat peraturan pelaltsanaan, dan adanya freis 

ermessen memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil 

dalam usaha memenuhi kebutuhan ~ n a s ~ a r a k a t . ~ ~ ~ ~ ! j ~ t a n  pelitnpahan 

wewenang oleh pembentuk undang-undang ini, adalah karena tugas 

penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, 

tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Untuk itu diperlukan ruang 

lingkup kebebasan bertindak yang lebih luas, yakni melalui peningkatan 

pernberian freis ernlessen kepada pe~nerintah untuk menyelenggarakan 

negara kesejahteraan. 

Pada konsep negara kemakmuran atau ~voh~aartstaats, negara 

mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalarn negara kemakmuran, 

negara adalah satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmi~ran rakyat. 

Di sini, negara aktif dalam menyelenggarakan kernakrn~~ran warganya 

untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tipe negara 

kemakmuran ini, tugas negara adalah sernata-mata rnenyelenggarakan 

keinakmuran rakyat semaksimal i n ~ n ~ k i n . ~ ~  Karena demikian luasnya 

fungsi pemerintah dalaln negara hukum modern, rnaka tentu saja, makin 

49 Azhari, Negara .... Op. Cil., hlm.5 1.  
Padmo Wahyono, l lnw Negara Strarlc Sisrenlarik dar~ Per~jelasan 14 Teal-i llntlr Negara 

dari Jellinek, Melati Study Group. Jakarta, 1977, hln1.22. Lihat dala~ii  Ellydar Chaidir, Negara 
Hukum, Deniok~.asi dun Konslalasi Kelalanegaraan Indo17esia, O,u.Cil., hl m.3 I 
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luas pula peranan hukuln administrasi negara di dalamnya. Dengan 

demikian, dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini, peranan Hukum 

Administrasi Negara begitu dominan. 

Perkembangan dalam praktek negara hukum di negara-negara 

Barat telah mengubah pengertian asas legalitas, yang setnula diartikan 

sebagai pemerintahan berdasar atas undang-undang (wetnzatigheid van het 

bestziur), menjadi pemerintahan berdasar atas hukuln (rechtn~atigheid van 

het bestuur). Perubahan pengertian dari wetmatig ke rechtnlatig 

menunjukkan adanya pergeseran nilai dalarn masyarakat. Rakyat tidak lagi 

terlalu konfrontatif terhadap kekuasaan penguasa, melainkan sudah 

berubah dan menganggap pemerintah sebagai partner i~ntuk mencapai 

tujuannya, yaitu kemakmuran. Selalijutnya, kal-ena dalam rechtmatigheid 

van het bestzrzrr masih ditemui hambatan untuk mencapai kehidupan yang 

nyaman seperti yang diinginkan manusia, terutama di Eroga Barat, rnaka 

usaha gergeseran nilai-nilai dari asas legalitas gun menjadi lebih longgar 

lagi menjadi doeln~atigheid van het bestz~zir.~' 

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukuln merupakan 

terjemahan langsung dari rechtstaat. Istilah rechtstaat mulai populer di 

Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama 

keberadaannya. Istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnya 

sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885, dengan judul 

Introduction to the Study of Law of The Constitution. Dari latar belakang 

Padmo Wahyono, Op.Cit., hlm. 15 1 



dan dari sistem hul<um yang menopangnya terdapat perbedaan antara 

konsep Rechfsfaat dengan I<onsep  he rtrle of law. Meskipun, dalam 

perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara 

keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep it11 mengarahkan dirinya 

pada satu sasaran yang utama, yaiti~ pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang salna tetapi 

keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum 

send iri .52 

Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 

absolutisme, sehingg sifat revolusioner. Sebaliknya konsep the rtrle of law 

berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria 

rechssfaaf dan kriteria fhe rule of law. Konsep rechf.rfaaf bertumpu atas 

sistem hukum yang disebut civil law. Sedangkan konsep the rtrle of law 

bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil 

law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah 

j~dicial.~' Ciri-ciri rechtsfaaf adalah : 

1 )  Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang rneinuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2) Adanya pembagian kekuasaan negara; 

3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 

Ciri-ciri di atas menunji~kkan dengan jelas bahwa ide sentral 

rechfsfaaf adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

52 Philipus M.Hajon, Perlindzmngan Hzmkzrm Bagi Rakyar di Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, 1987, hlm.72 

53 lbid 
44 



manusia yang bertumpu atas prinsip ltebebasan dan persarnaan. Adanya 

undang-undang dasar akan memberikan jarninan konstitusional terhadap 

asas kebebasan dan persamaan. Adanya pe~nbagian kekuasaan 

di~naksudkan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu 

tangan yang sangat cenderung kepada penyalahg~~naan kekuasaan (abuse 

ofpower), berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. 

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai 

beri kut :54 

1 )  Supremasi absolut atau predominasi dari ~*egzilar law untuk menentang 

pengaruh dari arbitrary power dan riieniadakan kesewenang- 

wenangan, prerogatif atau discrefionary azifhorify yang luas dari 

pemerintah. 

2) Persamaan di hadapan huku~n atau penundukan yang sama dari sernua 

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh 

ordinary courf; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas 

hukum; tidak ada peradilan administrasi negara; 

3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary lmv of fhe land, bahwa hukum 

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak- 

hak individu yang dirumuskan dan ditegasltan oleh peradilan. 

Dari sejarah kelahiran, perkembangan, rnaupun pelaksanaannya di 

berbagai negara, konsep negara hukuln sangat dipengaruhi dan tidak dapat 

dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas 

konstitusional. Hukum yang hendak ditegakkan dalaln negara hukum agar 

54 Ibid., hIrn.80 
45 



hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi haruslah hukum yang 

benar dan adil, yaitu huku~n yang bersumber dari aspirasi rakyat untuk 

rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara 

konstitusional tertentu. 

Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dal-i sebuah negara 

hukum, yang merupakan ciri khas dan lnerupakan syarat mutlak, adalah : 

1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 

2) Asas legalitas; 

3)  Asas pem bagian kekuasaan negara; 

4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

5) Asas kedaulatan rakyat; 

6) Asas demokrasi, dan 

7) Asas Konstitusional 

Ketujuh ciri khas dan merupakan syarat mutlak bagi adanya sebuah 

negara hukum material tersebut adalah konsekuensi dari tujuan yang 

dicita-citakan. Tujuan bernegara hukum (rule of law) tidak bisa dicapai, 

jika ketujuh ciri atail syarat tersebut tidak dipenuhi.55 

e. Negara Huku~n Sosialis 

Pada mulanya manusia secara alalniah lnelniliki atail menguasai 

sumber daya alam unti~k kebutuhan hidupnya. Pemilikan (pengilasaan) 

yang demikian secara bertahap meni~nbulkan perbedaan di antara sesalna 

55 Ellydar Chaidir, Op.Ci/. hlrn.37 



manusia yang disebabkan oleh ketidaksarnaan ke~nampiran dalam 

melakukan usaha dan juga perbedaan keltuatan. 

Perbedaan kekuatan itu melahirkan kelas-kelas dala~n masyarakat, 

yaitu kelas yang memiliki ke~nampuan ~nengirasai sumber daya alam (the 

haves) dan kelas yang tidak me~niliki kerna~npi~an menguasai sumber daya 

ala~n (the haves not) yang menurut Karl Marx dan Frederich Engels 

dinamakan sebagai golongan borjuis dan golongan proletariat.56 Ketika itu, 

terciptalah suatu kondisi dalam masyarakat, dimana kekayaan ~nenentukan 

kekuasaan atau kekuasaan ditentukan oleh ke~nampuan dalarn menguasai 

sumber daya alarn dan sumber daya ekonorni lainnya. Golongan borjuis 

pun sering melakukan penindasan-penindasan terhadap golongan proletar 

atau rakyat jelata. 

Sehingga terciptalah kelas-kelas dala~n rnasyarakat dengan 

kepentingan yang bertentangan satu sarna lain. Akibatnya sering 

menimbulkan pertentangan kelas di~nana kelompok borjuis lebih berkuasa 

daripada kelompok proletar. Untuk rne~npertahankan kekuasaan dan 

penindasannya, golongan borjuis (kapitalis) menggunakan negara dan 

hukum sebagai sarana untuk melegiti~nasi tindakannya. Akan tetapi, 

meskipun hukum dan negara digunakan sebagai alat legitirnasi 

kekuasaannya, tidak berarti upaya i~ntuk mengakhiri pertentangan kelas itu 

tidak ada. Bahkan, usaha menentang hegernoni kelas it11 se~nakin kuat. 

Oleh karena golongan proletar tidak rne~nililti kekuasaan dan kerna~npuan 

s r i  S o e n ~ a n t r i ,  Blrnga Ranlpai Htrk~r1 Tala Negai.a Indonesia, A l u n ~ n i .  Bandung, 1992, 
hlm.17. 
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dari segi politik dan ekonomi untuk menghapilskan perbedaan kelas dalam 

masyarakat, rnaka jalan satu-satunya bagi golongan proletariat adalah 

dengan melakukan revolusi terhadap kaurn borjuis. Sebab dengan 

hapusnya perbedaan kelas, maka beralchir pula pertentangan antar kelas 

itu. 

Menurut konsep sosialis terutalna aliran sosialis illniah yang 

dipelopori Karl Marx, keburukan-keburukan sosial-ekonomi yang tilnbul 

dalam sistem kapitalisme, berakar pada dibenarkannya hak milik 

perorangan atas sumber daya alam dan diberikannya kebebasan berusaha 

tanpa batas bagi pengusaha perseorangan ilntuk ~nengejar kepentingan 

pribadinya.57 

Dialektika nlarxisme tiba pada satu tesis, bahwa selnua sumber 

daya alam harus dikuasai oleh negara untuk menjamin distribusi, 

sedangkan anti tesisnya ialah pemilikan perorangan atas sulnber daya alarn 

dihapuskan atau dilarang dan sintetisnya ialah sulnberdaya slam lnenjadi 

~nilik bersama yang secara konkret di~niliki negara (efafisn~e). Oleh karena 

itu, pada negara-negara sosialis (komunis) yang berpaham marxisme, 

pem ilikan ind ividu (individual orvner.~hip) atas sum ber daya alarn tidak 

dikenal dan tidak pernah diakui secara hukum. 

Akibat ~nonopoli negara, aktivitas ekonolni rakyat lnenjadi tidak 

berkembang, sementara beban negara bertambah berat karena harus 

menanggung segala kebutuhan masyarakat. Akibatnya ~nenilnbulkan 

'' Mustamin Daeng Matutu, Selcryang Pandcrng (/enrang) Perken~bangan 7'ipe-ripe 
Nega1.a Modern, makalah. Unhas, Ujung Pandang. 1972. lilm.9 lihat dalam Ellydar Chaidir, 
lb;d.,hlm.38 



penderitaan dan penyengsaraan rakyat banyak. lnilah kele~nahan utama 

sistem negara sosialis yang ke~nudian dalam konteks Indonesia 

diperbaharui oleh Moh. Hatta dengan konsepnya koperasi. 

Pada akhirnya konsep negara hukum berkembang lagi ke arah 

konsep negara kesejahteraan (Webre  slate). Konsep negara 1veIJa1-e state 

ini lnelnililti ciri-ciri sebagai berikut :" 

1) Dalam negara hukum kesejahteraan yang d iutamakan adalah 

terjaminnya hak-hak asasi sosial-ekonorni rakyat; 

2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan lnanajelnen lebih 

diutamakan dibandingkan dengan pe~nbagian kekuasaan yang 

berorientasi politis, sehingga peranan eltsel<utif lebih besar daripada 

legislatic 

3) Hak milik tidak bersifat mutlak; 

4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar 

penjaga malam (nachtwakerstaat), melainkan negara turut serta dala~n 

usaha-usaha sosial Inallpun ekonomi; 

5) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak ~nengat~lr sosial 

ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warganegara; 

6) Peranan hukuln publik condong ~nendesak hukum pl-ivat, sebagai 

konsekuensi se~nakin luasnya peranan negara; 

7) Lebih bersifat negara huku~n materiil yang ~nenguta~naltan keadilan 

sosial yang bersifat materiil pula. 

58 Ellidar Chaidir, lbid., hlm.39. 



Konsepsi negara hukuln lndonesia berangkat dari prinsip dasar 

bahwa ciri khas suatu negara huku~n adalah: riegara lnemberikan 

perlindungan ltepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum 

adalah suatu pengert ian yang berkem bang, yang te rw~l j~~d sebagai respon 

atas masa lampau. Oleh karena itu, Llnsur negara hukuin beraltar pada 

sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara 

lnemiliki sejarah tersendiri yang berbeda. 

Di Indonesia konsep negara hukum secara tegas disebutkan dalam 

Konstitusi 1949, baik dalam Mukadilnah Alenia 4 lnaupun dalam Batang 

Tubuh Pasal 1 ayat (1). Demikian pula dalam UUDS 1950 istilah negara 

hukum dicant~~rnkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan dalam Bab I 

Bagian I, Pasal 1 ayat ( I )  UUDS 1950. 

Dalam UUD 1945 sebeluln perubahan, baik dalaln Pe~nbukaan 

maupun Batang Tubuh atau pasal-pasalnya tidak ditemukan rumusan atau 

istilah "negara hukum". Namun demikian, dala~n Penjelasan Ulnumnya 

disebutkan bahwa "lndonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat). Kem~ldian istilah "negara hukum" digunakan secara jelas dan 

tegas dalam UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3). 

Di negara-negara penganut Anglo Saxon dikenal terminologi "the 

state according to law" atau "the state according to the rule of lad', yang 

identik dengan rumusan negara yang berdasarltan atas hukum". Se~nentara 

menurut Daniel S. Lev konsep "recht.rtaat" di antara tanda kurung dala~n 

Penjelasan UUD 1945 ~ner~lpakan terlninologi yang lazim digunakan di 



negara-negara Eropa penganut Kontinental, misalnya Jerman dan Belanda. 

Digunakannya terminologi tersebut dalam penjelasan UUD 1945 

menandakan bahwa konsep negara hukum lndonesia d ipengaruhi oleh 

paham Anglo Saxon " the rule of law" dan Eropa Kontinental "rschtstaat". 

Pengaruh kedua konsep itu diakui Pad~no Wahyono yang menulis : 

Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan 

"rechtstaat" di antara kurung; dengan anggapan bahwa pola yang diarnbil 

tidak menyirnpang dari pengertian negara hukurn pada umumnya 

(gentisbegrip), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya, 

digunakan dengan ukuran pandangan hidup rnaupun pandangan bernegara 

kita. 

Dari uraian tersebut dapat disirnpulkan bahwa "rechtstaat" dapat 

disamakan artinya dengan negara berdasarkan atas hukum, sedangkan kata 

"rechtstaat" juga lazim diartikan sebagai "negara hukum". Makna negara 

hukum disini terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip 

supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan 

pembatasan kek~~asaan menurut siste~n konstitusional yang diati~r dalam 

Undang-undang Dasar, adanya peradilan yang bebas dan tidak ~ne~nihak 

yang menjamin persamaan setiap warga negara dalaln hukum, serta 

menjamin keadilan bagi setiap orang ter~nasuk terhadap penyalahgunaan 

wewenang dari pihak yang berkuasa. Konsep negara huku~n lndonesia 

pasca perubahan UUD 1945 selain berdasarkan pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa Negara lndonesia adalah negara hukum, masih 



memasukkan ltonsepsi rule o f  law seperti dapat dilihat dari pasal 27 ayat 

( I )  UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara 

berkedudukan sama di depan hultun~ dan pemerintahan. Ketentuan- 

ketentuan Halt Asasi Manusia (HAM) seperti yang tercantum dalam Pasal 

27,28,29, 30 dan 31 UUD 1945 memberi kesan bahwa konsepsi negara 

hukum Indonesia berakar pada individualisme yang lebih mengutamakan 

hak sipil dan politilc seperti yang dikenal dala~n konsepsi negara hukum 

formal yang berakar pada legisme. Pada saat yang salna ciri-ciri negara 

hukum material sangat kental mewarnai UUD 1945. Adanya penggarisan 

tentang tujuan negara yang dengan tegas mengharuskan pernbang~lnan 

"kesejahteraan umum" dan menjadikan "keadilan sosial" sebagai salah 

satu prinsip kehidupan bernegara tak dapat memberi kesimpulan, selain 

penegasan hukum (dalam arti sempit, UU) bertugas menegakkan keadilan 

berdasarkan Pancasila. Ketentuan prinsip yang terdapat di dalam 

Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yang 

antara lain terlihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 

1945. Kedua pasal ini mempertegas adanya pengaruh konsep negara 

hukum materiil yang berintikan pada pem bangunan kesejahteraan umum 

(social welfare) sebagai tugas pemerintahan suatil negara. Pasal 33 ayat (2) 

menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemak~nuran rakyat, sedangkan Pasal 34 lnenegaskan bahwa fakir ~niskin 

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 



Apa yang diuraikan di atas menunjultkan bahwa ltonsepsi negara 

hukuln di lndonesia merupakan konsepsi sintesis dari beberapa konsep 

yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain, dapat dikelnukakan 

bahwa negara hukum formal dan negara hukum materiil yang kerni~dian 

diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik, sehingga menjadi negara 

hu kum Pancasila. 

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan 

kebenaran, bukan se~nata-mata penegakan hukum dalam al-ti formal. 

59 Sjahran Basah mengidentifikasikan negara hukum lndonesia yang 

berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat, bahwa mengingat 

Pancasila dengan mengajukan pendapat, bahwa mengingat Pancasila 

dijabarkan di dala~n beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945 seperti pada 

Pasal 27,28,29, 30 dan 34, maka di negara hukum Indonesia terdapat hak 

dan kewajiban azasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus 

diperhatikan, tapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan 

umum, ~nenghormati hak orang lain, mengindahkan 

perlindunganlkepentingan keselamatan bangsa serta moral ulnuln dan 

ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalatn konsepsi yang 

demikian hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi nalnun dibatasi 

oleh: pertanla fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik, dan 

kedua corak masyarakat lndonesia yang Inembebankan manusia 

perorangan lndonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, 

59 Ibid., hlm.71 



masyarakat dan sesamanya. Menurut Philippus M. Hajon 60, negara hukum 

Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat maLlglln the rule of law. 

Rechtsstaat mengedepankan ~vetmatigheid yang kelnudian lnenjadi 

rechtmatigt7eid, the rule of law mengutamakan prinsip equcrlity before the 

law, sedangkan negara hukum Indonesia menghendalti keserasian 

hubungan antara pemerintah dan rakyat yang inengedepankan azas 

kerukunan. Dari prinsip ini terIihat pula adanya elemen lain dari negara 

hukum Pancasila, yakni terjalinnya hub~~ngan fungsional yang 

proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa 

secara musyawarah, dan peradilan lnerupakan sarana terakhir. Sedangkan 

sejauh menyangkut HAM yang ditekankan bukan hanya hak atau 

kewajiban tetapi jalinan yang seirnbang antara keduanya. Oleh karena itu, 

menurut Hadjon elemen-elemen penting dari negara hukurn Indonesia 

yang berdasar Pancasila adalah : 

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan; 

b. Hubungan fi~ngsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan 

negara; 

c. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan mer~~pakan 

sarana terakhir jika musyawarah gagaI; 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

60 Philippus M .  Hadjon, Pe~.lindzu~gan Hz~kuln Bagi Rahyaf di Indonesia, Bins Ilmu, 
Surabaya, 1987, hlm.85. 
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B. OTONOMI DAERAH 

Istilah otono~ni berasal dari bahasa Yunani, "ozr~ono~nos/autonon~ia", 

yang berarti lteputusan sendiri (~e l f r z l l i n~ ) .~ '  Secara terperinci, otono~ni dapat 

mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : 

a. Otonoini adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak 

lain ataupun kekuatan luar; 

b. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self-governr~lenl), yaitu hak 

untuk memerintah atau lnenentukan nasib sendiri (the right of self 

government; selfdetermination); 

c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya 

kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local internal a f f r s )  atau 

terhadap minoritas suatu bangsa; 

d. Pemerintahan otonomi rnemiliki pendapatan yang cukup untuk 

menentukan nasib sendiri, memenulii kesejahteraan Iiidup mallpun 

mencapai tujuan hidup secara adil (selfdetermination, selfszflciency, self 

reliance); 

e. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/do~ninasi kekuasaan 

(supremacy of azrfhority) atau hukuln (rzrle) yang dilaksanakan sepenuhnya 

oleh pemegang kekuasaan di daerah. 

Berdasarkan etilnologis kata otonomi ini lnemberikan arti "otonomi" 

sebagai "seljivetgeving atau pengundangan send i ~ i " ~ ~ .  Menurut A~nrah 

6 1 Sidik Jatmika, Otononli Daerah PerspekliJHubzmngan lnternasional. BIG RA F 
Publishin , Yogyakarta, 2001, him. I '' Shadily, Hasan, Ensiklopedi Indonesia, lehtisar Baru-van hoeve, Jakarta, 1990 
hlrn.2490 
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Muslimin istilah "otonomi" berasal dari kata "autos" yang beral-ti "sendiri" 

dan kata "nomo.~" yang berarti "pemerintah". Sehingga "otonomi" berarti 

"pemerintahan sendiri" dan pernerintahan disini diartikan secara luas, rneliputi 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan j ~ d i k a t i f . ~ ~  Pendapat lainnya, Bagir Manan, 

menyatakan bahwa: "hakekat otonorni adalah kernandirian, walaupun bukan 

suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (ze~standigheid bukan 

0nafhankelijkheid)".6~ 

Menurut Yan Pramudya Puspa, otonorni daerah adalah: "hak, 

wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundangan yang ber~aku".~~ 

Kewenangan rnengatur dan mengurus r~rmali tangga di negara kesatuan 

meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang 

dipegang oleh pemerintahan pusat seperti : hubungan luar negeri, pengadilan, 

moneter dan keuangan, pertahanan dan kearnanan. 

Hubungan fungsi pemerintahan antara pernerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dilaksanakan dengan sistern otonomi, yang rnelip~rti 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat 

koordinatif administratif, artinya hakekat fungsi pemerintahan tersebut tidak 

ada yang saling rnembawahi , namun dernikian firngsi dan peran pemerintahan 

provinsi juga rnengernban pernerintahan pusat sebagai waltil pernerintah pusat 

Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hirkzrnl Olonorlli Daerah, Alutllni Bandung, 1978, 
hlm.98. 

64 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Olonortli Dnerah, Pusat Studi tlukunl FI-1 UII, 
Yogyakarta, 2004, hlm.27. 

65 Yan Pramudya Puspa, Karlllrs Hukl~nt Lerigknp, Aneka I l t~~u,  Setmarang. 1977, hl1n.646. 
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di daerah.66~aerah Otononi adalah Icesat~~an masyarakat hulcum yang 

mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan Icepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri, berdasarlcan aspirasi masyarakat dalam sistern negara kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Unsur (Eleunen) batas wilayah: Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas 

suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interalcsi hukum, misalnya 

dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta 

pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan Llrnuln 

pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada 

inasyarakat setempat; 

b. Unsur (elemen) pemerintahan. Eksistensi pernerintahan di daerah, 

didasarkan atas legitimasi undang-undang yang meinberikan kewenangan 

kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan Lirusan pemerintahan 

yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen 

pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintah daerah dan lernbaga 

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

c. Unsur masyarakat. Masyarakat sebagai elemen pernerintahan daerah 

merupakan kesat~~an masyarakat hukum, baik genlein.rchnr maupun 

gesselschaj. 

66 Siswanto Sunarno, Hukuln Penler.inlaha17 Daerah di Indorlesin, Sinar Grafika, 
Jakarta,2006, hlm.5 
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Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh negara Rep~iblik Indonesia 

telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:67 

- Pasal 1 ayat ( 1 )  yang berbunyi: " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik" 

- Pasal 18 sebagai berikut : 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daeral~ provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pe~nerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri ilrusan pemerintahan lnenur~lt asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

3) Petnerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota merniliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 

4) Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis. 

5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kec~lali 

urusan pelnerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. 

- 

'' HAW. Widjaya, Titik Berat Otono,lii pada Daerah Tingkat 11, PT. Raja Gratindo 
Persada, Jakarta, 200 1. hlm.29 
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6) Pemerintahan daerah berhak rnenetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untulc melalcsanakan otonomi dan tugas 

pem ban tuan 

7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah d i a t ~ ~ r  dalam 

undang-undang 

- Pasal 18A 

1)  Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan 

kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keraga~nan daerah. 

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan s ~ ~ m b e r  daya alam 

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang. 

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dari pada asas dekonsentrasi, 

dan telah menggantikan Undang-Undang No~nor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, berkesan menimb~~lkan harapan baru. Hal ini berarti 

bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diharapkan akan 

lnalnpu mengubah tata kehidupan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, khususnya tata kehidupan pemerintahan di daerah. Disamping itu 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ~nemberikan acuan yang lebih 



luas untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan orde reformasi, yang 

lebih mengutamakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pada bagian konsideran huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 menyebutkan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih ~ne~iiperhatiltan aspek- 

aspek hubungan antar silsunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, 

potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global 

dengan memberikan Icewenangan yang seluas-li~asnya kepada daerah disertai 

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Kehadiran Undang-iindang Nomor 32 Tahun 2004 bagi daerah, 

terutama bagi Daerah Kabupatenlkota yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan masyarakat. merupakan lembaran baru yang membawa keseragaman 

bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, walaupun substansilmateri Undang- 

undang berbeda sifatnya, melainkan adanya keyakinan bahwa kepentingan 

daerah-daerah dapat lebih baik dan berhasil guna (efisien) apabila 

diselenggarakan sendiri oleh daerah-daerah itu masing-masing daripada oleh 

pemerintah pusat. Hal tersebut perlu adanya pengawasan yang ketat sehingga 

tujuan akan tercapai maka penyelenggaraan pemerintah daerah menganut 

sistem desentralisasi, seperti tersebut pada Pasal I ayat (7) menyatakan : 

"Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urilsan pemerintahan 

dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia". 



Penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahi~n 2004 

telah melnberikan batasan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan Inengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sidamto bahwa "Hakekatnya 

penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fi~ngsi-fungsi pelayanan 

kepada masyarakat, yakni mengenai sumber daya yang ada itu, dialokasikan 

kepada masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, malta pemerintah 

perlu semakin dekat kepada masyarakat yang perlu di ~ a ~ a n i " . ~ ~  

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dala~n 3 (tiga) ruang lingkup 

interaksinya yang utama: Politik, ekonomi serta sosial dan b ~ d a ~ a . ~ ~  ~i 

bidang politik, karena otonomi adalah buah dasi kebijakan desentralisasi dan 

demokratisasi, maka hasus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka 

ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara 

demokratis, memungkinkan penyelenggraan pemerintahan yang responsif 

terhadap kepentingan rnasyarakat luas, dan memelihara suati~ mekanisme 

pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. 

Di bidang eltonomi, otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan 

kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang 

bagi pemerintah daerah rnengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk 

mengoptirnalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daesahnya. 

'' Sujamto, Op.Ci/., hlm.29 
" H. Syaukani,HR, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid. Oionomi Daer.ah Dalur7l Nega1.a 

Kesa/zran, Pustaka Pelaiar ke~jasama dengan PUSKAP. Yogyakarta, 2002.hlm. 
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Di bidang sosial dan budaya, otonoini daerah harus dikelola sebaik 

mungkin demi menciptal<an dan memelihara hal-moni sosial, dan pada saat 

yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif 

terhadap kemampuan rnasyarakat rnerespon dina~nika kehidupan di sekitarnya. 

Membicarakan tentang otono~ni rnaka tidak akan lepas dari sistem 

otonomi, yang dibagi menjadi : 

a. Sistem Otonomi Materiil 

Didalam pengertian rumah tangga secasa materiil, yang dinarnakan 

juga ajaran rumah tangga materiil (nlateriele ht1i.r /~ozrding.rleer). Menurut 

Krishna Danumurti dan Umbu Rauta, cara penentuan tersebut diatas, 

didasarkan pada keyakinan bahwa ada perbedaan tugas dan asasi dalam 

menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonomi yang lebih kecil. Di 

sini yang berbeda ialah materi yang menjadi obyek pengurusan dan 

pengaturan dari masyarakat hukum masing-masing tersebut diatas, oleh 

karena itulah pengertian ini  disebut sebagai ".....sistem otonomi materii~"'~ 

Menurut Marsono, ajaran rumah tangga materiil antara Pusat dan 

Daerah ada pembagian tugas yang terperinci dengan tegas di dalam 

undang-undang pernbentukannya, ada "ntateriele taakverdeling" artinya 

rumah tangga daerah itu hanya ~neliputi tugas-tugas yang ditentukan satu 

persatu secara tegas jadi secara norninatif dalarn undang-undang 

'O Sarundajang, Arus Balik Kektrasaan P~lsal ke Daei.alt, pustaka Sinar I-larapan, .laka~-ta, 
2001, hlrn.38 
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pembentukannya i t u . " ~ ~ a  yang tidak tercantirm di dalaln tidak termasuk 

rumah tangga daerah, melainkan tetap berada dalam tangan Pemerintah 

Pusat. Pelnbagian tugas itu didasarkan kepada suatu keyakinan, bahwa ada 

perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, antara negara dan daerah- 

daerah otonom yang lebih kecil. 

Daerah otonoln sebagai masyarakat hukuln yang lebih kecil 

melnpunyai urusan-urusan sendiri yang secara prinsipiil berbeda dari 

negara sebagai ~nasyarakat yang lebih besar dan yang ada diatasnya. 

Negara dan Daerah-daerah otono~n itu masing-masing me~npunyai urusan 

sendiri yang spesifik. Disini yang berbeda adalah lnateri yang menjadi 

obyek pengurusan dan pengaturan dari masing-masing masyarakat hukum 

itu. Karena itulah disebutnya ajaran rulnah tangga materiil. Dengan 

demikian daerah itu tidak dapat leluasa bergerak dan lnengelnbangkan 

inisiatifnya karena otonomi menurut fahaln ini rumah tangga itu sifatnya 

terbatas sekali. Sehingga Daerah Otonolni it11 tidak dapat lnelakukan 

sesuatu yang tidak tersebut dalam undang-undang pembentukannya, lnaka 

langkah kerja dari daerah itu tidak dapat dari ketentuan undang-undang 

tadi. Ajaran rumah tangga rnateriil ini disebut juga di dalaln literatur 

Belanda sebagai "de drie kringenleer" ajaran ini tidak dapat d ipertahankan 

dan mendorong orang untuk lebih condong kepada ajaran rumah tangga 

formil. 

71 Marsono, Kepala Dae~.ah Pilihan Rakyul, Eko Jaya, Jakarta,2005, hlm.78 bandingkan 
dengan Josef Riwu Kaho, Prospek Ozononri Daerah di Indonesial Raja Gratindo Persada, Jakarta, 
2003, hlm.17 
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b. Sistern Otonomi Forrnil 

Di dalam pengertian otonomi secara formil Grnzele 

huishozidingsleer), tidak ada perbedaan antara urusan-urusan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pilsat dan oleh daerah-daerah otonorn.'* 

Hal ini  berarti apa yang dapat dilakukan negara (pemerintah pusat), pada 

prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom. Bila ada 

pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab), ha1 itu sernata-mata 

disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti 

efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya, pembagian 

tugas itu tidaklah disebabkan materi yang diatilr berbeda sifatnya, 

melainkan adanya keyakinan bahwa kepentingan daerah-daerah dapat 

lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila diselenggarakan sendiri oleh 

daerah-daerah itu masing-masing dari pada oleh pemerintah pusat. 

Dalam sistem otonomi formil tidak terdapat perbedaan sifat lnateri 

yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih 

kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. 

Perbedaannya adalah tugas diadakan secara fortnil dengan membuat 

bentuk-bentuk peraturan tertentu. Delnikian pula, dalam sistem otonomi 

formil tidaklah secara apriori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga 

daerah otonom. Tugas dari daerah otonoln secara normatif tidak terperinci 

di dalam Undang-undang pembentuknya, melainkan ditentukan dalam 

asas-asas saja, sedangkan pengaturan yang lebih lanjut diserahkan kepada 

72 Ibid, hlm.80. Bandingkan dengan Josef Riwu Kaho, Ibid, hlm.18 



Pemerintah Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi 

tergantung dari keadaan, waktu dan tempat. 

Otonomi menurut sistem formil ini, batasnya bertitik tolak pada 

peraturan yang dibuat oleh pelnerintah di atasnya (rungoru'e regeling). 

Menurut Bagir Manan, yang dapat menjadi kendala dalarn sistem otonomi 

terhadap ha1 tersebut adalah :73 

1 )  Tingkat hasil guna dan daya guna sistem otonomi forrnil sangat 

bergantung pada kreatifitas dan aktivitas daerah otonom. Daerah harus 

malnpu melihat urusan yang menurut pertimbangan mereka penting 

bagi daerah, wajar, tepat diatur dan diurus oleh daerah. Bagi daerah- 

daerah yang kurang mampu memanfaatkan peluang, dalam 

kenyataannya banyak bergantung kepada piisat atau daerah-daerah 

tingkat atasnya. 

2) Keterbatasan dalam ha1 keuangan daerah. Meskipun mempunyai 

peluang yang luas untuk rnengembangkan ilrusan ru~nah tangga 

daerah, hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber 

keuangan yang memadai. 

3) Kemungkinan terjadi secara rnudah ~nengetahui ilrusan yang belum 

diselenggarakan oleh pe~nerintah pusat atail pe~nerintah daerah tingkat 

atasnya. 

c. Sistem Otonomi Riil 

" Ibid, hlm.8 1. Bandingkan dengan Josef Riwu Kaho, lbid, hlm. 18-20 



Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 

1957, juga Undang-i~ndang Noinor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974 telah memperkenalkan ajaran baru yang dinamakan 

sistem rumah tangga (otonomi) yang riil (reel) yaiti~ sistern yang 

berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai 

harlnoni antara tugas dengan I<emampuan dan kekuatan, baik dala~n daerah 

sendiri, maupun dengan pemerintah pusat. Sistem ini mengambil jalan 

tengah antara dua ajaran tersebut di atas, dengan tidak melepas prinsip 

rumah tangga formil, sistem ini memang cocok u n t u k  negara muda seperti 

Indonesia. 

Pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan 

pada keadaan yang riil di dalam masyarakat. Hal ini  membawa 

konsekuensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang 

pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan 

memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengati~rnya dan 

lnengurusnya sendiri. Sebaliknya tugas yang telah ~nenjadi wewenang 

daerah pada suatu ketika bilamana dipandang perlu dapat ditarik kembali 

oleh pemerintah pusat. 

Sistem ini merupakan jalan atau percampuran dari siste~n otonomi 

materiil dan formil. Dala~n arti, sistem ini mengandung anasir-anasir baik 

dari sistem otonomi materiil lnaupun sistem otonomi formil sehingga 



dapat dikatakan ~nerupakan sistem tersendiri. Menurut Bagir r an an^^, 

terhadap sistem otonomi riil ini, bahwa sistem ini mempi~nyai ciri-ciri 

khas yang mernbedakannya dengan kedua siste~n poltok otonomi, yaitu 

menurut urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pernbentukan suatu 

daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan ruriiah tangga 

daerah, ha1 selnacam ini tidak mungkin terjadi pada sistern r i~~nah  tangga 

formil. 

I )  Disamping urusan-urusan rurnah tangga yang ditetapkan secara 

"materiil", daerah-daerah dalam rumah tangga riil dapat mengatur dan 

mengurus pula semua urusan pemerintahan yang menurut 

pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur 

dan diurus oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas. 

2) Otonomi dalam rurnah tangga riil di dasarkan pada faktor-faktor nyata 

suatu daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan- 

urusan rirmali tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing. 

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Sebelum membicarakan lebih jairh dengan pengelolaan keuangan, 

yang perlu diketahui tentang ciri-ciri utama pengelolaan keuangan yang baik, 

yakni:75 

a. Sederhana; 

b. Lengkap; 

74 Ibid, hlrn.8 1 .  Bandingkan dengan Josef Ri\rlu Kaho, P~.ospek 01017onri Uae/.c~h di 
Negara Repzrblik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 18-20 

75 Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. Op.Ci/.,hlrn.281 
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c. Berhasil guna; 

d. Berdaya guna; 

e. Mudah disesuaikan. 

Sederhana: Menciptakan tata cara yang sederhana sejala~i dengan hasil 

atau tujuan yang hendak dicapai. 

Lengkap: Kegiatan menyusun anggaran hari~s menegakkan keabsahan 

penerimaan dan pengeluaran; menjaga agar daerah selalu dapat melunasi 

kewajiban keuangannya; menjalankan pengawasan dari dalam;berusaha 

mencapai hasil guna dan daya guns setinggi-tingginya dalam semua 

kegiatan; dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran 

yang tidak masuk rencana atau tidak dimasi~kkan dalam anggaran. 

Berhasil gzrna: Pengelolaan keuangan bersangkutan harus dalam 

kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan 

Berdaya Guna: daya guna memi l i  ki dua segi, pertanla, pengelolaan 

keuangan harus dinaikkan setinggi-tingginya artinya hasil yang ditetapkan 

harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah 

petugas dan dana yang dibutuhkan, atau hasil hari~s dicapai sebesar- 

besarnya menggunakan petugas dan dana yang telah ditentul<an. Kedua, 

pengelolaan keuangan harus dirancang sedemikian rilpa sehingga 

memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatannya, dan tidak mengha~nbat. 

Mudah disesuaikan: Pengelolaan keuangan dibuat tidak kaku dan tidak 

sulit dalam penerapannya. 



Pemerintahan yang didesentralisasi (decentralized governi~tent) juga 

mengharuskan adanya legal fran~ework keuangan daerah yang menjabarkan 

kewenangan-kewenangan gemerintah daerah dalam gengelolaan keuangan 

daerah. Hal itu disebabkan terdapat korelasi yang erat antara keilangan negara 

dan keuangan daerali. 

Pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dii~bah terakhir de~igan Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerali. Sejarah 

Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Dael-ah dibedakan dalam 3(tiga) 

tahap yaitu: 

a. Tahap Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Berdasarkan ketentuan Pasal I 1  Aturan Peralihan UUD 1945, 

segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsu~~g berlaku 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-~~ndang Dasar ini. 

Peraturan perundang-undangan khusi~snya yang mengatur kei~angan 

negarddaerah sampai kurun waktu yang cukug lama ~iiasili menggunakan 

peraturan penlndang-undangan produk kolonial Belandd Pemerintah 

Hindia Belanda. Bahkan baru tahun 2003 setelah reformasi di segala 

bidang dicetuskan, negara kita baru mempunyai undang-undang keuangan 

negara yang rnerupakan produk nasional, walaupun keingina~i untuk 

mempunyai undang-undang tentang keuangan produk bangsa sendiri 

sudah sejak lama dikemukakan oleh para pakar dan pejabat terkait yang 

peduli akan ha1 tersebut. 



Walaupun secara nasional masili diberlakukan peraturan 

perundang-undangan produk kolonial antara lain lndische 

Comptabiliteitswet (ICW) yaitu Undang-undang Perbendaharaan Hindia 

Belanda (Stbld.1925 No.448 yang telah dii~bah beberapa ltali terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968), nalnun pengelolaan 

keuangan daerah karena mempunyai str~~ktur dan karakteristik yang 

khusus, pada tahun 1972 ditetapkan Peraturan Pelnerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertangg~~ngjawaba~i dan Pengawasan 

Keuangan Daerah, sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. PP 

tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang- 

undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah. Kecuali itu ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1 973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 

Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mencabut Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1965, ditetapkanlah Peraturan Pemeri~itali Nomor 5 

Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah. Penetapan PP No.5 Tahun 1975 berarti juga telah 

mencabut PP No.36 tahun 1972. 

Kemudian ditetapkan pula PP No.6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan APBD yang juga mencabut PP Nomor 48 Tahun 

1973. Dalam kurun waktu berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 



1974 ditetapkan Kep~rtusan Menteri Dalaln Negeri (Kepmendagri) Nolnor 

900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan 

Daerah, Kepmendagri Nolnor 020-595 tanggal 17 Dese~nber 1980 tentang 

Manual Administrasi Barang Daerah dan Kepmendagri Nomor 970-893 

tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan 

Daerah. 

b. Tahap setelah diundangkannya Undang-undang lVomor 22 Tali~rn 1999 

Untilk memenuhi tuntutan reformasi, ditetapkan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah yang salah satu 

arahnya adalah untilk mendorong pemberdayaan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

lnasyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Reformaasi 

dalam bidang Pemerintahan daerah, diikuti pula dengan reforrnasi di 

bidang Pengelolaan Keuangan daerah. Dalam tahun 2000 ditetapkanlah 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mencabut PP Nomor 5 

Tahun 1975 dan PP Nomor 6 Tahun 1975. Kalail sebelum 

diberlakukannya PP Nomor 105 Tahun 2000 dianut sistem penganggaran 

tradisional maka berdasarkan setelah ditetapkan PP Nolnor 105 Tahun 

2000 dianut sistem anggaran kinerja. 

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran 

yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya atas 



dasar ketentuan Pasal 14 ayat (4) PP Nomor 105 Tahun 2000, ditetapkan 

Keputusan Menteri Dalam llegeri (Kepmendagri) Nolnor 29 Tahun 2002 

tentang Pedolnan Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunari APBD, Pelaksanaan Tata 

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitlingan APBD. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat(l) dalam aturan peralihan 

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tata cara 

penyusunan APBD, Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan dan 

Perhitungan APBD Tahun 2002 (berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 1975) 

dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan agar daerah tidak 

mengalarni kesulitan dalaln pelaksanaannya Inengingat Keprnendagri 

Nomor 29 Tahun 2002 sendiri ditetapkan pada pertengahan tahun 

anggaran 2002 yakni tanggal I0 Juni 2002. Bakan dalaln PI-aktek satu atau 

dua tahun anggaran berikutnya masih terdapat daerah yang beluln mampu 

melaksanakan ketentuan Keplnendagri Nolnor 29 Tahun 2002 yang pada 

umumnya disebabkan oleh keterbatasan tersedianya sumber daya manusia 

yang lnampu untuk itu. 

Pada tahun 2003 diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan ditetapkannya 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut 

lazi~nnya disebut paket undang-undang keuangan negara karena proses 



4) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan 

keuangan badan usaha milik Daerah. 

Laporan keuangan sebagaimana diinaksud d i s ~ l s ~ ~ n  dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah, selanjutnya disebut SAP 

adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

D. TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan. 

Berbicara tentang sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

lndonesia tidak dapat dilepaskan sama sekali dari sejarah Algerlieene 

Rekenkamer (ARK), karena: 

Pertama, para pendiri negara tatkala membahas mengenai Undang-Undang 

Dasar negara lndonesia Merdeka yang dicita-citakan, menginginkan 

adanya suatu Badan Pemeriksa Keuangan seperti halnya "Rekenkal~ier" di 

zalnan Hindia Belanda. Mereka menjadikan Algen~eene Rekenka~~zer 

Hindia Belanda sebagai model dari Badan Pemeriksa Ke~langan yang 

eksistensinya dicantumkan dalam UUD 1945. 

Kedua, ketentuan perundang-undangan yang mengatur rnengenai ARK, 

yaitu ICW dan IAR sampai sekarang lnasih berlaku berdasarkan Pasal I1 



Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Ketentilan peraturan 

perundang-undangan ini ~nasih menjadi landasan operasional bagi kiprah 

BPK. 

Tugas AIgen~eene Rekenkanzer adalah 77 

a. Melakukan controle (pengawasan selanjutnya) atau pengurusan 

keuangan, baik pengeluaran maupun peneri~naan negara; 

b. Melakukan toezicht (pengawasan) atas pengurusan barang negara baik 

dalam gudang-gudang negara lnaupiln di tempat-tempat lainnya; 

c. Melakukan pe~neriksaan terhadap perhitungan anggaran dan 

perhitungan bendaharawan 

Sedangkan fungsinya adalah 

a. Melakukan pe~neriksaan terhadap pengurusan (penguasaan, 

penggunaan, pernbukuan) dan pertanggungjawaban keuangan negara; 

b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah; 

c. Menetapkan tuntutan terhadap para bendaharawan yang salah, lalai 

atau alpa yang rnelanggar ketentuan ICW dan ketentuan lainnya (quasi 

yzldicial). 

Pada lnasa perang kemerdekaan tahun 1945, dalaln Pasal 23 ayat 

(5) ULlD 1945 ditegaskan bahwa ilntilk memeriksa tanggung jawab 

tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pe~neriksa Keuangan 

(BPK), yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan 

ini direalisasikan dan diumulnkan oleh Menteri Ke~~angan kepada seluruh 

77 BEPEKA 1x1, Kerrangan Negara dun Badan Peil~eriksa Kerta/~gan, Sekretariat Jenderal 
Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 1998, hlm.43-55 
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Icernentrian tentang persiapan pembentukan Badan Pemerilesa Keuangan, 

di kota Magelang pada tanggal 10 Desernber 1946. Pekerjaan "persiapan" 

ini menghasillcan pendiriari Badan Pemeriksa I<euangan Negara dengan 

Penetapan Pemerintah tanggal 28 Dese~nber 1946 No.ll/UM di 

Yogyakarta. Badan ini mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. 

Berdasarkan Penetapan Pemerintah tersebut dan Peratwan Peralihan Pasal 

I1  UUD 1945, tugas, kewajiban, susunan, dan tata kerja BPK RI masih 

berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

Algen~eene Rekenkamer Hindia Belanda. Hal ini terjadi karena pada waktu 

itu Negara RI lnasih berada dalam lnasa perjuangan ~nempertahankan 

kemerdekaan sehingga waktu dan keadaan tidak melnungkinkan untuk 

membuat peraturan perundang-undangan yang lnengatur tentang kegiatan 

BPK. 

Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan guna 

menunjang pelaksanaan tugas BPK adalah penegasan Menteri Keuangan 

dalam surat Nomor 003-2 1-49 tanggal 10 Desember 1949. Dalam suratnya 

tersebut, Menteri Keuangan merninta kepada seinua kementrian masing- 

masing untu k mengiri mkan selekasnya kepada Badan Pe~neri ksa 

Keuangan, surat-surat dan daftar-daftar yang ~ne l i u r~~ t  aturan-aturan dahulu 

biasa d ikirimkan kepada Algenieene Rekenknmer. 

Pada lnasa demokrasi liberal yang dimulai sejak taliun 1949 

berdasarkan Pasal 115 Konstitusi Rep~~blilc Indonesia Serikat (RIS) nama 

Badan Pemeriksa Keuangan diganti dengan Dewan Pengawas Keuangan. 



Dewan Pengawas Keuangan ini berkedudukan di Bogor. Susunan 

personalianya terdiri dari unsur-unsur Badan Pemeriksa Kei~angan di 

Y ogyakarta dan Algenleene Rekenkanler d i Bogor. 

Konstitusi RIS tidak berumi~r panjang dan pada tanggal 15 Agustus 

1950 diganti dengan ULlDS 1950. Oleh karena it11 Dewan Pengawas 

Keuangan RIS di Bogor dan Badan Pemeriksa Kei~angan Negara di 

Yogyakarta bergabung menjadi Dewan Pengawas Kei~angan RI yang 

berkedudukan di Bogor, sedangkan Badan Pemeriksa Kei~angan di 

Yogyakarta menjadi perwakilannya. 

Pertumbuhan Negara Republik Indonesia antara tahun 1950 sampai 

dengan tahun 1959 mengalami pasang suri~t. Berdasarkan Dekrit Presiden 

pada tanggal 5 Juli 1959, Negara RI akhirnya kembali kepada landasan 

konstitusi UUD 1945. 

Sehubungan dengan itu, nama Dewan Pengawas Kei~angan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 diganti menjadi Badan 

Pemeriksa Keuangan. Walaupun namanya berganti, nalniln landasan 

pelaksanaan kegiatannya masih tetap berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang lama (ICW dan IAR). 

Untuk ~nenu~ljang tugas, kedudukan dan wewenang dari Badan 

Pemeriksa Keuangan ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu) Nomor 7 Tahun 1963 tanggal 12 Oktober 1963 

tentang Pengawasan Keuangan Negara. Kemudian pada tanggal 2 Mei 

1964 Perpu tersebut telah dicabut kembali dan diganti dengan Perpu 



Nomor 6 Tahi~n 1964 yang terdapat lial-lial yang baru, antara lain 

mengenai pimpinan, kedudukan, dan jumlah anggota Badan. Tugas Badan 

yang semula bersifat preventif beralih menjadi represif dengan 

pertimbangan bahwa pengawasan preventif telah diatur dalaln Keputusan 

Presiden (Keppres) No~nor 29 Tahun 1963. 

Pada tanggal 23 Agilstus 1965 dengan berbagai penyelnpurnaan 

atas PERPU Nomor 6 Tahun 1964, akhirnya ditetapkan menjadi Undang- 

undang Nomor 17 Tahun 1965. Dalaln UU ini dinyataltan, bahwa Presiden 

sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, 

pengawasan, dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan 

keuangan negara. Dalaln pelaksanaan sehari-harinya kekuasaan tersebut 

dilakukan atas nama dan untuk beliau ole11 BPK. 

Selain itu terdapat perubahan pimpinan BPK, sebelumnya berasal 

dari pegawai negeri, sedangkan Pimpinan BPK yang baru berasal dari 

wakil-wakil partai politik, wakil angkatan bersenjata dan wakil organisasi- 

organisasi masa serta orang-orang yang mempi~nyai dukungan masyarakat 

yang terorganisasi, yang ditunjuk oleh Presiden. Dari ketentuan-ketentuan 

ini dapat diketahui bahwa kedudukan BPK ternyata tidak sesi~ai lagi 

dengan makna yang diamanatkan dalam ULID 1945. 

Setelah mengalami pembahasan yang C L I ~ L I P  lama, Pemerintah dan 

DPR akhirnya menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 sebagai 

pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pernbentukan 

Badan Pemeriksa Keuangan 



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Perneriksa 

Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah Lernbaga Tinggi Negara yang 

dalam pe laksanaan tugasnya terlepas dari pengaruli, dan Itekuasaan 

pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas p e ~ n e r i n t a h . 7 8 ~ ~  Nornor 5 

Tahun 1973 terdiri dari 22 pasal dan mernberikan landasan yuridis yang 

dapat membantu Badan dalam mernenuhi tugas konstitusionalnya untuk 

menyempurnakan kedudukan, tugas, kewajiban, wewenang dari cara kerja 

BPK melalui tahapan penyempurnaan yang terus-menerus. 

Badan Pe~neriksa Keuangan (BPK) bertugas rnerneriksa langsung 

tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan 

kepada DPR (Pasal 23 ayat (5)) untuk ~nengikuti dan menilai 

kebijaksanaan ekonornis-finansial pemerintah yang dijalankan oleh 

aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. 

BPK bertugas untuk merneriksa tanggung jawab pe~nerintah 

tentang keuangan negara dan rne~neriksa seriiua pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan belanja Negara.Sehubungan dengan peni~naian tugasnya, 

BPK meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, 

badanlinstansi pemerintah, atau badan swasta, sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. Pembentukan BPK sesungguhnya 

memperkuat pelaksanaan dernokrasi dalarn arti sebenarnya, oleh karena 

pengaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR 

saja belurn dapat dikatakan cukup. 

78 C.S.T. Kansil, Sisren? Pemet~itiraliati Indo17esin, PT. Bumi Aksara. .lakarta, 2003,hlrn.86 
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Tidak kalah pentingnya adalah mer~gawasi apakah ltebijaksanaan 

dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya menurut 

tujuan semula secara tertib. Jadi, BPK berti~gas memeriksa 

pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa 

semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan 

kepada DPR. 

Hasil pemeriksaan BPK ini pun disertai sanksi pidana. Apabila 

hasil pemeriksaan rnengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan 

pidana atau perbuatan yang rnerugikan negara, rnaka masalahnya 

diberitahukan kepada Kepolisian atau Kejaksaan. Ditinjau dari segi ini, 

maka hasil pemeriksaan BPK merupakan ilpaya yang menjamin negara 

yang bersih dan sehat. 

Keanggotaan dala~n BPK itu "tidak mewakili sesuatu golongan" 

darimana pun asal para anggota. Kedudukannya yang bebas dan terlepas 

dari pengaruh pernerintah it11 diperlukan ilnti~k menjamin agar BPK dapat 

bekerja secara obyektif. Sudah selayaknya sebagai sesama lembaga tinggi 

negara, antara BPK, DPR, dan pemerintah terjalin kerjasama yang sebaik- 

baiknya. Namun kerjasama yang baik ini tidaklah berarti "saling 

melindungi atau saling menutupi kekurangan masing-masing" 



E. SEJARAH PENGATURAN TENTANG PEMERIKSAAN KEUANGAN 

NEGARA 

Pemeriksaan keuangan negara tidalc bisa lepas dari Anggaran Negara, 

maka untuk menyimalc sejarah pemeriksaan ke~~angan negara perlu menelusuri 

munculnya istilah Anggaran Negara dalam sejarah Itetatanegaraan Indonesia. 

Pengertian Anggaran Negara telah dikenal pada abad pertengahan, pada masa 

itu fungsi negara diselenggarakan oleh sat~l kekuasaan t ~ n ~ ~ a l . ~ ~  

Penyelenggaraan filngsi negara oleh kekuasaan tunggal i t u  berarti fungsi 

mengatur (regeling) fungsi melaksanakan peraturan (be.rluur) fungsi 

mengadili (rechtspraak) dan pemeliharaan keterti ban @olitie) dilaltsanakan 

oleh satu tangan. Dengan demikian berarti pula yang menentukan dan 

mengatur anggaran, mengelola anggaran yang disediakan, mengawasi 

pengelolaan anggaran tersebut dilakukan oleh Iteltuasaan ti~nggal. Konsepsi 

pemisahan penyelenggaraan fungsi negara sehingga kekuasaan rnenentukan 

dan mengatur anggaran, mengelola anggaran dan mengawasi pengelolaan 

anggaran dengan sendirinya memerlu kan aktivitas pemeri ksaan khus~lsnya 

dalam rangka mengawasi pelaksanaan peraturan dari pengelolaan anggaran 

tersebut. 

Sejarah di bidang pengaturan pemeriksaan keuangan negara dibagi 

dalam beberapa periode yaitu sebagai berikut : 

1 .  Periode sebelu~n Kemerdekaan 

" Abu Daud Busroh, Op.Cil,hlm.32 



Sejarah ltetatanegaraan sebelum periode ke~nerdeltaan banyak 

dipengaruhi oleh ltetatanegaraan Belanda. Sejak prokla~nasi pengangkatan 

putra orange sebagai raja dengan nalna Willem I tanggal 2 Dese~nber 

181 3. Pada walttu pengangkatannya sebagai raja Willem I berpendirian 

bahwa keltuasaan dilaksanakan dengan "demi berkat Allah" dan 

berdasarkan "Persetujuan rakyatM,'Odan selanjutnya ia berjanji akan 

menetapkan konstitusi dengan lebih dulu meminta pendapat rakyat. 

Berdasarkan janji tersebut dan koninkijk Besltrit tanggal 2 1 Dese~nber 18 13 

maka pada tanggal 29 Maret 1814 ditetapkanlah konstitusi. Dengan 

Konstitusi 18 14 tersebut Nederland ditetapkan sebagai Kerajaan 

Konstitusional yang berbentuk monarchi konstitusional serta dengan 

kekuasaan mengendalikan daerah jajahan, termasuk Indonesia (Nederlands 

Indie). 

Dalam Konstitusi 18 14 tersebut ditetapkan pula lem baga-lembaga 

negara "de Vorst, de Raad van State, de Staten General, de Hoge Raad 

dun Algemene Rekenkamer". Pada lnasa antara 18 16 salnpai dengan 1 836 

diterbitkan beberapa Reglenlent oleh Con7i.~aris General atau olehidan atau 

Raja Nederland . Dengan Regering Regelenlent-Regeringg Regelenzent 

tersebut Indonesia (Nederland Indie) diakui sebagai "Persekutuan Hukum 

Publik Teritorial otonom bawahan dengan organisasi pemerintahan pusat 

dan Daerah tersendiri, kas, anggaran belanja dan Adlninistrasi Ke~iangan 

(pendapatan dan pengeluaran tersendiri). 

Wol hof. G.S. HII~ZIIV Tnla Nega1.0 Indo17esin. Timun Mas, Jakarta, 1955, h lm.44 
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Melalui Regering Regelenlent 1936 di tetapkanlali pe~nerintah 

lndonesia dengan organisasi pelnerintahan yang terdiri dal-i Gubernur 

General sebagai penguasa tunggal ~newakili Raja Nederland. U n t ~ ~ k  urusan 

anggaran belanja dan perhitungan anggaran bela~ija tetap inenjadi 

wewenang Raja. 

Pada tahun 1840 ditetapkan Konstitusi baru dengan sejumlah 

perubahan. Misalnya dalam pasal 60 ditentukan cara pelnakaian "batig 

Saldo" anggaran belanja Hindia Belanda tiap-tiap tahun ditetapkan dengan 

wet (undang-undang). Perubahan ini lnenunjukkan posisi Undang-undang 

sebagai dasar huku~n dari suatu tindakan penggunaan anggaran. 

Pada tahun 1848 terjadi lagi perubahan mendasar di bidang 

keuangan negara khususnya. Perubahan dimaksud sebagai diatur dalam 

konstitusi baru yang ditetapkan tahun 1848. Dala~n pasal 59 dan 60 

ditentukan bahwa Regering Regelement, sistem nloneter, dan cara 

mengurus dan mempertanggungjawabkan keuangan koloni-koloni harus 

ditetapkan dengan wet. 

Atas dasar itu pada tahun 1854 terbit Wet tanggal 2 September 

1854 yang pada pokoknya menetapkan Regering Replenient baru untuk 

pemerintahan di Hindia Belanda. Regering Regelement ini lebih bersifat 

konstitusi bagi Hindia Belanda dengan tanpa rnerubah susunan 

pemerintahan Hindia Belanda. 

Kemudian pada periode berikutnya di lndonesia dewasa itu 

berkembang kegiatan usaha besar di bidang perkebunan yang mendorong 



2. Periode setelah kemerdekaan 

Secara konstit~~sional pemeriltsaan keuangan negara diatur dalam 

Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutltan: "Untuk 

merneriksa tangg~~ng jawab tentang ke~~angan negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan Undang- 

undang. Hasil perneriksaan itu diberitahukan ltepada Dewan Perwakilan 

Rakyat" 

Untuk melaksanakan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 tersebut baru 

pada tanggal 10 Desernber 1946 diterbitkan Surat Edaran Menteri 

Keuangan Nomor 003-2 1-49 tentang altan di bentu knya Badan Pemeri ksa 

Keuangan. Atas dasar Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut pada 

tanggal 28 Desember 1946 diterbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 

1 1/Um tentang Pendirian Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan 

di  Magelang . 

Berdasarkan aturan Peralihan Pasal I I  UUD 1945: "Segala badan 

negara dan peraturan yang ada ~nasih langsung berlaku, sela~na belu~n 

diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". IWaka untuk 

mewujudkan Pasal 23 ayat 5 ULlD 1945 tersebut tetap memberlakukan 

Indische Con~piabiliieii Wei (ICW) Stbl. 1925 Nonlor 488 sebagai 

Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Pertanggungiawaban Anggaran 

~ e ~ a r a . ' *  

82 Arifin P.Soeria Atmadja,Mekanisrlle Pertanggzrt~gjar~jabrrn Kezrangat~ hlegara Szratzi 
Tinjauan Yziridis, PT.Gramedia, Jakarta, 1986,hlm.6 1 .  
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Selama periode 17 Ag~rst~ls 1945 sampai 27 Deselnber 1949 tidak 

terbit peraturan-peraturan baru yang ~nengatur tentang pelneriksaan 

keuangan negara. Dalaln periode Republik Indonesia Seriltat rnaka yang 

menjadi dasar Perneriksaan Keuangan Negara diat~lr dalaln Konstit~lsi RIS 

pada bagian IV bab 2 "Pengurusan Iteuangan Federal-Anggaran- 

Pertanggungiawaban-Gaji khususnya Pasal 170 "Pengeluaran dan 

Penerimaan Republik Indonesia Serikat dipertangg~lngjawabkan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat, salnbil lnernajukan perhit~lngan yang 

disyahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang 

diberikan dengan undang-undang Federal". 

Guna melaksanakan pengawasan keuangan tersebut dilakukan oleh 

Dewan Pengawas Keuangan sebagai d i a t ~ ~ r  dalarn Pasal 1 15 dan 1 1 6.83 

Pasal 115 : "Maka ada suatu Dewan Pengawas Ke~langan yang susunan 

dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal". 

Pasal 116 : (1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal 

belurn menetapkan lain, Ket~ra, Waltil Ketua dan anggota- 

anggota Dewan Perigawas Keuangan diangkat oleh 

Presiden setelah mendengarltan senat. Pengangkatan itu 

adalah u n t u k  seLrrnur hidup ketentuan ini tidak 

rnengurangi yang ditetapkan dalarn ayat-ayat yang 

berikut. 

Abu Daud Busroh, op.cil, hlm.37. 



(2) Undang-undang Federal dapat menetapkan, bahwa Ketua 

dan anggota-anggota diberhentikan apabila ~nencapai usia 

tertentu. 

(3) Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara 

dan dala~n ha1 yang diteiitukan dengan ~~ndang-undang 

federal 

(4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas 

permintaan. 

Selama periode Republik Indonesia Serilcat yang singkat it11 (tujuh 

bulan dua puluh hari) tidak diterbitkan peraturan yang berliubungan 

dengan pemeriksaan keuangan negara. Pada periode Republilc Indonesia 

Kesatuan dengan dasar konstitusional UUDS tahun 1950 masalah 

pemeriksaan keuangan negara ini  diatur dla~n pasal I 1 1 (2), pasal 1 12 (1) 

dan (2) dan pasal 1 16 UUDS tahun 1950. 

Pasal I l l  ayat (2): "Keuangan negara dipimpin dan 

dipertanggungjawabkan nienur~lt aturan-aturan yang 

ditetapkan dengan undang-undang". 

Pasal 112 : (1) Pengawasan atas pelneriksaan tanggung jawab tentang 

kei~angan negara d i lakultan oleli Dewan Pengawas 

Keuangan. 

(2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan it11 diberitahukan 

kepada Dewan Perwaltilan Rakyat. 



Pasal l I 6  : Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia 

dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

salnbil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan 

Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan 

dengan undang-undang 

Sedangkan lnengenai susunan Dewan Pengawas Keuangan diatur 

dala~n Pasal 80 dan 81 UUDS 1950 

Pasal 80 : Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur 

dengan undang-undang 

Pasal 81 : (I) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan 

Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan 

yang ditetapkan dengan iindang-undang. Pengangkatan 

itu adalah untuk seumur hidup, ketentuan ini tidak 

mengurangi yang ditetapkan dalain ayat-ayat yang 

berikut. 

(2) Undang-undang dapat ~nenetapkan bahwa Ketua, Wakil 

Ketua, Anggota-anggota diberhentikan, apabila mencapai 

usia yang tertentu 

(3) Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara 

dan dalaln ha1 yang ditentukan dengan undang-undang 

(4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas 

permintaan sendiri. 



Berdasarkan ketentuan-ketentuan peralihan dari UUDS 1950 

khusus Pasal 142 dan 143 maka undang-undang dan peraturan-peraturan 

yang sudah ada dan diberlakukan sebelum berlalwnya UUDS 1950 tetap 

berlaku. Ini berarti undang-undang dan peraturan-peratura yang 

menyangkut tentang Pelneriksaan Keuangan Negara lnasih berlaku. 

Selama berlakunya dasar konstitusional Pelneriksaan Keuangan 

Negara sebagai dikutip di atas ternyata tidak diterbitkan undang-undang 

dan peraturan-peraturan lainnya yang lneriyangkut pemeriksaan keuangan 

negara. 

Meskipun demikian terjadi perubahan yang mendasar khususnya 

mengenai kedudukan lembaga pemeriksa keuangan. Sebab dala~n kedua 

Undang-undang Dasar (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) itu lebih terinci 

daripada ULlD 1945. Pengaturan yang lebih terinci i tu  semata-mata untuk 

~nemberi tekanan yang lebih tegas guna menjamin I<edudukan Dewan 

Pengawas Keuangan yang bebas dari eksekutif. Dengan demikian pula 

ketentuan-ketentuan pemeriksaan keuangan liegara termasuk instansinya 

tidak dengan bebas lagi diatur dengantdalaln undang-undang organik. 

Pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 

diberlakukan kembali UUD 1945. Tentit saja dasar konstitusionalnya 

seperti dikutip terdahulu yaitu Pasal23 ayat 5 UUD 1945. 

Dengan dasar Aturan Peralihan khususnya Pasal 11 maka Dewan 

Pengawas Ke~~angan yang telah ada dan berfi~ngsi selalna periode 

sebelumnya kelnbali menjalanka~i fi~ngsi sebagai Badan Pengawas 



Keuangan, lternudian diterbitkanlah PERPU Nomor 7 tahirn 1963 untuk 

me~nbentuk Badan Pe~neriksa Keuangan gaya baru yang tegas, kuat 

kedudukan dan wewenangnya dan berwibawa serta efektif dala~n segala 

kerja dan karyanya. Narnun belum selnpat dilaksanakan PERPU No~nor 

7 Tahun 1963 tersebut telah ditinjau kernbali atas dasar Keputusan 

Presiden Nomor 29 tahun 1963 tanggal 22 Febri~ari 1963 dan berlaku surut 

sejak tanggal 26 Juli 1 962.84 

Atas dasar Keputusan Presiden it11 pula pengawasan Keuangan 

Negara dilaltukan oleh Menteri Pertarna Bidang Keuangan, dengan dibantu 

oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pernbiayaan dan Pengawasan pada 

umumnya. 

Pada tahun 1964 terdapat keniu~iduran dala~n pengaturan atas 

pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, karena 

ltedudukan dan wewenang BPK ada dibawah Presiden sebagai Mandataris 

MPR. Hal ini berlangsung setelah pada tanggal 2 Mei 1964 diterbitkan 

PERPU Nornor 6 Tahun 1964 dimana atas dasar produk h i~ku~n  yang baru 

ini BPK gaya baru ini berkedudukan langsung di bawah Presiden, 

Mandataris MPR. 

Masa-masa kelam BPK ~nasih ditambali lagi dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang 

Kedudukan dan Wewenang BPK, karena Undang-irndang yang baru ini  

makin menguatkan posisi Presiden selaku pemegang kekuasaan 



pemerilcsaan, pengawasan dan penelitia~~ tertinggi atas pengilasaan dan 

kepengurusan keuangan. Hal ini bisa terlihat pada Pasal I: "Presiden 

sebagai Pimpinan Besar Revoiusi memegang Icekuasaat~ pen~eriksaan, 

pengawasan, dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan 

keuangan Negara". 

Kemudian Pada pasal 16 : ( I )  Dalaln rangka menyelamatlean dan 

melnpertahankan dan melat~jutkan Revolusi Indo~~esia, badan 

Pelneriksa Keuangan bertugas melakukan pemeriksaan, 

pengawasan dan penelitian atas penguasaan-penguasaan dan 

pengurusan keuangan Negara gilna ~neniadakan hambatan- 

hambatan seperti birokratisme, misadministration dan 

korupsi. 

(2) Tugas di bidang pemeriksaan meliputi pula pengiljian apakah 

penggunaan Uang Negara terjadi menurut ketentuan- 

ketentuan Anggaran lVegara dan dengan ketentuan-ketentuan 

~nengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara di 

samping menilai kegunaannya dan Icemanfaatannya di bidang 

pengeluaran Uang Negara atau penjualan Milik Negara 

(3) Tugas di bidang pengawasan tnelipilti pula pengawasan 

umum terhadap pelaksanaan dari Anggaral~ Negara yang 

berbentuk anggaran moneter dan terdiri dari Anggaran 

pendapatan dan Belanja Routine, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pembangunan, terlnasuk daerah, Anggaran Icredit dan 

Anggaran Devisa, terlnasuk pengawasan atas segala 
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pembelian, penyimpanan, penggilnaan dan penjualan barang 

milik negara, Perusahaan-perilsahaan negara/daerah/swasta 

serta pemborongan pekerjaan dan jasa di bidang sipil dan 

militer 

(4) Tugas di bidang penelitiali rnelipi~ti pe~nerilcsaan kontrol 

akuntan dan penyidikan akuntan atas Kei~angan Negara serta 

Tata Usaha secara menyeluruh dengan tidalc ada 

pengecualiannya. 

Sa~npai dengan tahun 1966 bar11 terlihat adanya langkah-langkah 

untuk mengadakan penyempurnaan atas Undang-undang Nolnor 17 Tahun 

1965 . Langkah tersebut adalah Ketetapan MPRS Nomor XlMPRSl1966, 

yang pada pokoknya ketetapan ini menugaskan Pemerintah dan DPRGR 

agar meninjau produlc-produk hukum yang bertentangan dengan UUD 

1945, termasuk Undang-undang No~nor 17 Tahun 1965." 

Hasilnya baru terwujud pada tahun 1973 yaitu diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keilangan 

yang sekaligus rnencabut Undang-undang Nomor 17 tahun 1965. 

Beberapa ketentuan yang merilpakan penyelnpilrnaan diantaranya adalah 

Pasal 1 "Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara 

yang dalam pelaksanaannya tugasnya terlepas dari pengaruh 

dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidalc berdiri di atas 

pemerintah". 

BPK RI, Kellangan Negn1.a dun Badan Pemeriksa Ke~langnn, Sekretariat .lendera/ BPK 
, Jakarta, 1998 hlm.57. 
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Pasal2 ( I )  Badan Pemeriksa Kei~angar~ bertirgas i~ntulc rne~neriksa 

tanggung jawab Pemerintah tentang Keilangan Negara 

(2) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas merneriksa semua 

pelalcsanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-ja Negara 

(3) Pelaksanaan pemeriksaan seperti di~naksud dalarn ayat ( I )  

dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

Undang-irndang. 

(4) Hasil Pemeriksaan Badan Pe~neriksa Keuangan diberitahukan 

kepada Dewan Perwakilan Ralcyat. 

Pasal 3 Apabila suatu pelneriksa rnengungkapkan hal-ha1 yang 

menimbulkan sangkaan tindalc pidana atail perbuatan yang 

merugikan Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa 

Keuangan lnemberitahukan persoalan tersebut kepada 

Pernerintah 

Pasal4 Sehubungan dengan penunaian ti~gasnya Badan Perneriksa 

Keuangan berwenang tneminta keterangan yang wajib 

diberikan oleh setiap orang, badanlinstansi Pemerintah atau 

badan swasta sepanjang tidalc bertentangan dengan Undang- 

undang. 

Peraturan yang menjadi dasar pelalcsanaan pemeriksaan Iceuangan 

negara oleh BPK sesuai yang diarnanatlcan pada Pasal 3 ayat (3) Undang- 

undang Nornor 5 tahun 1973 adalah rnasih berdasarkan peratilran 

keuangan negara produk zaman Mindia Belanda yaitu Indische 

Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 jo. Lernbaran 
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Negara 1968 No~iior 53 dan Insfrsrcfie en ver~lere Bepalingen voor de 

Algemeene Rakenkamer (IAR). 

Setelah ditetapkan Undang-undang Nornor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-undnag Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, perlu ditetapl<an aturan tersendiri tentang 

pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang bukan merupakan produl< Hindia Belanda yang selatna ini 

dijadikan pedoman oleh BPK yaitu IAR (Staatsblad 1933 Nomor 320). 

Pada tanggal 19 J u l i  2004 disahkan Undang-undang Nomor 15 

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara , dimana dalam undang-undang ini diati~r hal-ha1 pokok 

yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara sebagai berikut: 

( 1 )  Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa; 

(2) Lingkup pemeriksaan; 

(3) Standar Pemeriksaan; 

(4) Kebebasan dan kernandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan; 

(5) Akses pemeriksa terhadap informasi; 

(6) Kewenangan untuk mengevaluasi pengeridalian intern; 

(7) Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; 

(8) Pengenaan ganti kerugian negara; 

(9) Sanksi pidana. 



BAB I11 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH OLEEI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

DITINJAU DARI ASPEK I-ILIKUM 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1 .  Subyek Penelitian 

Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 23 G Ayat (1) 

dinyataltan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudultan di Ibu Kota 

Negara, dan memiliki Perwakilan di setiap provinsi. Sesuai Organisasi 

dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI yang baru diberlaltukan setelah 

ditetapkan SK BPK R1 Nomor 39lKll-Vlll.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 

diantaranya menyatakan bahwa Perwaki Ian BPK RI di Yogyaltarta adalah 

salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada dibawah Auditorat 

Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwaltilan. 

Perwakilan BPK RI di Yogyaltarta lnempilnyai tirgas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah 

Provinsi Dl Yogyakarta, Pemerintah KotalKabupaten di Provinsi DIY, 

serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, 

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. 

Untuk lnelaksanaltan tugas tersebut diatas, Perwaltilan BPK RI di 

Y ogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai beri kut: 

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Perwakilan BPK RI di 

Yogyakarta dengan lnengidentifiltasi indicator kinerja utama 

berdasarltan rencana imple~nentasi rencana strategis BPK; 



b. Perumusan rencana kegiatan Perwakilan BPK RI di Yogyakarta 

berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fi~ngsi perwaltilan BPK RI  di 

Y ogyakarta; 

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan daerah yang ~nenjadi tugas Perwaki Ian BPK 

RI  di Yogyakarta; 

d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang 

dilaksanakan oleh Perwakilan BPK RI di Yogyaltarta, yang meliputi 

Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pe~neriksaan 

Dengan Tujuan Tertentu; 

e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh 

Auditorat Keuangan Negara; 

f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas 

Perwakilan BPK RI di Yogyakarta; 

g. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pe~nerintah Daerah dan DPRD 

tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI  di 

Y ogyakarta; 

h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriltsaan yang mengandung unsur 

tindak pidana korupsi dan atau kerugian daerah llntuk disampaikan 

kepada Ditama Binbangkum; 

i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandi~~ig unsur tindak 

pidana korupsi untuk disampaikan kepada lnstansi Penegak Hultum; 



j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjiit hasil pe~iieriksaa~i; 

I<. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas 

Perwakilan BPK RI di Yogyakarta yang akan disalnpaikan kepada 

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan 

pemangku kepentingan dimaksud; 

1. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan 

Sumbangan lkhtisar Hasil Perneriksaan Semester pada lingkup tugas 

Perwakilan BPK RI di Yogyakarta bail< yang pemeriksaannya 

dilaksanakan oleh pemeriksa BPK lnaupun oleh pe~neriksa diluar 

BPK; 

In. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukuin, hubungan 

masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta 

administrasi umum; 

n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditiigaskan oleh Auditor Utalna 

Keuangan Negara V; 

o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utalna 

Keuangan Negara V. 

Perwakilan BPK R1 di Yogyakarta terdiri dari : 

a. Sub Auditorat Dl Yogyakarta,dan 

b. Sekretariat Perwakilan. 

Sub Auditorat Dl Yogyakal-ta me~iipuriyai tugas lnelneriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dael-ah pada Pelnerintah 

Provinsi Dl Yogyakarta, Kabupaten Sle~nan, [cabupaten Kulonprogo, 



Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta serta 

BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk 

rnelaksanakan perneriksaan yang dilimpalikan oleli AKN. Didalam 

menyelenggarakan tugasnya Sub Audiorat Dl Yogyakarta 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggi~ng jawab Iteuangan daerah pada 

lingkup tugas Sub Auditorat Dl Yogyakarta; 

b. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriltsaan yang di l impahkan oleh 

AKN; 

c. Pengelolaan dan pemantauan database profil entitas pemeriksaan pada 

lingkup tugas Sub Auditorat Dl Yogyaltal-ta; 

d. Pemantauan penyelesaian Kerugian daerah pada lingkup tugas Sub 

Auditorat Dl Yogyakarta; 

e. Penyiapan bahan penyusunan penjelasan ltepada Pemeriritah, DPRD 

tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat DI 

Y ogyakarta; 

f. Penyiapan bahan evaluasi dala~n rangka penyusunan Sumbangan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub Auditorat 

DI Yogyakarta, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun 

pemeriksa dari luar BPK; 

g. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DI Yogyakarta yang ~iiengandung unsilr tindak pidana 



korupsi danlatau kerugian daerah untuk disampaikan Ditama 

Binbangkurn; 

h. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat 

DI Yogyakarta yang ~nengandung unsure tindak pidana I<orupsi untuk 

disampaikan kepada instansi penegak hul<um; 

i.  Pemantauan pelaksanaan tindak la~ijut hasil pemel-iksaan pada lingkup 

tugas Sub Auditorat DI Yogyakarta; 

j. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Sub 

Auditorat DI Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku 

kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku 

kepentingan dimaksud; 

k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan 

BPK RI di Yogyakarta; 

1. Pelaporan hasi l kegiatan secara berkala I<epada Kepala Perwaki Ian 

BPK RI  di Yogyakarta. 

Sub Auditorat Dl Yogyakarta terdiri dari : 

a. Seksi DI Yogyakarta I; 

b. Seksi Dl Yogyakal-ta 11. 

Seksi Dl Yogyakarta 1 inempunyai tugas memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan daerah, ~iieriyiapkan bahan penjelasan atas 

hasil pemeriksaan, memantau tindak latijut hasil pemeriksaan dan 

penyelesaian kerugian daerah, rnenyiapkan baha~i evaluasi Sumbangan 

lkhtisar Hasil Peineriksaan Semester dan kajiaii hasil periieriksaan yang 

mengandung unsur tindak pidana korupsi danlatau I<erugian daerah, serta 
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menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Petnerintah 

Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo, 

serta BUMD dan lembaga terkait di lingltungan entitas tersebut diatas, 

terlnasuk melaksanaltan pemeriksaan yang dilimpalikan oleli AKIV, dan 

melaporkan hasil kegiatannya secara berltala Itepada Kepala Sub Auditorat 

Dl Yogyakarta; 

Seksi Dl Yogyakarta I I  mempunyai titgas memeriltsa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan daerah, menyiapltan bahan penjelasan atas 

hasil pemeriksaan, inemantau tindak latijut hasil perneriksaan dan 

penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi Sumbangan 

Ikhtisar Hasil Pelneriksaan Semester dan kajian hasil pemeriksaan yang 

lnengandung unsur tindak pidana korupsi danlatau Iterugian daerah, serta 

menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pernerintah 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, serta 

BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, terlnasuk 

melaksanakan pemeriksaan yang dilimpalikan ole11 AKN, dan melaporkan 

hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sub Auditorat Dl 

Yogyakarta. 

Data Penelitian 

Perwakilan BPK R1 di Yogyakarta me~npuriyai titgas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pernerintah 

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, KotaIKabupaten di Provinsi Dl 
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Yogyakarta (Kota Yogyakal-ta dan Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung 

Kidul, Kulon Progo), serta BUMD dan leinbaga terltait di lingkungan 

entitas tersebut di atas. 

Pemeri ksaan yang di lakukan BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) adalah deiigaii pe~neriksaan keuangan, ha1 ini 

sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Laporan Hasil Pemeriltsaan (LHP) keuangan daerah 

oleh BPK memuat opini sesuai dan LHP tersebut disa~npaikan oleh BPK 

kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari pemerintah daerah. Data-data atas penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan laporan hasil Pemel-iksaan BPI< terdiri atas 

data-data tentang pernberian opini oleh BPK R1 dan data-data tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK dalain kurun waktii 3 tahun masa 

pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan tahun 2005, 2006 dan 

tahun 2007. Adapun data yang didapat adalah sebagai beriki~t :86 

a. Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2005 

Tabel 1 
Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI taliun 2005 

(dalam ji~ta rupiah) 

8G sumber dari BPK RI, BPK rlalal~r Angka Tatnln 2006, Percetakan UI'K RI, Jaka~la, 
2006 

107 

Pengeliiaran 

190.047,45 

94.947,26 

Belanja 

639.238,85 

370.340,57 

Opini 

Tidak 
Wajar 
WTP 

Pendapatan 

645.6 1 7,70 

369.649,OO 

No. 

1. 

2. 

Penerimaan 

183.868,8 1 

95.637,95 

Nama Entitas 
yang diperiksa 
Provinsi DIY 

Kota 



3. 

Dari tabel diatas diketahu i bahwa pada semester I Tahun 

4. 

5. 

Anggaran 2005, BPK tnelakukan pe~neriltsaan atas Laposan Keuangan 

Y ogyakarta 
Kabupaten 

Daerah (LKD) Taliun Anggaran 2004 pada Provinsi DIY, Kota 

Sum ber dari BPK RI, BPK dalar77 Angkn Tnhzm 2006 

Sleman 
Kabupaten 
Gunung Kidul 
Kabupaten 
Bantul 
Jumlah 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, kabupaten Gunitng Kidul, dan 

491.568,20 

Kabupaten Bantul. Jumlah pe~nerintah daerah yang diperiksa sebanyak 

340.447,49 

398.879,89 

2.246.163,16 

lima entitas atau 83,33 % dari seluruh pemerintah daerah yang ada d i  

488.077,55 

Provinsi DIY. Berdasarkan pe~neriltsaan diketahui realisasi anggaran 

347.1 12,28 

396.426,76 

2.241.196,Ol 

pendapatan sebesar R~2.246~16 miliar. Opini yang diberikan BPK RI 

52.055,95 

masih bervariasi yaitu dari 5 (lima) entitas yang diperiksa hanya ada 

40.829,34 

39.624,17 

41 1.816,02 

I(satu) entitas yang tnetidapatkan opini WTP (Wajar Tanpa 

55.546,60 

Pengecualian) yaitu laporan Keuangan Kota Yogyakarta sedangkan 3 

WDP 

34.164,55 

42.077,30 

416.783,16 

(tiga) entitas yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan 

WDP 

WDP 

Kabupaten Bantul diberikan opini WDP( Wajar Dengan Pengecualian) 

serta I(satu) entitas diberi opini TW (Tidak Wajarladvesse) yaitu 

entitas Provinsi DIY. Pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD pada tahun 

2005 belum selnila entitas yang mernbuat laporan keitangan daerah 

diperi ksa. 

b. Pemeriksaan Keuangan Tahun 2006 



Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintali Daerah Tahun 

Anggaran 2005 pada enaln entitas di wilayah Provinsi DIY, diketahui 

realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.713,39 miliar, realisasi 

belanja sebesar Rp2.640,12, peneriniaan pelnbiayaan sebesar 

Rp40 1,15 miliar, pengeluaran pelnbiayaan sebesar Rp45 1,26 mi liar. 

dengan opini atas LKPD tersebut seluruhnya adalali "Wajar Dengan 

Pengecualian" (WDP). Untuk jelasnya dapat dilihat rincian, pada tabel 

berikut : 

Tabel 2 
Hasil Pelneriksaan LKPD oleh BPK tahuri 2006 

(dalam ji~ta rupiah) 

No' 

1 .  
2. 

I 

3. 

Nama Entitas 
yang diperiksa 
Provinsi DIY 
Kota 

5. 

c. Peineriksaan Keuangan Tahun 2007 

Y ogyakarta 
Kabupaten 
Sleman 

~ a n t u l  
Jumlah 

Tabel 3 
Hasil Peineriksaan LKPD oleh BPK tahun 2007 

(dalam juta rupiah) 

Pendapatan 

699.579,3 1 
39 1.886,90 

4. 1 Kabupaten 
~ u n u n ~  Kidul 
Kabupaten 

520.548,87 

Surnber : HAPSEM BPK RI Semester I fahrrn 2006 
2.713.395,76 

Bela~ija 

676.198,53 
399.244,6 1 

35 1.298,03 

442.291,64 

508.279,54 

2.640.120,47 

No' 

1 .  

2. 

Penerilnaan 

173.507,19 
92.695, l l 

352.144,43 

41 7.798,07 

109 

Penerimaan 

189.400,97 

76.983,97 

47.893,35 

401.156,66 

Nama Entitas 
yang diperiksa 
Provinsi 
DIY 
Kota 
Y ogyakarta 

Pengeluaran 

196.887,97 
85.337,4 1 

32.642,46 

37.293,87 

Pengeluaran 

2 19.9 15,58 

99.237,23 

Opini 

WDP 
WDP 

60.162,68 

451.262,93 

Opini 

WDP 

WDP 

Pendapatan 

88 1.144,85 

5 19.022,24 

WDP 

3 1796,05 

6 1.787,44 

- 

Belanja 

850.630.25 

496.768,98 

WDP 

WDP , 



Pada tahun 2007, pe~neriltsaan laporan keuangan pe~nerintah 

daerah sudah dilaksanakan secara keselul-uhan (100%) atas entitas 

3. 

4. 

5. 

6. 

pelaporan yang diperiksa oleh BPK R1. Berdasarkan data tabel diatas 

Sunlber : HAPSEM BPK RI seniesler I ruh~in 2007 

609.765,4 1 

503.624,6 1 

545.132,14 

458.909,86 

2.640.120,47 

diketahui dari 6 (enam) entitas pelaporan yang diperiksa, opini yang 

Kabupaten 
Sleman 
Kabupaten 
Gunung I<idul 
Kabupaten 
Bantul 
Kabupaten 
Kulon Progo 
Jumlah 

diberikan oleh BPK RI sangat beragam dan tidal< ada satupun entitas yang 

702.929,58 

527.352,23 

599.6 19,65 

448.37 1,80 

2.7 13.395,76 

diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang diberikan 

WDP 

TW 

WDP 

Disclaimer 

5 1.69 1,3 1 

29.674,72 

36.985,12 

47.336,76 

40 1.156,66 

adalah 4 (empat) entitas diberi opini WDP yaiti~ Provinsi DIY, Kota 

9.337,74 

5.099,07 

3.003,99 

36.798,70 

45 1.262,93 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabi~paten Bantul. I(satu) entitas 

diberi opini Tidak Wajar yaitu laporan keuangan Kabupaten Guni~ng Kidul 

dan 1 (satu) entitas diberikan opini Tidal< Wajar (Adverse) yaitu 

Kabupaten Kulon Progo. 

Data tindalc lanjut hasil pemeriksaan BPK R1 sela~na tahun 2005, 

2006 dan 2007 dil<etahui sebagai berikut: 



Jenis entitas Rkm 

TA 2005 
LKD Kab. Bantul TA 2004 
LKD Kab. Gunung Kidul TA 
2004 
LKD Kab. Sleman TA 2004 
LKD Propinsi DIY TA 2004 
LKD Kota Yogyakarta TA 
2004 1 I 1  
Jumiah TA 2005 88 

LKD Propinsi DIY TA 2005 
LKD Kab. Bantul TA 2005 
LKD Kab. Gunung Kidul TA 
2005 
LKD Kab. Slernan TA 2005 
LKD Kab. Kulon Progo TA 
2005 
LKD Kota Yogyakarta TA 

Tindak Lanjut ha 

Nilai 

Tabel 4 
i l  Pe~neriksaan BPK atas LKPD 

Telah Ditindaklanjuti 
I Dalam Proses Tindak 

Laniut ., 
Rek 1 Nilai Nilai 

Belum Ditindaklanjuti 

E J 7 $ i r  



3. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dilakukan pada 

beberapa Entitas Pemeriksaan yang lneliputi aparat Pemerintah Daerah 

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan beberapa Kabupaten di Provinsi 

DIY. Fokus penelitian dii~ta~nakan pada lnstar~si Pengelola Kei~angan 

Daerah dan Sekretariat DPRD serta beberapa anggota DPRD, dengan hasil 

wawancara sebagai berikut: 

a. Sistem 

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2004 sd. 2006) penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dael-ah (APBD) sudah berpedolnan 

pada peraturan huku~n tentang pengelolaan Iteuangan daerah. Dasar 

hukum yang dipakai dalam penyusunan APBD tahun 2004 adalah 

Undang-undang lUo~nor 17 Tahun 2003, PP 105 T a l i ~ ~ n  2000, PP 

Tahun 108 Tahun 2000, PP Tahun 2009 T a l i ~ ~ n  2000, Kep~lti~san 

Menteri Dala~n Negeri Nomor 29 Tahuli 2002 set-ta Surat Edaran 

Mendagri Tahun 2003 tentang Pedo~nan Penyusu~~an APBD Tahun 

Anggaran 2004. 

APBD Tahun 2005 yang dipaltai adalah : Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kei~angan Negara Nolnor 17 Tahun 

2003 adalah Undang-undang Nolnor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-i~ndang No~nor 15 Tahun 2004, 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004, Undang-ildalig Nolnor 33 

Tahun 2004, PP Tahun 2000, Keputilsan Menteri Dala~n Negeri 



Notnor 29 Tahun 2002 serta Surat Edaran Mendagri Tahun 2003 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahuti Anggaran 2005. 

Untuk APBD Tahi~n 2006 yang dipalcai adalah : Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara No~nor 17 

Tahun 2003 adalah Undang-undang No~nor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomoi- 15 Tahun 2004, 

Undang-undang Notnor 32 Tahun 2004, Undang-i~dang Notnor 33 

Tahun 2004, PP Tahun 2000, Kepittusan Mentel-i Dala~ii Negeri 

Nomor 29 Tahun 2002 serta Surat Edaran Mendagri Tahun 2003 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006. 

Sejak Tahun 2004 penyusunan APBD telah ~nenggutiakan 

landasan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Apabila 

ada perubahanlpenyimpangan se~nata karena tahapanlproses 

pemahaman dan aplikasi yang betetahap tnenyesi~aikan dengan 

kemampuan personilnya. 

Untuk penyitsunan APBD tahun 2004 satnpai dengan 2006 

tidak ada perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. 

Pelaksanaan perubahan pengelolaan kei~angan daerah pokok yang 

signifikan terjadi dengan terbitnya PP 24 dan PP 58 serta Per~nendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 yang untulc Kabupaten Guni~ngltidul 

dilaksanakan pada tahun 2007. 

Penyusunan Laporan Keitangan Pemerintali Daerali (LKPD) 

Tahun Anggaran 2004 - 2006 disusun belu~n berdasarkan PP 24 



tentang SAP karena dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 

332 dilaksanakan secara bertahap nainiln d e ~ u  iltian LKPD 

menggunakan konversi PP 24. 

Sebelum menggunaltan SAP ~nalta dalam penyusunan LKPD 

berpedoman pada Kepi~tusan Mendagri Noinor 29 Tahun 2002. 

Terdapat pertentangan dalam aturan pengelolaan keuangan 

daerah antara PP 24 Tahun 2005 dan PP 58 Tahi~n 2006 diantaranya 

fungsi unit perbendaharaan pada bagan alur pegelolaan lteuangan 

daerah. 

Perlu adanya peratilran yang mensinkronltan antara perbedaan 

PP 24 Tahun 2005 dan PP 58 Tahun 2006, karena PP 58 Taliun 2006 

adalah Pedoman Pokok dalam pengelolaan kei~angan bagi seluruh 

pemerintah daerah sesuai dengan pengantar dari Mendagri sedangkan 

bagi pemeriksa lebih mendasarkan pada PP 24Tahun 2005 tentang 

SAP. Kedua peraturan pemerintah tersebut masih berlaku dan apabila 

masing-masing pihak berpedoman menurut penafsirari masing-masing 

maka tidak akan pernah ada titik temu seliingga dala~n hasil 

pemeriksaan permasalahan yang sama akan selalu teru lang. 

Terhadap koreksi yang dilakukan olegh BPK atas beberapa 

akun anggaranlkode rekening kami setuju untuk perbaikan dalam 

pengelolaan keuangan daerah kedepan. Mengenai pelaltsanaan koreltsi 

tersebut sebaiknya dilaknasakan pada tahun beriltutnya Itecuali 

memang berimplikasi pada perangkaan LKPD. 



Terdapat perbedaan pendapat atas hasil pemeriksaan oleh 

auditor dengan pengelola ke~~angan daerah yang berltaitan dengan SAP 

sebaiknya perbedaan pendapat tersebut dilte~iibaliltan kepada peraturan 

perundangan diatasnya sehingga penyelesaian perbedaan pendapat 

dapat dilaksanakan secara obyektif. Y ang terjadi saat ini yang dipakai 

adalah pendapat auditor karena yang menerbitl<an LHP adalah BPK 

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh auditor. 

Terdapat kendala dalam pelaksanaan PP 24 ta l i~~n 2005 karena 

format dalam PP tersebut berbeda dengan format dalam PP 58 Tahun 

2006 yang dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 maupun 

perubahannya Permendagri Nomor 59. 

b. Kriteria 

Dalam pemeriksaan atas LKPD oleh BPK pernah terjadi 

perbedaan pendapat dengan auditor yang bertugas di Penida. 

Contohnya untuk kabupaten Gunungkidul pada Pemeriksaan TA 2007 

yang dilaksanakan pada TA 2008 yaitu : 

a. Pengakuan pendapatan dana ASKESKIN dari Departemen 

Kesehatan yang disalurkan langsung ~iielalui Puskesmas yang 

dalain LHP diharuskan untuk didata dalani kas daerah tidak dapat 

dilaksanakan karena dana tersebut bukan ~111tuk pernerintah daerah 

tapi langsung untuk pelayanan kegiatan masyaraltat. Sehingga 

pendapatan mallpun belanjanya di luar APBD da~i  pelaporannya 

kepada Departemen Kesehatan. Tidak ada dasar hultum/kode. 



Rekening penerirnaannya dicatat dalarn APBD. Apabila dicatat 

sebagai pendapatan seharusnya masult sebagai pendapatan dana 

pertimbangan/transfer dari Departemen Keuangan sebagaimana 

Departernen lainnya. Demikian pula dengan dana BOS dari 

Departemen Pendidikan Nasional yang mekanismenya ser~~palsama 

Askeskin namun tidak pernah dipersoalltan/dihar~~sl<an dicatat 

sebagai peneri~naan daerah oleh auditor BPK sehingga terltesan 

auditor BPK tidak konsisten. 

b. Pengesahan SPI belanja dalam PP 24 Taliun 2005 paragraf 32 

disahkan oleh unit yang melaksanakan fungsi perbendaharaan 

sedangkan pada PP 58 Tahun 2006 pengesahan SPI oleh Pengg~~na 

Anggaran dan fungsi pembuI t~~a~ i / ak~~n ta~ i s i  SKPKD adalah 

verikator tetapi tidak mengesahkan sesuai dengan Bagan Alus 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. Dala~n UU Nomor 1 T a l i ~ ~ n  2004 tentang 

Perbendaharaan Negara tidak ada fungsi pengesahan SPI pada unit 

perbendaharaan Verifikasi yang dilaksanakan ole11 unit 

perbendaharaan adalah dalarn ranglta penerbitan SPM dan SP2D 

serta pengendalian kas. 

c. Pernbebanan belanja modal dilnana pencatatan bela~ija ~iiodal 

(asset tetap) dicatat berdasarkan liarga peroleolia~i dilnana kode 

rekening belanja modal dan kode rekening i lr i t~ik peroleliannya 

berbeda sehingga pem bebanannya menjadi bessifat subyektif 



d. Pemahamanl Penerapan peraturan perundangan yang berbedaltidak 

konsisten contohnya untuk dana Askesltili yang pengaturan 

pendapatan lnaupun belanjanya tidalt melalui APBD 1 ltas daerah 

harus dicatat dalaln LKPD namun sebaliknya ada bantuan dari 

propinsi yang baru diberikan pada akhir tahun dan penggunaannya 

telah ditentukan oleh pe~nberi dana (specif'ic grand) di~nana 

perubahan APBD telah dilaksanaltan nalnun pendapatan dan 

belanjanya yang dicatat dan dilaporltan dalam LKPD. 

Per4tanggungiawaban Pelaksanaan APBD dianggap lnenyalahi 

aturan. 

Dala~n penyalnpaian kriteria atas catatan pemeriltsaan auditor 

telah menggunakan suatu perundangan yang berlaku hanya saja 

kadang kriteria sebab akibat yang dipakai tidak jelas sehingga rnana 

yang harus dikoreksi tidak jelas apakah penganggarannya, ataukah 

pelaksanaannya atau SPJ (Surat Pertanggungiawaban)nya. 

Dalaln lnelnberikan tanggapan atas pemeriltsaan auditor BPK 

alasan yang disampaikan oleh pengelola I<euangan daerah selalu 

mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlala~. 

c. Tindak Lanjut 

Terdapat koreksi atas Laporan Kei~angan dan Catatan 

Pemeriksaan terutalna yang ditindaltlanjuti adalah koreltsi laporan 

karena berpengaruh pada Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sedangkan mengenai catatan 



pemeriksaan apabila dapat koreksi malts dalam LKPD segera 

ditindaklanjuti sedangkan yang terltait dengan penganggaran akan 

ditindaklanjuti tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran 

beri kutnya. 

Terhadap tindak lanjut Hasil Pemerltsaan LKPD oleli BPK 

selalu dilakukan pembahasan dengan DPRD karena Perda APBD dan 

Perda Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD merupaltan produk 

bersama antara eksekutif dan legistalif. 

Koreksi dan catatan pelneriltsaan mendapat porsi pe~nbahasan 

yang seirnbang antara legislatif dan ekseltutif guns perbaikan dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

Selain wawancara dengan Entitas Pelneriksaan j ~ ~ g a  

dilakukukan wawancara dengan aparat pemeriksa Ke~langan (Auditor) 

dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilari Provinsi DIY dengan 

hasil wawancara adalah bahwa untult penerapan PP 24 tahun 2005 

tentang Standar Audit Pemerintahan secara efektif baru dilakukan pada 

tahun 2007 untuk tahun audit LKPD 2006, namun entitas yang 

diperiksa untuk LKPD Tahun 2004, taliun 2005 dan t a l i ~ ~ ~ i  2006 belu~n 

sepenuhnya menerapkan SAP. 

Peraturan yang dipakai oleh auditor i~ntult ~iienerapltan 

kebijakan akuntansi selalna belu~n digunaltannya SAP adalah inengacil 

pada kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang pada Kepmendagri 



No~nor 29 Tahun 2002 atau Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) 

yang bersumber pada Standar Akuntansi Iceuangan (SAIc). 

Dalarn pemeriksaan atas LKPD, auditor BPK akan me~nberiltan 

opini-opini dan alasannya sebagai berikut: 

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alasannya apabila tidak 

terdapat salah saji yang material yang mempengaruhi kewajara 

dalam penyajian akun-akun dalam laporan keuangan 

- Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) alasannya apabila 

terdapat salah saji material pada pos-pos laporan Iteuangan tertentu 

namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi Itewajaran laporan 

keuangan 

- Opini untuk tidak memberikan pendapat (Disclaimer) apabila 

terdapat pembatasan atas scope audit sehingga auditor tidak dapat 

menerapkan prosedur audit yang signifikan dan terdapat kelemahan 

dala Siste~n Pengendalian Intern yang sangat signililtan sehingga 

mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan 

- Opini Tidak Wajar (TW atau Adverse) apabila terdapat salah saji 

yang material atas sebagian besar atau keselurnhan pos-pos laporan 

keuangan yang mengakibatkan penyajian laporan keuangan 

menjadi tidak wajar. 

Selain itu auditor BPK juga mengalanii I<endala-kendala dalam 

pemeriksaan atas LKPD yaitu adanya Itendala peraturan yang belum 

diterapkan oleh Pemerintah Daerah karena memerlukan persiapan 



infrastrukturnya sebagai contoli adalah dalam meneraplcan Standar 

Audit Pemerintahan sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, PP 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU) yang 

sampai saat ini belum dapat diterapkan ];arena belum ada peratilran 

pelaksanaannya. Selain itu terbitnya Peratul-an Menteri Dala~n Negeri 

(Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 juga belum langsung dapat 

diimplementasikan karena entitas pada taliun 2007 masih me~nakai 

anggaran berdasarlcan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 

B. Peran BPK dalam Pemeriksaan atas Laporan Keua~igan Pemerintah 

Daerah (LKPD) 

Peranan BPK ditentukan oleh UUD 1945 BAB V l l l  Pasal 23 ayat (9,  

yaitu sebagai berikut : "Untuk rnemeriksa tanggi~ng jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya 

ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan it11 diberitahukan 

kepada Dewan Perwalcilan Rakyat". 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa : "Cara 

Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah diseti~jui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Unti~k 

memeriksa tanggung jawab Pemerintah it11 perlu ada suatu badan yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan yang ti~nduk 

kepada Pemerintah tidak dapat melakul<an kewajiban seberat itu. Sebaliknya 



badan itu bukanlal~ pula Badan yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu 

kekuasaan dan kewajiban Badan itu ditetapkan dengan Undang-i~ndang". 

Dari ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 dan pe~~jelasannya seperti 

tersebut di atas terkandung pengertian bahwa kedudukan BPK adalah sama 

dengan kedudukan Presiden. BPK yang bertugas ~i~erneriksa tanggung jawab 

Pemerintah tentang keuangan negara adalah suati~ badan yang terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan melaksanaltan perneriltsaan dari luar 

tubuh Pemerintah ~nengenai penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungiawaban keuangan negara dalam ranglta tanggung jawab Presiden 

terhadap Lembaga tertinggi Negara, yaitu terhadap Majelis Permi~syawaratan 

Rakyat. 

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahi~n 1973 Bab I Pasal I 

secara tegas menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Kei~angan adalah Leinbaga 

Tinggi Negara yang dalain pelaksanaan ti~gasnya terlepas dari pengaruh dan 

kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pe~nerintali. 

Dalam hubungan dengan pemeriltsaan atas tanggung jawab keuangan 

negara, d ikenal pula Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai 

yang disebutkan pada Penjelasan Urnu~n butir 5 Undang-i111dang Nomor 5 

Tahun 1973 

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit 

pengawas yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, dan berti~gas 

membantu fungsi pengawasan dari pimpinan organisasi serta membanti~ 

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi 



Sebagai contoh pengawasan jenis ini adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh Badan Pengawasan ICeuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Badan ini merupakan aparat pengawas fi~ngsional yang berada dala~n 

lingkungan Pemerintah untuk ~ n e ~ n b a n t i ~  Presiden melaltultan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap departemen/lembagdPe~nda/BUMN/BUMD. Aparat 

pengawasan fungsional lainnya di lingkungan Pemel-intah Indonesia adalah 

lnspektorat Jenderal (Itjen) di setiap departemen, Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) di lingkungan lembaga negardBUMNIBUMD, Inspektorat W ilayah 

Propinsi (ltwilprop), lnspektorat Wilayah KabupatenIlCota~nadya 

(ltwilkab/ltwi~kod).~~ 

Pemeriksaan ekstern adalah pemeriksaan yang dilala~kan oleh unit 

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dala~n ha1 ini di 

Indonesia yang bertindak sebagai pemeriksa ekstern Pernerintah adalah BPK, 

suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, dan 

melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh pemerintah. Selanjutnya dalam 

penjelasan umum Undang-undang No~nor 5 Tahun 1973 disebutltan antara 

lain dalam melaksanakan tugas perneriksaannya, BPK memperliatikan dan 

mernanfaatkan hasil-hasil pekerjaan APIP. Unti~lt keperluan itu, APIP wajib 

menyampaikan laporan setiap hasil pemeriksaannya kepada BPK, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dengan de~niltian dapat dipahami 

bahwa di Indonesia kedudukan BPK adalah Le~nbaga Tinggi Negara yang 

mempunyai otoritas tertinggi di bidang pemeriltsaan tanggung jawab 



keuangan negara. BPK diberi kewenangan untuk ~iielakukari 3 (tiga) jenis 

pemeriksaan, yakni:88 

I )  Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeril<saan keuangan ini 

dilakukan oleh BPK dala~n ranglca membesikan pernyataan opini tentang 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalaln laporan keuangan 

pemerintah; 

2) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonolni dan 

efisiensi, serta pe~neriksaan atas aspek efektivitas yang Iazim dilakukan 

bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan BPK i11iti11< ~nelaksa~iakan 

pelneriksaan konerja pengelolaan kei~aliga~~ negara. Tiji~an pe~neriksaan 

in i  adalah untuk ~nengidentifikasikan hal-ha1 yarig perlu menijadi perhatian 

lembaga penvakilan. Adapun untulc pemerintah: pe~neriksaan kinerja 

dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuanga~i negaraldaerah 

diselenggarakan secara ekonomis dan e fisien, sel-ta liie~neni~hi sasarannya 

secara efektif; 

3) Pemeriksaan dengan ti~ji~an tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pe~neriksaan 

kinerja. Termasulc dalam pemeril<saari ataas hal-lial lain yang berkaitan 

dengan keuangan dan pelneriksaan investigatif. 

88 Penjelasan U U  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeril<saan I'cngelolaan dan Tanggung 
jawab Keuangan Negara, huruf B. Lingkup Pe~neriksaan SPK 
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Peraturan BPK RI Nomor 01 Taliun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara, menyataltan bahwa : 

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untul; meniberikan Iteyalcinari yang 

memadai (reasonable as.rzrrance) apakah laporan I;euangan telah disajikan 

secara wajar, dalam selnua ha1 yang material sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi lco~nprehensif selain 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Pemeriksaan kinerja adalah pelneriksaa~i atas pe~igelolaan lteuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspelt ekonomi dan efisiensi serta 

pe~neriksaan aspek efektivitas. Dala~n ~nelakukan pemeriltsaan kinerja, 

pe~neriksa juga ~nenguji kepatuhan terhadap ketenti~an peraturan perundang- 

undangan serta pengendalian intern. Pemeriltsaan kinerja dilakukan secara 

obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat 

melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau 

programlkegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja ~nenghasilkan 

informasi yang berguna untuk meningltatlcan Itinerja suatn program dan 

memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab 

untuk mengawasi dan mengambil tindakan Itoreksi serta meningkatkan 

pertanggungjawaban publilt. Pemeriksaan Itinerja dapat memiliki lingkup yang 

luas atau sempit dan menggunaltan berbagai metodologi; berbagai tingkat 

analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja mengliasillcan temuan, 

simpulan dan rekomendasi. 



Pemeriksaan dengan tujuan tertenti~ berti~juan u n t u k  rnemberikan 

simpulan atas suatu ha1 yang diperiltsa. Pemeriltsaan Dengan Tijuan Tertenti~ 

dapat bersifat: eksaminasi (exan~ination), reviu (revie1.11)~ atau prosedur yang 

disepakati (agreed spun procedz~t~es). Pemeriksaa~i dengan tiljuan tertentu 

meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-ha1 lain di bidalig Iteuangan, 

pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistern pengendalian intern. 

Laporan Keuangan Pernerintah Daerah (LKPD) merirpakan 

pertanggungjawaban ltepala daerah, yaitir gubernur/bupati/walikota atas 

pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan 

rnenggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerali dari berdasarkan 

Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP). Hal tersebut dinyatakan dalarn 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I<euangan Negara, Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaliaraan Negara, dan Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, beserta 

peraturan pelaksanaannya. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah IUomor 24 Taliu~i 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang ~nerupaltari aturan pelaksanaan 

dari Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang I<ei~a~igan Negara adalah 

merupakan dasar pelaksanaan pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipergunaltan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. Pemeriksaari atas LKPD merupakan salah sat11 tugas poltok BPK 

RI dala~n rangka melaksanakan Undang-i~ridang Nomor 15 Taliun 2004 

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja\vab Kei~angari Negara 



dan Undang-undang Nornor 15 Taliun 2006 tentang Badan Pemeril<sa 

Keuangan. 

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeril<saan keuangan yang 

bertujuan untuk ~nernberikan opini atas kewajaran laporan lkeuangan tersebut 

dalam semua ha1 yang material sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan.89 Laporan Hasil Perneriksaan atas LKPD memuat opini, yaitu 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai Ikewajaran informasi I<euangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 90 

1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemeriritahan; 

2) Kecukupan pengungkapan (adeqzrate discloszrr*e); 

3)  Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 

4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Pemel.il<sa dapat rnernberikan 

ernpat alternatif opini, yaitu : 

a) Opini Wajar Tanpa PengecualianlWTP (unqzmlfied opinion) 

b) Opini Wajar Dengan PengecualianIWDP (qlrnl13ed opinion) 

c) Opini Tidak Wajar (adversed opinion) 

d) Pernyataan menolak lnernberikan opini (u'isclain~el- opinior?) 

Pejabat pe~nerintah yang instansinya diperiksa dapat membuat 

tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut. Tanggapan pejabat pe~nerintah 

yang bertanggung jawab atas te~i~uan,  kesiri~pulan, dan reko~nendasi 

pemeriksa di~nuat atau dilarnpirkan pada laporan hasil perneril<saan. Laporan 

hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh BPK Ikepada DPRD selambat- 

8 b ~ ~ - ~ ~ ,  Petrrr~t,k ~eknis Peme~.iksuun urtrs Inpo~wn h'clin17ynn Pe~?lerin/nll Dne~nh, 
Litbang BPK, Jakarta, 2006, hlm.1 

90 W. Riawan Tjandra, Op.Ci/.,hlm.143 
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lambatnya dua bulan setelah lneneri~na laporan lteuangan dari pe~nerintah 

daerah. 

Laporan hasil pe~iieriksaan tersebut diatas, disampailtan pula ltepada 

Gubernur/bupati/Walikota sesuai dengan ltewenangannya. Pejabat wajib 

~nenindaklanjuti rekomendasi dalaln laporan tlasil pemeriksaan dan 

memberikan penjelasan kepada BPK tentang tindalt la~ijut atas rekomendasi 

dalam Laporan Hasil Pemeriltsaan selatnbat-lambatnya dalaln waktu 60 (enam 

puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui 

tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat diltenai sanltsi administratif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ltepegawaian. 

Lembaga perwakilan menindaltlanjuti hasil penieriltsaan BPK dengan 

melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPRD dapat melninta 

penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjirti hasil pemeriksaan dan 

meminta BPK untuk melaltukan pemeriksaan lalijutari. Apabila telah 

dilakukan pelneriksaan dan oleh BPK dianggap telah terjadi Itekurangan 

kaslbarang, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu 

pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan Itaslbarang yang terjadi. 

Bendahara diberikan hak untuk menagjukan keberatan atau pelnbelaan diri 

kepada BPK dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah lnenerilna 

surat keputusan tersebut. Apabila bendaliara tidak mengajultan keberatan atau 

pembelaan dirinya ditolak, BPK lnenetapkan surat keputusan pembebanan 

penggantian kerugian negaratdaerah kepada bendahara yang bersa~iglcutan. 



C. Sistem Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan atas laporan I<euangan pe~nerintah 

daerah oleh BPK RI, Undang-i~ndang No~nor  17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara telah mengamanatkan pada Pasal 31 ayat (1) bahwa 

GubernurlBupatilWalikota ~nenya~npaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD lkepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pe~neriksa Keuangan, selambat- 

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggarali berakhir. Ke~nudian 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 

56 ayat (1) : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah lnenyusun laporan keuanga~i pemerintah daerah 

untuk disampaikan kepada Gubernurlbupatilwalikota dala~n rangka ~nernenuhi 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. Undang-i~ndang No~nor  15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggi~ng Jawab Keuangan 

Negara Pasal 2 ayat (2): BPK melaksanal<an pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara. Dan Pasal 17 ayat (2) Laporan hasil 

pe~neriksaan atas laporan keuangan pe~nerir~tah daerah disampaikan oleh BPK 

kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ~neneri~na laporan 

keuangan dari pemerintah daerah. 

Dari ketiga Undang-undang yang biasa disebut palket i111dang-undang 

tentang keuangan negara tersebut, peranan BPK sangat penting karena 

mendapatkan kewajiban dari negara LIII~LII< melalki~kan pemeril<saan atas 



laporan keuangan pe~nerintah daerah sebelum LICPD tessebut diserahkan 

kepada DPRD. 

Sistem pelneriksaali atas LKPD oleli BPK RI yang dilakukan pada 

tahun 2005, 2006 dan 2007 adalali sesuai dengan Panduan Manajemen 

Pemeriksaan (PMP) yang ditetapkan besdasasltan Sul-at Keputirsan Badan 

Pemeriksa Keuangan No~nor I O/SK/K/ 1995 tanggal 3 Juli 1995 dan telah 

direvisi dengan SK BPK RI No~nor 37/SK/1/08/2002 tentang panduan 

Manajemen Pemeriksaan BPK R1 Tahun 2002. Siste~n penierilcsaan sesuai 

PMP BPK RI adalah serangkaian prosedur dan tata laksana periyelenggaraan 

tugas pemeriksaan yang di~nulai dari penyusunan strategi badan, pesencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan serta tindak lanjut dan evaluasi pemerilcsaan. 

Perencanaan pe~neriksaan merupalcan penjabasan dari strategi BPK 

dalam memberikan arahan tentang prioritas da~i  calcupan pen~eriksaan dengan 

merumuskan program kerja sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan 

perencanaan pemeriksaan adalali menjamin bahwa tujuan pemerilcsaan yang 

ditetapkan akan dapat dicapai secara efisien da~i efelctif. 

Berdasarkan strategi yang ditetaplca~~ ole11 badan (termasul< Penetapan 

Kebijakan Prioritas Pemeriksaan), disusun rencana pe~neriksaan Bl'K RI yang 

meliputi : Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Pe~nesilesaan 

(RKP), serta Rencana Kerja Penunjang da11 Pe~~dulcung (RKPP). RKP 

merupakan penjabaran lebil~ la11jut dari RKT yang ~iiemuat ri~ician Icegiatan 

pelneriksaan untuk tahun anggaran yang bersa~igkutan. 



Pekerjaan lapangan pe~neriltsaan keuangari ~ner~rpaltan langlcah 

pelaksanaan RKTIRKP yang telah ditetapkan, dengan t ~ ~ j ~ ~ a n  untuk 

mengu~npul kan bukti-bukti pemeri ksaan, bai k yang dipergunakan sebagai 

dasar untuk menyatakan opinilpendapat auditor atas laporan l<euangan dari 

entitas yang diperiksa maupun sebagai dasar yarig me~nadai ~lntult ~nendukung 

temuan dan si~npulan auditor pada pelalcsa~iaan pemel-iksaan keuangan, 

~neliputi tahap persiapan pe~neriksaan da~ i  taliap pelaltsanaan pe~neriksaan. 

Tahap persiapan pemeriksaan merupakan tahap merenca~iakan sesuatu 

pemeriksaan yang meliputi telaahan LIIIILIII~ atas entitas yang diperiksa, 

pe~naha~nan atas sisteln pengendalian intern, penyus~rnan Program 

Pemeriksaan (P2), penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP), dan 

persiapan administratif pendukungnya. 

Tahap pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan, ~neliputi : 

pertemuan awal (entry brieJng), pengujian efelctititas pengendalian intern, 

pengumpulan bukti-bukti, pengujian bukti-bultti, penyusunan Kertas Kerja 

Perneriksaan (KKP), pembuatan Managei~lent Leuer (ML), dan pertemuan 

akhir dengan pimpinan entitas yang diperiksa (esil briefi~~g). 

Tahap pelaksanaan pemeriksaan atas lial yang berlcaitan dnegan 

keuangan, ~neliputi : Pertemuan awal (enlly blfiiejil~g), peng~~jian efektifitas 

pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti, penyLlsLlnan KKP, pembuatan 

konsep Temuan Perneriksaan (TP), penyampaian Ikonsep TP untitk 

mendapatkan ko~nentar dari entitas yang diperiksa, dan pertemuan akhir 

dengan pimpinan entitas yang diperi ksa (exit bric91g). 



Hasil pelaksanaan pemeril<saan yang dilakukan oleh Tim Pe~neriksa 

dituangkan secara tertulis Ite dala~n ben t~~k  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

LHP merupakan bukti penyelesaian t ~ ~ g a s  pemeriksaan bagi Tim Pemeriksa 

(auditor) yang dibuat dan d isampail<an kepada pem beri t~lgas y a i t ~ ~  Badan 

Pe~neriksa Keuangan RI. 

Sesuai dengan SAP Butir 8.3, "laporan tertulis berfi~ngsi L I I I ~ L I ~  : 

a. Mengkomunikasikan hasil a ~ ~ d i t  I<epada pejabat pemerintah, yang 

berwenang berdasarkan peraturan p e r u n d a n g - L I I I ~ ~ I I ~ ~ I I  yang berlaku; 

b. Me~nbuat hasil audit terhindar dari I<esalahpahaman; 

c. Membuat hasil audit sebagai bahan u n t ~ ~ k  tindakan perbaikan oleh instansi 

terkait; dan 

d. Melnudahkan tindak lanjut untuk menentultan apakah tindakan perbaikan 

yang semestinya telah dilakukan". 

Tujuan tindak lanjut pe~neriksaan adalah ~~ntulc: 

1)  Memastikan bahwa saranlrekomendasi BPK R I  yang di~nuat dalam Hasil 

Pemeriksaan (HP) telah dilaksanakan secara n ~ e ~ ~ ~ a d a i ,  dan tepat waktu 

oleh entitas yang diperiksa; 

2) Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran1 relton~endasi dala~n HP 

yang lalu masih belu~n selesai; 

3) Memonitor tindakan koreksi yang sudal~ dilaItuka11 ole11 manajemen, serta 

hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa, dan 



4) Memasti kan bahwa telnilan yang d iperoleh dalaln pelneri ksaan 

sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam perneriltsaan yang sedang 

dilaksanakan. 

Evaluasi pemeriksaan dimaltsndltan ilntilk 111eni lai apaltah pelneri ksaan 

sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetaplian badan yang 

berupa Rencana Strategia, RKT dan RKP dan apaltah telah dilaksanakan 

sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP). Evaluasi pemeriksaan 

bertujuan untuk menentilltan langkah-langltah perbailtan dala~n menetapkan 

kebijakan dan pelaksanaan pemeriksaan serta kualitas auditor untuk masa 

yang akan datang. 

Dari keseluruhan pelaksanaan sisteln pemeriltsaan sesuai dengan PMP 

yang dikeluarkan oleh BPK RI, untilk perneriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdapat hal-ha1 sebagai 

berikut : 

- Pemeriksaan LKPD oleh BPK R1 dilakultan pada tal~un berikutnya setelah 

laporan keuangan daerah diteri~na dari pemerintah daerah, sehingga untuk 

LKPD tahun 2004 pelaltsanaan pe~neriksaan pada tahun 2005, LKPD 

tahun 2005 pemeriksaannya dilakultan pada tahun 2006 dan LKPD tahun 

2006 pelaksanaannya pelneriksaan dilakultan pada tahun 2007. 

- Pelaksanaan pemeriksaan ole11 BPK R1 pada tahun 2005,2006 dan 2007 

lnasih menggunakan pedoman pemeriltsaan sesuai Standar Audit 

Pemerintahan tahun 1995, kebijakan akuntansi dalaln Kepmendagri 

Nomor 29 tahun 2002 atau PABU (Prinsip Altunta~~si Berlaltu Umum) 



yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan 

oleh organisasi profesi altuntansi. 

- Standar pemeriksaan atas laporan keuangan daerah yang dipaltai oleh BPK 

RI adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerinlah Nolnor 24 tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapltan tanggal 13 Juni 

2005 namun pelaksanaan standar pemeriksaan tersebi~t belum secara 

efektif digunakan untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangal~ Pemerintah 

Daerah tahun 2005,2006 dan 2007. Secara efektif diberlakultannya SAP 

dan SPKN adalah pada pelneriksaan LKPD Tahun 2007 yang pelaksanaan 

pemeriksaannya dilakukan pada tahun 2008 atau 3 tahun setelah 

disahkannya PP Nornor 24 tahun 2005. 

Pelaksanaan PP No~nor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan terlambat dari yang seharusnya diberlakukan pada pemeriksaan 

tahun 2006 dan 2007, karena baru efelttif dilala~kan pada pemeriksaan tahun 

2008. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan pen~erintah daerah yang tidak 

segera menerapkan SAP dalam rnembuat laporan keuangan daerahnya dengan 

alasan perlu mempersiapkan infrastruktur untuk dapat menerapkan SAP. 

Penerapan peraturan pemerintah di daerah selalu tidak bisa secara tegas segera 

diberlakukan, ha1 ini terjadi pula untuk peraturan pernerintah tentang 

pengelolaan keuangan daerah. 

Antara sistem pelneriksaan atas lteua~~gan daerah berlainan dengan 

sistem pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakultan oleh 

pemerintah daerah, nalnun dala~n pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 



daerah tidak bisa dilepaskan dari sistetn yang dipaltai dalam pelaltsanaan 

pengelolaan keuangan tersebut. Dalam ha1 ini antara pe~neriksaan dan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan sangat berkaitan, karena tidak ada 

pe~neriksaan kalau belum ada suatu pelaksanaan atas pengelolaan keuangan 

itu sendiri. Sehingga dasar huli~~m atas pelaksanaan pengelolaan keuangan 

adalah merupakan kriteria yarig dipaltai oleli pemeri ksa dalam 

membandingkan dengan kondisi yang sedang diperiksa. 

Sistem pengelolaan Iteuangan daerali yang baru, yaiti~ PP Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disaliltan pada tanggal 9 

Desember 2005 dan petunjuli pelaksanaannya di daerah-daerah  bar^^ 

dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2006 melalui Peratwan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoriian Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri No~nor 13 t a l i ~ ~ ~ i  2006, secara 

otomatis Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha 

keuangan daerah dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha Iteuangan daerah 

dan belanja daerah dinyatakan dicabut dan tidali berlaltu sesuai pasal 335 

Per~nendagri Nornor 13 Tahun 2006. 

Dari ha1 tersebut diatas diketahui telah menimbulltan s u a t ~ ~  perubahan 

pengaturan tentang pelaksanaan pengelolaan Iteuangan yang tiba-tiba, karena 

dilakukan di pertengahan tahun anggaran yaitu di bulan Mei. Hal ini 

menimbulkan reaksi yang berbeda dari tiap daerah ~11itult pelaksanaan aturan 



sistem yang baru tersebut. Pelalcsanaan peraturan dan pencabutan peraturan di 

pertengahan tahun anggaran yang sudah berjalan sangat menyulitkan posisi 

pemerintah daerah dalam ~nelaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

Kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan adanya gejolak di 

masyarakat telah d ikeluarkan sebelu~n disahkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 tahun 2005, yaitu pada tanggal 2 1 September 2005 telah 

dikeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dala~n Negeri Nomor 90312429lSJ 

Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, dimana pada 

nomor I menyatakan dengan belum ditetaplcannya Peraturan Pemerintah 

sebagai pelaksanaan Pasal 194 dari Undang-undang No~nor 32 tahun 2004, 

dalam rangka sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan materi 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-~~ndang Nomor 15 tahun 

2004, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dari Undang-undang Nomor 33 

tahun 2004, Perati~ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ~naka landasan 

hukum penyusunan APBD, penatai~sahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban kei~angan daerah dalam taliun 2006 secara umum tetap 

mengacu pada Peraturan Pe~nerintah Nornor 105 Tahun 2000 dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002. Nalnun demikian, 

mempertimbangkan masa trarisisi dan Icesiapan daerah, beberapa bagian 

tertentu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelnerintah 

dimaksud secara bertahap tetap dijadikan sebagai acLran dalarn pengelolaan 

keuangan daerah tahun anggaran 2006. 



Penerbitan SE Mendagri No~nor 90312429lSJ pada tanggal 21 

September 2005 in i  telah dijadikan payung hultuni oleh peliierintah daerah 

untuk tidak segera melaksanakan pengelolaan lkeuangan daerah sesuai aturan 

yang baru yaitu Peraturan Pemerintali Nonior 58 tali1111 2005 yang telah 

disahkan tanggal 9 Dese~nber 2005. Dalam ha1 in i  DeparLemen dalam Negeri 

yang berfungsi sebagai koordinator Pembinaan dan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai pasal 222 ayat (1) Undang- 

undang Nomor 32 tahun 2004, telah lnelnbuat suatu Freis Erinessen atau 

peraturan kebijaksanaan untuk mengantisipasi timbulnya suatu kekosongan 

hukum sebelum diberlakukannya Peraturan Pe~iierintali yang baru. 

Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidal; dapat dilepasltan dari 

kewenangan bebas (vrijebevoegdheid) dari pemerintali yang sering disebut 

dengan istilah freis ermessen. Secara bahasa Freies artinya orang yang bebas, 

tidak terikat dan merdeka. Sedangkan Erniessei~ berarti me~npertimbangkan, 

menilai, menduga, dan memperkirakan. Freies Ern/e.rseri berarti orang yang 

memiliki kebebasan untuk menilai, ~nenduga dan ~iie~lipe~.tinibanglta~i sesuatu. 

Istilah ini ke~nudian secara khas digunakan dalam bidang pernerintahan, 

sehingga freies Ern~essen (diski*esionaire) diartikan sebagai salah satu sarana 

yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan ad~ninistrasi 

negara untuk melakukan tindakan tanpa harus teriltat sepenuhnya pada 

~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ l  

91 Marcus Lukrnan, Eksisiensi P ~ I ~ ~ ~ I I I , ~ I ~  Kebijak.saiilrcln (IO~NII? f j i d ~ l i ~ g  Pei.t.~icanaan dun 
Pelaksanaan Rencana Pembanglinan Maie1.i Mlrkrllll Tei.iz~lis i\~o~.sioiirrf. Diser~asi, Universitas 
Padjajaran, Bandung, 1996, hlrn.205. 
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Di  dalam praktek penyelenggaraan pemerin~ahan, fi-ei.~ Erntessen bisa 

dilakukan oleh aparat pemerintah dalam hal-ha1 sebagai berikut": 

a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang Inengatur tentang 

penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah 

tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya data111 menghadapi 

suatu bencana alaln ataupun wabah penyakit menular, maka aparat 

pemerintah hari~s segera rnenga~nbil tindakan yang menguntungl<an bagi 

negara maupun bagi rakyat, tindakan Inana se~nata-mata timbul atas 

prakarsa sendiri 

b. Peraturan perundang-i~ndangai~ yang ~nenjadi dasar berbuat aparat 

pemerintah lnemberikan kebebasan sepe11~11111ya. Misalnya dalam 

pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, setiap pemberi izin bebas untuk 

menafsirkan pengertian " menimbull<an I<eadaari baliaya" sesuai dengan 

situasi dan kondisi daerah masing-masing. 

c. Adanya delegasi per~~ndang-i~ndangan, niaksudnya aparat pemerintah 

diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yalig sebenarriya kekuasaan itu 

merupakan kekuasaan aparat yang lebili tinggi tiligltatannya. Misalnya 

dalam menggali sumber-sumber Iceuangan daerah. Pemerintah daerah 

bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-suniber itu merupal<an su~nber 

yang sah. 

92 Laica Marzuki, Perolziran Kebijoksa~iaa~i (Beleds~.egel) 1-Iclltikirl Serla Fl~tigsinya 
Selakll Sarnna H I I ~ I I ~ I  Pe~l~e~.inlal ia~i. Malialah pada I'cnataran Nasional Ilukum Acara dan 
Hukurn Adrninistrasi Negara. Fakultas tlukum Universitas Iiasan~~din. U,jung Pandang. 26-31 
Agustus 1996. halarnan 7. 

138 



Beberapa alasan dil<eluarka~~nya fi.ei.r Er//le.r.ren atau peraturan 

kebijaksanaan oleh pemerintah tersebut, tidal< bisa dipakai sebagai alasan 

diterbitkannya SE  Mendagri N o ~ n o r  90312429lSJ untuk Pedoman Penyusunan 

APBD TA.2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaa~~ APBD TA. 2005. 

Peraturan Pe~nerintah N o ~ n o r  105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai pasal 157 PP N o ~ n o r  58 tahun 

2005 seharusnya dicabut dan dinyatal<an tidak berlalcu. Namun ada beberapa 

pemerintah daerah dengan alasan lnasa transisi dan I<etidal<siapan aparat 

pe~nerintahnya ~nas ih  enggan untuk melaksanal<an amanat dalam PP Nomor 

58  tahun 2005, sebagai contoh Pernerintah Daerah Provinsi DIY pada tahun 

anggaran 2004, 2005 dan 2006 ~111ti1k penyilsilnan APBD masih berdasarkan 

Peraturan Pemerintah N o ~ n o r  105 Tahun 2000 tentang I'engelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dala~n Negeri 

Nomor 29  Tahun 2002 tentang Pedo~nan Penyusunan, Pertanggnngjawaban, 

dan Pengawasan Keuangan Daerali serta Tata casa Penyusunan APBD, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyi~sunan Perhitungan 

APBD serta berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomos 3 Tahun 2003 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam ha1 ini untul< penerapan suatu peraturan pel-i~ndangan yang tidak 

segera diberlakukan, tidal< diberikan secara tegas sangsi dari pernbuat 

peraturan tersebut. Hal ini telah rneni~nbull~an I<etidal< tegasan dari 

pemerintah, karena apabila dikemudian hari ada perubahan peraturan 

sedangkan peraturan yang ada belurn dipakai akan ~nenimbull<an kebingungan 



dari pelaksana peraturan itu sendiri. Hal ini  terjadi pada saat aturan 

pelaksanaan dari PP Nomor 58 tahun 2005 yaitu Permendagri No~nor 13 tahun 

2006 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pe~iie~.in~al~ daerah, ~naka pada 

tanggal 26 Oktober 2007 telah dikeluarkan Perrnendagri No~iior 59 tahun 2007 

yang merupakan perubahan atas Per~nendagri No~iior 13 l'aliun 2006. 

Sistem pelaksanaan pengelolaan Iteuangan daerali yang berubah-ubah 

dan tidak tegas ini membuat BPK RI dala~n melakukan pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan daerah mendapatlan suatil lkendala dan liambatan 

dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Siltap yang dapat dilakukan oleh 

BPK R1 adalah dengan melnprioritaskali pada hal-ha1 sebagai beriltut : 

I .  Peraturan yang lebih tinggi akan lebih diutamalan; 

2. Substansi pada peraturan yang bar11 lebih dipertim bangltan untult 

pengambilan keputusan dalam pelaltsanaan audit; 

3. Apabila entitas yang diperiksa masih lnengala~iii kesulitan dalam 

penerapan peraturan yang baru, maka ada toleransi sa~npai dengan jangka 

waktu tertentu. 

D. Kriteria Yang Dipergunakan Oleli BPK Untulc Melie~itultan ada atau 

tidaknya pelanggaran hukum dalam Pemeriksaali Atas Ll<l'D 

Bentuk Laporan Hasil Pemeriltsaan atas LKPD oleh BPK RI pada 

tahun 2005 terdiri dari satu bu l t~~  yang ~nemuat bagian-bagian sebagai berikut: 

Bagian kesatu terdiri dari laporan Auditor Independen yang ditandatangani 

oleh Ketua Tim Pemeriksa dan laporan Keuangan yang diberi Opini oleh 



BPK. Bagian kedua terdiri dari Gambaran U ln i~m d m  laporan pemeriksaan. 

Di dalam laporan pemeriksaan atas LKPD juga terdapat Penelaahan atas 

Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan penyusunan laporan 

keuangan, koreksi pembulcuan dan lkecennatan penyilsunan laporan keuangan 

Pemda serta catatan pemeriksaan yang mempengar-ulii I<ewajaran laporan 

keuangan dan catatan pemerilcsaan yang tidal< niempengaruhi kewajaran 

laporan keuangan. 

Opini yang terdapat dalam Hasil pemerilcsaan BPI( RI atas LKPD 

sangat ditunggu oleh stake holder BPK RI  ya i t i~  DPRD i ~ n t i ~ k  lnenjadikan 

dasar penentuan Peraturan Daerah atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

yang disusun oleh eksekutif dala~n ha1 ini Peme~.intaIi Daerah. Hasil 

pe~neriksaan atas LKPD yang sangat penting adalali clalaln penentuan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran dari laporan Iceuangan yang telah diai~dit oleh 

BPK, karena besaran SlLPA tersebut rnempengari~lii penentuan APBD tahun 

berikutnya. 

Dari ha1 tersebut d i  atas diketahui bah\va dalam pelaksanaan 

pemeriksaan atas LKPD, temuan-temuan pemeriksaan yang diperoleh selama 

pe~neriksaan bukanlah sesi~atu yang mutlak hari~s ada dalarn laporan hasil 

pemeriksaan. Namun dalaln Peti~njuk Teknis atas Pemerilksaan LKPD oleh 

BPK RI  diatur bahwa dalaln laporan hasil pemeriksaan atas LKPD terdapat 

bagian yang mengati~r tentang laporan pemeriksaa~~ di mana di dala~nnya 

terdapat catatan pemeriksaan. D i  dala~ii catatan pemerilksaan inilah terdapat 

Temuan Pemeriksaan (TP) yang berisi hal-ha1 yalig pel-lu dimintaikan 



penyelesaian secara cepat. 'TP memililci arti penting untuk disampailcan kepada 

entitas yang diperiksa dan atau pihak lain yang berkepenlingan, didukung oleh 

fakta dan inforrnasi yang aki~rat berliubungan dengan permasalahan yang 

diperoleh dari kegiatan pemeriksaan. Te~iiuan Pemeril<saan dala~n SAP.7.49 

disebut temuan audit yang seringkali dipandang berisi unsur kriteria, kondisi, 

dan akibat, ditambah sebab jika masalahnya dite~iiukan. Nam un ilnsur yang 

dibutuhkan untuk sebuah temuan audit tergantung seluruhnya pada tujuan 

audit tersebut. Jadi sebuah ternuan atail selcelompok temuan audit disebut 

lengkap sepanjang tujuan auditnya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas. 

Dalam SAP.7.50 yang disebut Kondisi adalah ga~libaran tentang situasi 

yang ada. Hal tersebut sudah ditentukan da~ i  didol~umentasil~ari selalna audit. 

Akibat sesuai SAP.7.51 adalah eflect yang me~npunyai dua arti, yang 

tegantung pada tujuan audit. Apabila t ~ ~ j u a n  audit ~nencakup 

pengidentifikasian kosekuensi nyata atau pote~isial dalam suatu kondisi yang 

bervariasi (baik positif maupun negatif) terliadap kriteria yang diidentifikasi 

dalam audit tersebut, rnaka "alcibat" adalah s i ~ a t i ~  ukuran terhadap 

konsekuensi nyata atau potensial tersebut. Auditor sering menggunakan akibat 

dalam pengertian ini untuk menunjuklcan tindalean koreksi atas  nasala ah yang 

ditemukan. Apabila tujuan audit tennasuk memperkilnka~~ seberapa luas suatil 

program telah menyebablcan perubahan Icondisi fisik, sosial atau ekonomi, 

maka "pengaruh" adalah suatu ukuran mengeriai dampak yalig dicapai oleh 

program tersebut. Dalam ha1 ini "pengaruh" adalali seberapa jail11 perubahan 



nyata, baik positif maupun negatif dala~n lkondisi fisik, sosial atau elconomi 

yang dapat diidentifikasi dan dikaitlcan dengan operasi program. 

Dalam SAP.7.52 seperti halnya akibat, "sebab" juga mempunyai dua 

arti yang tergantung pada ti~juan audit. Apabila ~ujuan audit ter~nasuk 

menjelaskan mengapa kinerja yang jelek (atau baik) yang clitetapkan dalaln 

audit tersebut terjadi, rnaka alasan kinerja yang jelek ini disebut dengan 

"sebab". Dengan mengetahui sebab suatu masalah dapat ~~ie~nbantu auditor 

membuat rekornendasi yang bersifat membangnn untilk perbaikan. Oleh 

karena suatu masalah dapat merupakan akibat dari sejumlah faletor tertentu, 

maka rekomendasi dapat lebih lnengena jilca a~~ditor  dapat dengan jelas 

menunjukkan dan menjelaskan dengan bulcti dan alasan tentang Icaitan antara 

masalah dan faktor atau faktor-faktor yang diidentifilcasi sebagai penyebab. 

Apabila tujuan audit termas~~lc ~nemperkirakan pengaruh program 

terhadap perubahan kondisi fisik, sosial atau elconon~i, lnnka a~~ditor  harus 

mencari bukti seberapa jauh program i t u  sendiri me~:jadi penyebab perubahan 

tersebut. 

Istilah kriteria sesuai dengan Standar Audit Pemesintahan tahun 1995 

adalah merupakan ukuran yang ~nenjadi dasar penilaian a t a ~ ~  penetapan 

sesuatu. Menurut SAP 7.1 1 Kriteria adalah standar yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu program dapat ~nencapai atau melebihi harapan. 

Kriteria merupakan suatu alat a t a ~ ~  cara ~ ~ n t u l c  dapat riie~~ialia~lii hasil audit. 

Rencana audit, apabila munglcin harus dapat menyatakan kriteria yang akan 

digunakan. Dalaln melnilih kriteria, auditor mempunyai tzunggung jawab untuk 



rnenggunakan kriteria yang rnasulc alcal, dapat dicapai. dan relevan dengan 

rnasalah yang diaudit. Berikut ini adalah beberapa contoli Itriteria : 

a. Maksud atau tuji~an yang ditetapkan oleli peralul-a11 pel-urida~ig-undangan 

atau yang ditetapkari oleh manajeriie~i; 

b. Standar atau norrna yang dikembangl<an secara teknis; 

c. Pendapat ahli; 

d. Kinerja tahun-tahun sebelumnya; 

e. Kinerja entitas yang sejenis; 

f. Kinerja sektor swasta di bidang yang sama. 

Kriteria juga merupakan istilali yang dipakai dalani penibuatan laporan 

atas temuan perneriksaan yang diperoleh oleli auditor BPK, dilnana sesuai 

Panduan Manajemen Pemeriksaan Taliun 1995 Itriteria adalah ltetidaksesilaian 

antara kondisi yang diternulcan dilapangan dengan peraturan dan ketenti~an 

yang berlaku sebagai atirran dalarn pelaltsariaan pe~igelolaan lkeuangan negara. 

Dalarn pelaksanaan pemeriksaan oleh BPI< untuk  ~~ie~lentul<an ada atau 

tidaknya suatu pelanggal-an huki~ni, ditentulca~i apaltali dala~ii si~atir telnuan 

pemeriksaan yang dikernukal<an dalam laporan terdapat suatu kondisi yang 

tidak sesuai dengan kriteria yang ada dan adanya ltetidal<patuhan atas 

peraturan perundang-undangan yalig berlal<u. Apabila di dala~n I<ondisi 

tersebut diternukan suatu kondisi yang tidalc sesuai dengall kriteria dan 

terdapat indikasi kecurangan-lcec~~rangan yang di lakulta~~ oleli erititas yang 

diperiksa, rnaka BPK RI sesuai Pasal 8 ayat (3) Apabila dalam perneriksaan 

ditemukan unsur pidana, BPK melaporl<a~i Iial tersebut ltepada iristansi yang 



berwenang sesuai dengan ketentuan perat~~ran perundangan paling lama 1 

(satu) bulan sejak diketahui adanya LI I ISLI~  pidana tersebut. 

Dari hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 

2007, BPK RI memakai Itriteria un t~~ l t  menentukan ada tidaknya pelanggaran 

hukum adalah apabila antara lkondisi pada waktu penie~.il;saan dilakukan 

tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seliingga akibat 

yang ditimbulkan bisa menimbulkan hal-ha1 sebagai beriku~ : 

- Kerugian daerah apabila terdapat kondisi yang tidal< sesuai ketentuan yang 

berlaku dan terdapat adanya dupliltasi anggaran seliingga daerah 

mengalami kerugian ltarena telah merealisasikan anggaran untuk kondisi 

yang telah tersedia anggararinya dite~npat lain dan telah ada realisasi pada 

waktu yang bersamaan dan untul< kegiatan yang sama serta digunakan oleh 

orang yang sama, sebagai contoh dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI atas 

Laporan Keuangan P~~ovinsi DIY Tahun 2004 di Yogyaltal-ta No~nor  

142/R~X1V.4/08/2005 tanggal 15 Agustus 2005 ~erdapat telnuan 

pemeriksaan tentang anggaran dan realisasi bela~ija DPRD yang 

dibebankan pada Sekretariat DPRD sebesar I<p2.977.240.412,00 tidak 

sesuai ketentuan. Kriteria yang dipaltai dalam te~nuan pemeriksaan 

tersebut adalah kriteria yang melihat Itondisi secara ~111ium dan secara 

khusus tidak sesuai dengan ketentuan. Krircria yang rnelihat 

ketidaksesuaian ketentuan secara umum adalah kondisi yang ada tidak 

sesuai dengan Pasal 3 ayat ( I )  Undang-undang Nomor 17 Tahu~i 2003 

tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan IVegara yang menyatakan bahwa 



keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perattiran perundang- 

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab 

dengan ~nemperhatiltan rasa Iteadilan dan Itepalutan seria I'asal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertariggungjawaban Iceuangan Daerah yang 

menyebutkan bahwa pengelolaari Iteuangan daerah clilakukan secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-~~ndangan yang berlaliu, efisien, eltonomis, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan inemperhatikan azas 

keadilan dan kepatutan. kriteria yang dipakai secara I.;~LISLIS adalah Surat 

Edaran Menteri Dala~n Negeri Nornor 161/321 I/SJ langgal 29 Desember 

2003 tentang Pedoman Kedudultan I<euangan I'i~npinan dan Anggota 

DPRD dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71 I<MK.02/2003 

tanggal 3 januari 2003 tentang Pel-jalanan Dinas bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidal; Tetap serta Kep~rlusan Gubernur 

DIY Nomor 125 Tahun 2003 tanggal I Olttober 2003 lentang Standarisasi 

Harga Barang dan jasa di Propinsi DIY. 

- Pemborosan keuangan daerah apabila dalam menentukan kondisi yang 

mengakibatkan adanya suatu pe~nborosan Iteu:~nga~i claerah biasanya 

terjadi karena kondisi yang ada melebilii dari slandar biaya a t a ~ ~  ~nelebihi 

volume yang telah ditetapltan oleh Kepala Daerah maupun Departemen 

Keuangan atau kondisi yang ada tidal; sesuai ketentuan yang ditetapkan 

dalam peraturan perundangan yang berlaltu namun Itarena per-timbangan 

audit tidak menimbulkan suat~r kerugian daerah. 



Untuk pemeriksaan atas laporan keuangan ko~idisi yang tidak sesuai 

dengan kriteria petneriltsaati bisa ~nenimbulltan altibal ~idak tercatat dalam 

laporan keuangan daerah dari dan adanya Iceleriialian dalatn sistem 

pengendal ian internal dari entitas yarig diperil<sa. 

Kendala yang dihadapi oleh auditor BPI< RI atas penentuan Icriteria 

dalam temuan pemeriksaan adalah apabila ada hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Peraturan perundang-undangari yalig pemalia~nan atas peraturan 

perundang-undangan yang multi tafsis pada temua~i pe~ne~.il;saan tentang 

Pengeluaran Biaya upah P L I I I ~ L I ~  untulc Retsibusi Daerah atas Sewa dan 

Pendapatan lain-lain sebesar Rp153.675.1 10,OO lidale tepat, Icriteria yang 

secara khusus dipakai oleh BPI< adalah Pel-~~LII-an I'e~iiesintali Notnor 65 

Tahun 2000 tentang Pajak Daesali di~iiana disebutlca~i bahwa untuk 

pemungutan pajak daerah bisa diberilcan upali pungut sebesar 5 %. 

Pemerintah daerah telah menafsirlcan baliwa pembesian upali pungut 

sebesar 5% juga bisa dikenalcan pada pem~rngutan setl-ibusi daerah, 

sehingga daerah telah menganggarlean dan mesealisasikan upah pungut 

untuk retribusi daerah yang sebenasnya tidak sesirai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b. Permasalahan tentang prosedur pengadaan basnng dan jasa dalam 

pengelolaan keuangan daerah, t inib~~l masalali atas penerapan at~tran yang 

berlaku yaitu antara Pasal 21 Undang-~~ndang No~iios I Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan baliwa pe~nbayaran 

atas beban APBNIAPBD tidak boleli dilakukan sebelum barang dan jasa 



diterima, ha1 ini bertentangan dengan pedo~iia~i penagadaan barang dan 

jasa sesuai Kepi~tusan Presiden (Keppres) No~iior 80 Tali1111 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang da~ i  Jasa dililana pada pasal 33 

menyebutkan bahwa : 

1 )  Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a) Untuk usaha ltecil seti~iggi-tiriggi~iya 30% ( t i p  p~11uh persen) dari 

nilai kontrak. 

b) Untuk usaha selain usaha Icecil seti~iggi-ti~iggiriya 20% (dua puluh 

persen) dari nilai ko~itrak. 

2) Pembayaran prestasi pel<erjaan dilakuka~i dengan siste~n sertifikat 

bulanan atau 

3) Sistem termin, dengall ~iie~iiperliitungltan angsuran ilang muka dan 

kewajiban pajak. 

Melihat ketentuan d iatas, antara Pe~iieri~itali Daerah sebagai 

pelaksana anggaran dengan BPI< K I  sebagai auditor bisa menimbulkan 

perbedaan pendapat untuk pemberlakuan Iketentuan tentang pedoman 

pelaksanaan pengadaan bara~ig dan jasa tersebut. 

c. Dalam pemeriksaan atas LKPD terdapat telii~liun pe~neriltsaa~i yang 

menyangkut sistern pengendalian intern di entitas yang diperiksa, yang 

menonjol adalah adanya perbedaan pe~idapat anLa1-a auditor BPK RI 

dengan Pemerintah Daerali yang sedang diperiksa yang menyangkut 

tentang kriteria atas pengaltuan bela~ija daeralilpeugesaha~i SPJ yang 



dijadikan dasar pencatatan dalam laporan lteuangan. Auditor BPK dalaln 

melakukan pemeriksaan laporan I<euangan me~iggunaltan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Al<untarisi Pcll~erintalian dilnana 

dalam SAP 02 Paragraf 3 1 menyatakan bahwa Bela~ija diakui pada saat 

terjadinya pengeluaran dari Rel<ening Kas U~iium 11egaraIDaerah dan 

Paragraf 32 menyatakan bahwa I<husus pengel uaran ~nelalui bendahara 

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggi~ngjawaban atas 

pengeluaran tersebut disaliltan oleli u n i t  yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan. Penafsiran BPK RI atas 1111it yang ~liempunyai filngsi 

perbendaharaan ada pada Bendahara Umum Daerali (BUD) pada Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPICD), yaitil Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) atau Dinas Pe~igelola iceuangan Daerah 

(DPKD). 

Sedangkan Pe~nerintah Daerah menafsirltan bahwa unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan adalall pada Bcndaliara pengeluaran 

yang ada di masing-masing Sati~an ICerja Pesangkat Dnerah (SKPD). Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dalaln Peralusan Menteri Dalarn Negeri 

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada pasal 220 ayat (10) yang ~iienyataltan bahwa 

Bendahara Pengeluaran pada SICPD wajib nie~iipertanggungawabkan 

secara fungsional atas pengelolaan uang yang ~iierijadi tanggungjawabnya 

dengan menyalnpaikan laporan pertanggun~a\vab~ui pengeluaran kepada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPICD) selaku 13endahara Umum 



Daerah (BUD) paling larnbat tanggal I0 bulan berikutliya. I<emudian pada 

pasal 221 menyatalcan dalarn riielakulcan \/erifilcasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang disalnpai lean, PPI<-Sl<I>U berkewaj i ban : 

1) Meneliti kelengkapan dol<urnen laporan pertarlgg~rngjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilanipirkan; 

2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek 

yang tercantuln dala~n ringkasan per rincian obyelc 

3) Menguji kebenaran ses~lai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 

periode sebelurnnya 

Permasalahan yang timbul adalah dalarn pengak~ran belanja yang 

ada di laporan keuangan, Penierintali Daerali rncncatat bela~ija yang 

dikeluarkan adalah berdasarlca laporall pertangg~~~~gja\vaban dari masing- 

masing SKPD. Sedangkan Auditor BPK riiendasarlca~~ pengakuali belanja 

yang dicatat adalah dari dokumen-dol<umen pengeluara~i belanja (SP2D) 

yang disahkan oleh BUD, seliingga tidalc ada Icesanlaan anglca yarig dicatat 

dala~n laporan keuarigan daerali. BUD dala~n ha1 ini tidak pernah 

melakukan pengesahari dan veritilcasi atas SP2D yang diajukan oleh 

masing-masing SKPD. 



E. Tindak Lanjut  I-Iasil Pernei-iksaan BPI< Alas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LICPD) 

Tindak larijut audit adalah baliwa auditor Iiarus rnengikuti 

pelaksanaan tindalc Ia~ijjut atas ternuan materiil dnri audil sebelurnnya, beserta 

rekomendasinya, yang dapat mempengarulii 21uclit alas laporan keuangan. 

Auditor harus nielaltsanaltan lial ini untuk nienenLukan apakali pihak yang 

diaudit telah secara tepat walttu melaksa~ialtan ~indaltan ltoreksi yang 

semestinya. Auditor Iiarus ~iielaporltati te~nuan audil yang material beserta 

rekomendasinya yang berasal dari airdil sebelurnnya, yang berdampak 

terhadap audit atas laporan I<euangan yang sa~iipai dengan saat audit sekarang 

belum ada tindakan ltoreksi. 

Besarnya rnanfaat yang diperoleli dari pekerjaan audit tidak 

terletak pada temuan audit yang dilaporlta~l alclil rekomendasi yang dibuat, 

namun terletak pada penyelesaian efektif yang ditempirli oleh pihak yang 

diaudit. Manajemeri pihalt yarig diaudi~ bertanggungjawab untuk 

menyelesaikan temuan audit beserta rel<omendasinyn, derigan memiliki suatu 

cara untuk menelusuri status temuan audit bcser~a rekornendasinya tersebut 

dapat membantu rnanaje~nen memenuhi tanggung jawnbnya. Jika manajemen 

tidak rnemiliki cara seriiacani itu, auditor dapal menyusunnya untuk 

kepentingannya sendiri. Perliatian secara terus Inenerus terhadap telnuan audit 

yang material beserta rekomendasinya dapal ~iienibantu auditor untuk 

menjamin terwujudnay rnanfaat pekerjaan audit yang dilaltul<an. 93 

93 BPK RI, S/a,~llar cllrdil Pe~~~s/.i/~/oho/r (S.4/>). 'l'iiliun 1'995. lilm. 30. 



Tindak la~i-jut atas liasil pemeriltsaan UIJI< KI atas LKPD, adalah 

merupakan jawaban atau pe~ijelasan atas reko~nendasi yang terdapat dalam 

laporan hasil pemeriltsaan yang diterbilkan olell BPI<. I'elaltsanaan tindak 

lanjut atas rekomendasi BPI< dilakukan ole11 pejabat yang menerima 

rekomendasi BPK y a i t ~ ~  Icepala Dael-ah selaku lkepala entitas yang diperiksa 

oleh BPK. Dala~n Undang-undang Non~or 15 tahun 2004 tentang Pe~neriksaan 

Pengelolaan Keuangan Negara diatur tentang Ilasil pemeriksaan dan Tindak 

lanjut, dimana pasal 20 menyatakan: 

1) Pejabat wajib n~enindakla~lji~ti reltomendasi dalam laporan hasil 

pemeriksaan 

2) Pejabat wajib memberikan jawaban atail pe~ijelnsan kepada BPK tentang 

tindak lanjut atas I-el<omendasi dalan~ laporar~ hasil pemeriksaan 

3) Jawaban atau pe~ijelasan sebagaimana di~nnltsi~d pada ayat (2) 

disampaikan kepada BPI< selambat-lambatnyn G O  (enam puli~h) hari 

setelah laporan hasil pe~i~eriksaan diterima. 

4) BPK memantau pelaltsanaal~ tindalt Ia~ijut liasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) 

5) Pejabat yang diltetaliui tidak ~ilelaltsanal.ca~i kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikeani sangsi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan per1111dang-undangan di bidang kepegawaian 

6) BPK ~nernberitahultan hasil pe~nantauan tindak l a ~ ~ j u t  sebagai~nana 

dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dala~n hasil 

pemeriksaan sennester 



Pasal 2 1 menyataltan, 

1) Lembaga perwakilan menindakla~iji~ti I~asil pe~neriltsaan BPK dengan 

melakukan pembahasan sesiiai dengan ke\venangannya 

2) DPRIDPRD meminla pe~ijelasan kelxida BPI< dalaln rangka 

menindaklanjuti hasil perneriksaan 

3)  DPWDPRD dapat meminta BPI< untuk melal<iil<an pemeriksaan lanjutan 

4) DPWDPRD dapat meminta I'e~nerintah i ~ i i t i ~ l <  nielaltul;an tindak lanjut 

hasil pemeriltsaan sebagaiman dimaksud puda aJrat ( I )  danlatau ayat (3) 

Berdasarkan data penelitian diketaliui bali\va l'indak lanjut atas hasil 

pemeriksaan LKPD Talii~n 2005 masili terdapat te~nilan yang belum 

ditindaklanjuti sejumlali 20 rekomendasi dari 88 rekomendasi BPK sedangkan 

tahun 2006 masili terdapat temuan yang belu~n ditindakla~juti sejulnlah 98 

rekomendasi dari 1 17 rekomendasi yang dikeluarkan BPK untuk hasil 

pemeriksaan atas LKPD di wilapah Provinsi DIY. 

Pada pemeriltsaan atas LI<PD ~ a l i i ~ n  2005 dan 2006 bentuk laporan 

hasil pemeriksaan yang dikeluarltan ole11 B1'1< l i l  alas LKPD masih berupa 1 

buku yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut : 

i. Bagian 1 (Pertama) ~ n e ~ n u a t  tentang Laporan Auditor Independen (LAI) 

dan Laporan Kei~angan yang diberi opini oleli BI31<. kemudian 

i i .  Bagian 11 (Kedua) memual tentang Ca~iibaran U~nurn Pemeriksaan dan 

Laporan Pemeriksaan. 

Dari dua bagian tersebul, L I ~ L L I ~  bagiaii pcr ta~~ia  yang merupakan LA1 

dan laporan keuaiigan yang diberi opini oleli UPI< merupakan gambaran dari 



kewajaran maupun ketidak \vajaran atas Iapol.an keuangan yang dihasilkan 

oleh Pemerintah Daerali yalig bersa~igkutan. Sedangka~i bagian kedua berisi 

laporan pemeriksaan yang didalaninya niemunt Lenta~ig perielaahan atas 

Sistem dan pelal<sariaan Sistem pe~~~bul<uan da11 penyusuna~i laporan keuangan 

entitas yang diperiksa, koreksi pembul~uan dan kecermatan penyusunan 

laporan keuangan serta catatari ~?~.meril<sann yang ~nempengaruhi kewajaran 

laporan keuangali dali catatari pe~lleriksaan yang tidal< lnempengaruhi 

kewajaran atas laporan Ikeuangan. 

Tindak lanjut atas liasi l pemeril<saari BIJ1< K1 di lal<irkan atas koreksi 

pembukuan dan Icecermatan penyusunan laporari keuangari serta rekomendasi 

yang ada pada catatan pemeriksaan. Mulai pz~neriksaan atas LKPD tahun 

2007, bentuk laporan yang diliasilka~i oleli BPI< nieliputi 3(tiga) birku yaitu: 

I .  Hasil Perneriksaan atas laporan I<euangan 

2. Hasil Pemeril<saan atas ICepatulian tel.Iiadap Peraturan Perundang- 

undangan 

3. Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dari entitas yang diperiksa 

Hasil pemerilcsaan alas laporan Iceuangn~i ~nerupal<an bentuk lain dari 

Laporan Auditor Independen (LAI), dimana ~ne~nuat opini dan resume serta 

koreksi dari hasil pemerilcsaan atas laporan keuangan. Laporan hasil 

pelneriksaan ini dapat dimanfaatkan i ~ n t i ~ k  ~iie~igetalii~i tingkat kewajaran atas 

laporan keuangan yang diliasillcan ole11 Pemerinlall Daerah yang bersangkutan. 

Pihak yang berl<ompeten dan nle~nanfaalakan basil pelneriksaan atas laporan 



keuangan ini  adalah DPKD selal<i~ piliak yang al<an menetapkan Peraturan 

Daerah atas laporan Realisasi Anggarnn tahu~i 2007. 

Hasil pemeriksaan alas Ikepatulian leliadap peraturan perundang- 

undangan dan hasil pemeriksaan atas pengenclalian intern dari entitas yang 

diperiksa LKPD-~iya oleh BPI<, terdapat cat:~ia~i-calatan pemeriksaan yang 

dibuat oleh ai~ditor BPI< selama melakul<an pe~i~eril\saan atas LKPD. Dalam 

catatan pemeriksaan tersebut terdapat per~iinsalnlian-pernasalahan yang 

diberikan rekornendasi oleli BPI< RI dan rekonlendasi itillah yang harus 

ditindaklanjuti oleli entitas yang bersangkutan. 

Tindak la~ijut atas HI-' BPI< 1x1 yang distumpail<an oleh Pemerintah 

Daerah paling lambat dalam jangl<a waktu 60 (enan1 pi~luh) liari setelah HP 

BPK RI diterima oleh Pemerintali Daerah, ole11 BPK akan diberi status 

sebagai berikut: 

1 . Rekomendasi Belum diti~idakla~~juti 

2. Rekomendasi telah ditindal<la~ijuti namun belunl selesai 

3. Rekomendasi telah selesai ditindaI<larijut 

Berdasarkan penelitian dari Entitas lxmeriksaan yaitu Provinsi DlY 

dan Kabupaten G ~ I I I L I I I ~  l<idul, cliperoleh data bahwa dari HP BPK RI atas 

LKPD yang terdiri dari Ikol-elisi atas lapurnn I<euangan dan catatan 

pemeriksaan maka yang pali~ig i~tama ~111tl1li diti~lclaI<la~~juti adalah koreksi atas 

laporan keuangan ]<arena berpengarul~ pada disalikannya Perati~ran Daerah 

tentang Pertanggungjawaban l'elaksanaan APDD dun sebagai perbaikan dalam 

pengelolaan I<euangan daerah. Sedangkan niengenai catatan pemeriksaan 



apabila terdapat temuan-tem11a11 dalanl pelalisar~aar~ perneriltsaan, lnaka oleh 

entitas yang bersangkutan akan segera dit i~idakla~~ji~ti  dan yang terkait dengan 

penganggaran akan dilindaklu~!ji~li tahun ariggaran berjalan atau tahun 

anggaran beriltutnya. 

Terhadap tindal<lari.jut Hasil I'emeriks:lan LKPD oleh BPK selalu 

dilakukan pembahasan bersan-ia antara I'ernda dengan DPRD karena Perda 

APBD dan Perda Per~angguri~a\i /aba~i Pelalisanaan AI'BD ~~ierupakan produk 

bersa~na antara el<sekutif dan legislatif. 

Kendala-l<endala yang diliadapi dalaril pelaksanaan tindak lanjut atas 

hasil pemeriksaan BPK adalali: 

I )  Apabila reltomendasi yang dil<emirl<akan dalarn Iiosil pemeriltsaan BPK RI 

harus dilaksanaka~l dengan koordinasi derigan pihalt ltetiga misalnya 

dalam temuan pemeriksaan yang memper~iiasalahkan tentang pengadaan 

barang pada salah satu SICI'D mengala~ni kelambatan dan menurut 

ketentuan harirs dikenakan denda yang C L I ~ ~ L I I I  besar ltepada rekanan yang 

melaksanaltan pengadaan te~.sebut, denda alas kelambatan ini harus 

disetorkan segera Ice I<as daerah karena sebelumnya sudah disepakati 

dalam kontralt perjarljian pengadaan bal-ar~g lersebut. Kendala yang 

dihadapi adalali apabila rekanan tidak bisa nie~iyelesailtan pembayaran 

denda tersebut karena si~dali tidak rnalnpu lagi ataupun reltanan lari dari 

kewajiban me~-i-ibayar denda tersebut, selii~~gga pelaksanaan dari tindak 

lanjut me~ljadi berlarut-larirt dalam penyelesaianriya. 



2) Apabila berdasarkan hasil perlleriksaan 131'1< ier-dapat temuan pe~neriksaan 

yang mengaltibatl<an Iker~rgian daerah dan ada irlclikasi perbuatan melawan 

hukum, sehingga atas Lemuarl pe~lleriksanr~ tersebut diproses lebih lanjut 

oleh aparat penegak I I L I ~ ; L I I ~ ~ .  Alas temuan pe~nel-i ksaan ini, BPK telah 

menyatakan baliwa rekor~~endasi selesai dili~~claklarij~~ti. Status yang 

menyatakan selesai dalam ~nenil~dakla~?juli rekomendasi BPK tersebut, 

sering dijad iltan alasan ole11 tersangka Itasus korupsi yang diajukan ke 

pengadila~i U I I ~ L I I <  ~ l ~ e r i ~ l g a ~ i l < i ~ ~ l  I~ulturlian. l'aclallal dalam kenyataannya 

pemberian status selesai clitindaltla~ijuti alas r~.komendasi BPK tidak 

menghilangkan proses Iiuk~r~n yang dilal<sarl~~ka~~ ole11 aparat penegak 

hukum, karena penyelesaia~i tindak lanjut BI'I< adalah penyelesaian 

administratif saja dan tidal< 111eghilangka11 proses hukum yang sedang 

berjalan. 



A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelilian, clapat ditarik beberapa Icesi~iipirlan sebagai 

berikut : 

1. Sistem Pemeriksaan alas Laporan Keuanga~l Daerali yang dilaksanakan 

oleh Badall Pemeriksa I<eunngan 1x1 ~lle~llakai aturan-aturan untuk 

pemeriksaan pengelolaan lkeuai~gan negalaldaerah dari Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berlaku ses~iai I'eratlrrau Pe~nerintah Nolnor 24 Tahun 

2004 ser-ta aturan internal l31'1< seperli Panducl~l Manaje~nen Pemeriksaan 

Tahun 2002, Standar Audit Pemzri~ltall:un (SAP) Tahun 1995 dan Petunjuk 

Teknis dalarn pemeril\saa~l laporan I<euanga~~ Daerali . 

2. Kriteria atas hasil perneriksaan BI'K terlladap Laporan Kei~angan daerah 

adalah adanya perbedaan persepsi atas a ~ u r a ~ l  Iiul<i~m yang berlaku. 

Pemahalnan atas atura~l lni11;uni yang dipakai oleh pe~neriksa dalam 

menentul<an Icriteria berbeda dengan ~ ~ I N L I I I ~ I I I ; I I I  yang dipalcai oleh obyek 

yang diperiksa. 

Hal i l i i  bisa dikelalnui clari lkendala-kel~dula yang dihadapi oleh 

auditor BPK R1 alas peilcntuan Ikrileria dalum temira~l pemeriksaan 

sebagai berikut: 

a. Peraturan peril~~dang-uilda~~gan yang pei~~ahaman atas peraturan 

p e r u n d a n g - L I I I ~ ~ I I ~ ~ I I  yalig 111~ilti tafsir patla te~iiirari perneriksaan 



tentang Pengeluara~l Uiaya  pall p ~ ~ n g u \  ~rlltuk Retribusi Daerah atas 

Sewa dan Pendapatan lain-lain sebesar I<p153.675.1 10,OO tidak tepat, 

kriteria yang secara Ikllt~sus dipakni ole11 13PK adalah Peraturan 

Pemerintali Nonior 65 'l'aliu~i 2000 lenlnng Pajal< Daerah yang 

menyebutkan bahwa ~11iti11.; I I ~ I ~ I ~ I I I ~ L I ~ ~ I I ~  p:!jal< daerali bisa diberikan 

upah pungut sebesar 5 %. I'eriierintali claerali [elah ~iie~iafsirkan bahwa 

pemberian upah pung~rt sebesar 5% juga bisa dilceanakan dalam 

pemungutan retribusi daerali, seliinggn daerali telali ~nenganggarkan 

dan merealisasil<an ~111ali I I L I I I ~ L I I  u n ~ u l ;  retribusi daerah yang 

sebenarnya tidal< sesuai clcr~gan kete~l~~rarl yalig berlaku. 

b. Pennasalahan tentang prossdur pengadaa~l barang dan jasa dalam 

pengelolaan keuangan cl:lcl-all. timbul ~niisalali atas penerapan aturan 

yang berlaku yait~r alllura I'nsal 2 1 Unci:~r~g-~rndang Nomor I Tahun 

2004 tentang Perbendalinra;~n Negara yang menyebutkan bahwa 

pembayara~i atas beban AI'UN/AI'UD ~id:~l< boleh dilalcukan sebelum 

barang dan jasa dilerillla, lial ini ber~e~itangan dengan pedoman 

penagadaan barang dan jasa sesuai I<cputusan Presiden (Keppres) 

Nomor 80 Taliun 3003 tenlnng Pedoillan l'elaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa dimana pada pasal 33 ~iie~iyebutl<an bahwa : 

2) Uang muka d a p : ~ ~  dibcrikan kepada perlyedia barang dan jasa 

dengan kriteria sebng:~i btril<~11 : 

a) Untul< usaha kecil sc~inggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) 

dari nilai l<onlrak. 



b) U~iti~It usalia selaili usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua 

P L I I L I I ~  persen) da1.i nrlai lkontral,. 

c) Pelnbayaran pre~tasi peke~:jaari dilakultan dengan sistem 

sertifiltat bulanali ~ [ ; I L I  

d) Siste~n teniiin, cie~igan me~iiprrliit~rrigl~an angsuran uang ~nuka 

dan Itewajiba~i p:!jt~l,. 

3. Hasil Penieriksaan B1'1< :\lab Laporail I<e~langan Pemerintah Daerah 

(LKPD) diltetaliui bahwa Pc~llei.intali Dacrali selaku entitas yang diperiksa 

oleh BPK- R1. Sedangkan Dewan Pel.\\/akilan Raltyat Daerah (DPRD) 

menjadi pengguna atas tlasil I'emeriksann t jPI< R1 ~tnti~lt lnengesahkan 

Perda tentang Kealisasi AIJOU tahun sebclurl~rl!a. 

Kendala-kendala yang clilinclapi dalanl pelaksanaan tindak lanjut atas 

hasil pemeriksaan BPK adalall: 

1) Apabila reltomendasi yang dikernultakan ciala111 Ilasil gemeriksaan BPK R1 

harus dilaksanakan dengall koordiilasi dellgall pihak ltetiga misalnya 

dalam ternuan pemeriltsaan yang nle~iiperinasult~liltan ten tang pengadaan 

barang pada salal~ satu Sl<PD mengalami kelambatan dan lnenurut 

ketentuan harus dikenaltan clerlcla yang C L I ~ < L I I )  besale ltepada rekanan yang 

melaksanakan pengadaa~i lerscbul, ciencla :Itas ltelanibatan ini harus 

disetorkan segera Ite Kas clacrali Ikal.eni1 scbelulnnya sudah disepakati 

dalam kontralt gerjanjian per~gadaan baralig lrrsebut. Kendala yang 

dihadapi adalali apabila l.eItarlnn tidak bisa meriyelesailtan pelnbayaran 

denda tersebut Itarena sudali liclalt mampu lagi ata~lpun leekanan lari dari 



kewajiban mernbayar denda tersebut, sellingg:~ pelaksanaan dari tindak 

lanjut rnenjadi berlarut-larut cIal,~rli 11enyelesai;11111ja. 

Apabila berdasarkan hasil pcmeril<saan l31'1< ierdnpat temuan pemeriksaan 

yang rnengakibatkan Iierugian daesali dan ads illdikasi perbuatan melawan 

hukum, seliingga atas tenlua~~ perlleril;ba~~n ~ersi-.but diproses lebih lanjut 

oleh aparat penegali huki~nl. Alas tell) ilan 1)~'nleril;saan in i ,  BPK telah 

menyataltan bahwa rekoincnclasi selesai clili~ldakla~ijuti. Status yang 

menyatakan selesai dalnm nlenindal<la~:ji~li reko~nendasi BPK tersebut, 

sering dijadilian alasan oleh tersangka knsus I \ O I . L I P S ~  yang diajukan ke 

pengadilan untuli mering~~nkar~ hukurna~~. P:ldaIial dala~n Iienyataannya 

pemberian status selesai ditinclakla~iji~ti aLils rekomendasi BPK tidak 

menghilangkan proses I I L I I < L I I I I  yang diluksa~~akan oleh aparat penegak 

hukum, karena penyelesaia~~ ~indak lar!jut UPL< adalah penyelesaian 

administratif saja dan tidal< ~llegl~ilnngkali pl.oses Iiukurn yang sedang 

berjalan. 

B. SARAN 

1 .  Pemerintali Daerali hendaknya mernperbaiki Iielemahan dala~n siste~n 

keuangan yalig diwarisi dari pernerinlallan 0 1 . d ~  Baru, kele~liahan tersebut 

bersifat me~idasar Iiarena ~nelipi~ti d e s a i ~ ~  d;111 sisle~li pe~igendalian internal 

serta I<etidalipatuhan lerlladal] peraLilrall perunda~ig-undangan tentang 

pengelolaan keuangan liegara 



2. Pemerintal~ Segera ~nenginpleinentz~siknn Pnl<et tiga Undang-undang 

dibidang Keuangan 1Vegai.a 'fali~~n 2003-2004, clirnana dala~n gaket tiga 

UU tersebut telah r~ieri~bal~ sccxa inei~clasar sis~em aku~~tansi, manajemen 

keuangan negara dan sistern ansgarnn I'~'ille~.iilti~Il 

3. Menyarankan lkepada DPRD I'rovinsi DIY L I ~ L L I I ;  melmbentuk panitia 

Akuntabilitas Publilc (PAP). I'AP dibci11~iI< guna n~elengkagi fungsi 

manajemen dari lelnbnga lcgisl:itil: agar leillbaga legislatif dapat 

mengawasi pelaksanaal~ allggaran dan progr.ain lkerja pen~erintah secara 

utuh selama tahun anggaran yarlg berlaku 
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